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ABSTRAK

Zainuddin, Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Mememuota
30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calegislatif pada Pemilihan
Umum Tahun 2014 di Kota Samarinda, dibawah bimdon®r. H. Jamal Amin,
M.Si dan Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk getahui strategi Partai
Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 peksterwakilan perempuan
dalam daftar calon legislatif pemilu 2014 Kota Sanda yang difokuskan pada
proses rekrutmen kader perempuan, pendidikan dé&atil@n kader perempuan,
mekanisme/syarat penetapan calon legislatif (Cal@grempuan, Partisipasi
perempuan menjadi calon legislatif (Caleg) di Radmanat Nasional (PAN) Kota
Samarinda.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda RrsivKalimantan Timur.
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wamantangsung dengan
informan dan arsip serta dokumentasi yang berkaiéangan penelitian. Narasumber
terdiri dari Ketua DPD PAN Kota Samarinda, Sekeéstatan Staf KPUD Kota
Samarinda, caleg perempuan serta staf DPD PAN Rataarinda. Data-data yang
didapatkan, dianalisis dengan menggunakan anatiais interaktif Miles dan
Huberman.

Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samaimidlam memenuhi
kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam dafidggnya sudah berjalan
dengan baik meski masih ada ditemukan caleg per@mgang dipasang sebagai
pelengkap. PAN Kota Samarinda dalam mewujudkantegfraersebut dilakukan
dengan perbaikan sistem rekrutmen kader dan si¢eaidikan dan pelatihan kader.
Kemudian untuk memasang caleg yang berkualitaskudkien perbaikan pada
mekanisme penetapan caleg. Partisipasi perempuak nnenjadi caleg di PAN Kota
Samarinda cukup banyak. Secara garis besar PAN Samaarinda sudah berhasil
memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuaandalaftar calegnya sesuai
dengan undang-undang pemilu dan peraturan Kommilidan Umum (KPU).

KataKunci : Strategi Partai Amanat Nasional memenuhi kuota 30 persen
keterwakilan perempuan di Kota Samarinda.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam era demokrasi yang berkembang dewasa ini mignibanyak
partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk ikatasgalam mengawasi dan ikut
memberikan masukan dalam berjalannya negara inikumienuju yang lebih baik.
Dunia politik di Indonesia yang saat ini masih kaigidominasi oleh kaum laki-laki
menjadi sebuah keadaan yang tidak sinergis jikastarenerus berlanjut. Dalam
berbagai literatur ilmu politik, demokrasi seringedemahkan sebagai pemerintah
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakysbm the people, by the people and for the
people), atau dengan istilah lain yang disebut sebagadathn rakyat.

Elemen Demokrasi yang utama adalah Partai poliikeika partai politik
merupakan sarana demokrasi yang paling pentingiarea dalam fungsinya sebagai
media interaksi antara Negara dengan rakyat. Kameseknya, kegagalan partai
politik dalam menjalankan fungsinya adalah jugadkgdan kita dalam berdemokrasi.
Partai politik merupakan salah satu institusi d#ri pelaksanaan demokrasi modern.
Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yasgbuti keterwakilan
(refresentativeness), baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraaperti
parlemen (DPR/DPRD) maupun keterwakilan aspiradiyata dalam institusi

kepartaian.



Kehadiran partai politik merupakan instrument yaaggat penting dan urgen
dalam pemilu serta penentuan wakil rakyat di paglenKenyataan politik kita di
tanah air masih menghadapi berbagai permasalahamt®anya: tidak berfungsinya
partai sebagai sarana komunikasi politik, sosigiligmlitik, rekrutmen politik, dan
pengatur konflik. Partai politik lebih sering bemfysi sebagai alat kepentingan
individu dari pada agregasi kepentingan kelompolrtdP politik lebih sering
berfungsi sebagai media pengerahan suara massk kepentingan kekuasaan.
Survei lembaga penelitian menunujukan bahwa ppedgi politik saat ini belum
cukup mampu melahirkan elit-elit politik yang meikiikeberpihakan tinggi terhadap
masyarakat. Kepercayaan masyarakat sangat rendbhdap evektifitas partai
sebagai media penyalur aspirasi dan kepentingaitikpoKarena selama ini
kecenderungan para elit menjadikan partai lebihagab kendaraan menuju
kekuasaan.

Cara pandang sentralistis yang telah melekat sapgrtghun coba dibongkar
dengan upaya untuk membangun kemandirian masingighatemen bangsa. Pada
level yang lebih jauh, sistem politik nasional yangnetapkan mekanisme pemilihan
langsung adalah langkah maju yang harus didukumedij&an nasional mengenai
pemilihan langsung adalah bentuk tanggung jawaboleatis yang harus diemban
oleh semua kalangan. Elitisme dalam politik bukasuatu yang tidak mungkin
diminimalisasi.

Lebih dari itu, pemilihan umum/langsung (pemilukaeus adalah ajang

pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat harus seldan semakin berdaya dalam



merespon semua fenomena yang ada. Kepekaan raslgah diunia politik akan
menjadi modal besar bagi sistem politik demoknatitik memberi manfaat langsung
kepada rakyat banyak. Patut untuk terus direnungkahwa sistem politik
demokratis adalah mekanisme di mana semua orahglbmpil sebagai pemimpin.
Kedaulatan ada ditangan rakyat, dititik inilah piman langsung adalah pintu masuk
bagi tercapainya ideal-ideal politik yang diinginkaleh seluruh bangsa.

Demokrasi menentukan bahwa sebagian dari partisgragjota masyarakat
dilakukan melalui wakil mereka dalam Badan Legikl@alam hal ini, para wakil
rakyatlah yang bertindak atas nama rakyat sebadakpyang diwakili dan
merumuskan serta memutuskan kebijaksanaan tentarigpdai aspek kehidupan
rakyat. Khususnya dalam masalah perempuan, di &si@nperempuan masih di
diskriminasikan baik itu dalam politik maupun daléwa pekerjaan atau profesinya.
Untuk itu perlu adanya perempuan dalam pemerintahaang mampu
memperjuangkan aspirasi tersebut sehingga untukehadiran perempuan dalam
parlemen sangat dibutuhkan yang nyatanya saatiengpuan dalam parlemen masih
sangat kurang.

Untuk itu, dalam menghadapi masalah kekurangan ngmran dalam
parlemen adalah adanya peraturan perundang-undaysgan dapat memberikan
jaminan terhadap proses politik yang memastikaning&atan keterwakilan
perempuan pada tingkat yang diharapkan. Undangtundaartai Politik dan
Pemilihan Umum adalah salah satu indikator yangyaapenting untuk menjamin

peningkatan keterwakilan perempuan yang duduk ldipeen. Undang-undang partai



politik dan pemilu menjadi ukuran untuk melihat aegana respon negara terhadap
indikator kesetaraan gender. Undang-undang perapatdnemberikan jaminan bagi
perempuan untuk dapat mengikuti proses pencalomampa terpilihnya dalam
pemilu.

Landasan Yuridis Formal tentang Pemilihan Umum Axtgd.egislatif adalah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun22@ntang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PefaakDaerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat meng@dna pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umunasbedhasia, jujur dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanaBitamadan Undang-Undang
Dasar 1945. Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU)nghln peraturan-
peraturannya diharapkan dapat mengawal implemedésiundang-undang pemilu
tersebut ada singkronisasi dan dapat meningkatkagrjk KPU yang berkualitas
sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang behla# jajur dan mandiri.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaganpelenggara pemilu
kerap sekali mendapatkan permasalahan yang dihadbgbe partai politik. Yang
menjadi sorotan atau permasalahan utama pada getrapu adalah pemenuhan
kuota keterwakilan perempuan dalam daftar calorsleg dari partai politik, tidak
semua partai mampu memenuhinya. Padahal itu mieanpsyarat utama bagi partai
politik untuk mengikuti pemilihan umum, sehinggd membuat partai politik sedikit

mengalami kesulitan karena karena tidak tersediakgder perempuan yang



berkualitas sehingga terkadang partai politik untulemenuhi syarat tersebut
menggunakan kader yang tidak berkualitas atau mérk&ader dadakan.

Kita tahu bahwa jumlah anggota Dewan PerwakilanyBakaerah (DPRD)
Kota Samarinda periode 2009-2014 ada 45 orang el@nvkakilan perempuan hanya
12 persen dari jumlah tersebut. Ini menunjukkan waahumlah perempuan
diparlemen Kota Samarinda sangat jauh dari yargyal&an dalam undang-undang
pemilu yaitu 30 persen. Untuk itu Komisi Pemilihekmum harus berusaha lebih
keras lagi untuk meningkatkan keterwakilan perempdgarlemen pada pemilu
legislatif tahun 2014 nanti, tentunya melalui perah yang dibuat dan pengawasan
yang dilakukan oleh KPU.

Terkait dengan penetapan daftar calon anggotaldéfi&ota Samarinda,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Syaripudangalindo, SP
mengatakan:

“Jadi proses pencalegkan itu sesuai undang-undhagharus memenuhi

kuota 30 persen, jadi jika tidak memenuhi 30 perseaka dia akan di

diskualifikasi, jadi wajib hukumnya bagi mereka witmemenuhi kuota 30

persen ini. Jadi terkait dengan caleg perempuan, kémarin ada

pengecualian, kita harus memberi kelonggaran wkitena kalau tidak ada
kelonggaran waktu, itu dipaksakan dalam wajib perkiirena itu menjadi
syarat yang wajib maka kita tidak terfokus, makareka dinyatakan
terdiskualifikasi, makanya terkait dalam caleg pgyaan itu ada kelonggaran
waktu yang cukup panjang untuk mereka dalam mesgsuat-surat yang
mereka butuhkan, misalnya surat kesehatan, ketmnangrkoba dan lain-
lain” (hasil wawancara, 08 Oktober 2013).
Dengan demikian, jelas bahwa keseriusan Komisi Heani Umum (KPU)

untuk melibatkan perempuan untuk berpartisipasardabolitik, khususnya ikut

pemilu legislatif tahun 2014 nanti cukup besar.



Kemudian salah satu upaya Komisi Pemilihan Umunaluntelibatkan kaum
perempuan dalam dunia politik adalah KPU dengaasteggan menjalankan Undang-
Undang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Penmlildenum tersebut tanpa ada
intervensi dari luar, misalnya partai politik. Syardin Tangalindo, SP mengatakan
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah satu upayanyllah mengelola peraturan
KPU itu, Peraturan KPU itu mengatakan dengan tbghsva semua partai politik itu
wajib memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempinasil wawancara: 08
Oktober 2013). Maksud dari peryataan tersebut adalah dengagatikannya undang-
undang tersebut maka untuk pemilu selanjutnyaapaxlitik sudah menyiapkan
kadernya yang lebih berkualitas. Partai politik rakberusaha merekrut kader
perempuan untuk persiapan pemilu berikutnya deng@emberikan pendidikan
politik sehingga mampu memahami dunia politik. Meroya perbedaan pemilu
tahun ini dengan sebelumnya tentang keterwakilaenpeuan adalah pada pemilu
sebelumnya keterwakilan 30 persen perempuan tidakjidkan sehingga partai-
partai yang tidak memenuhi kuota tersebut tetap bigengikuti pemilu tanpa ada
sanksi yang berat atau istilahnya hanya sebagaatsyang tidak wajib. Kemudian
untuk pemilu ini partai politik yang tidak memenulkuota tersebut tidak
diperbolehkan lagi ikut dalam pemilu (terdiskuKkdisi) sehingga wajib hukumnya
bagi partai untuk memenuhi kuota tersebut.

Untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakpaerah Kota
Samarinda, semua partai politik yang ikut pemilouta 2014 sudah menyerahkan

daftar calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umuii{PU) Kota Samarinda.



Berikut Daftar Calon Tetap Anggota Dewan PerwakilBakyat Daerah Kota

Samarinda Pemilu 2014 :

Tabd 1.1
Daftar Calon Legislatif berdasarkan Parpol (Per2da4)

No bartai Politk Dapil1 | Dapil2 | Dapil 3| Dapil4| Dapil5
L | P L| P L| P L| P LI P
1 | Partai NASDEM 7 3 3 4 5 3 1 4 6 3
2 | PKB 7 3 3 4 5 3 7 4 6 3
3 | PKS 7 3 4 3 5 3 7 4 q 3
4 | PDIP 7 3 4 3 5 3 7 4 a 3
5 | Partai GOLKAR 7 3 4 3 5 3 1 4 6 3
6 | Partai GERINDRA 7 3 4 3 5 3 7 4 6| 3
7 | Partai Demokrat 77 3 4 3 D 3 i’ A6 |3
8 | PAN 7 3 4 3 5 3 6 5 6 3
9 | PPP 6 4 4 3 5 3 1 4 6 3
10 | Partai Hanura 773 A4 3 5 3 7 4 |6 |3
11 | PBB 5 4 4 2 4 3 4 3 4
12 | PKPI 4 3 3 2 4 3 4 2 a 3
Jumlah 78| 38 45 36 58 36 719 51 Y1 [37

Sumber Data : KPUD Kota Samarinda, Oktober 2013
Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pada lpePdi14 ada dua belas (12)
partai politik yang lolos verifikasi Komisi Pemiin Umum (KPU). Dari daftar calon
legislatif tersebut dapat kita lihat bahwa semudapgolitik sudah memenuhi kuota
30 persen keterwakilan perempuan dan bahkan aderapeb partai politik yang
memenuhi lebih dari 30 persen. Tak hanya itu beaenaartai politik bahkan

memberikan nomor urut satu (1) pada calon legigtatiempuan.



Dalam hal ini, fokus pada Partai Amanat Nasion&NPdengan nomor urut
delapan (8) sebagai peserta Pemilihan Umum (per@di4 nanti, yang optimis
mematok target pemenangan pemilu legislatif 20&4 akling tidak meraih double
digit alias diatas 10 persen. Target tersebut Isartan dari catatan hasil tiga kali
pemilu sebelumnya yaitu pada pemilu 1999 meraup pg&sen suara, kemudian
pada pemilu 2004 melorot menjadi 6,7 persen suamangenukik lagi pada pemilu
terakhir 2009 yang cuma memperoleh 6.01 perserasidamun dalam mencapai
target tersebut tentu tak semudah yang kita bayangkelihat ketatnya persaingan
dalam kompetisi pemilu 2014 nanti. Maka dari itatuk meraih target pertumbuhan
jumlah perolehan suara pada pemilu 2014, Partainatidasional (PAN) melakukan
percepatan dalam membangun infrastruktur dan melemitpolitik, tak terkecuali
kader perempuan, kemudian setelah itu partai begtdrasi menjalankan program
sosialisasi.

Partai politik yang memiliki slogan “PAN MERAKYAT{ersebut melakukan
berbagai strategi/usaha untuk mendapatkan simpati dasyarakat serta untuk
menciptakan kader yang berkualitas untuk persiggesnilu 2014. Beberapa strategi
tersebut misalnya, melakukan konsolidasi kader sfmoktur hingga ke tingkat
Kecamatan di Barisan Muda (BM) Partai Amanat Naalioyaitu setiap kader akan
dibekali dengan cara berkiprah dipartai politik dbarmasyarakat sehingga di
harapkan mampu menjadi lumbung kader Partai Am&faisional. Kemudian
ditingkat Provinsi (Dewan Pimpinan Wilayah) menggelLatihan Kader Amanat

Madya (LKAM), tujuannya adalah untuk mencetak kadeititansi yang mau



berjuang untuk partai, memberikan pengetahuan rigntstrategi politik dan
pemenangan pemilu, dan memberikan kesempatan képaea untuk memberikan
ruang dan membesarkan partai. Serta strategi gw@lgnj adalah ditingkat
kabupaten/kota, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Paktaanat Nasional Kota
Samarinda menggelar Latihan Kader Amanat Dasar (QK#ebagai upaya untuk
mempersiapkan kader-kader yang militan menuju taRfeN double digit. PAN
memberlakukan LKAD ini sebagai salah satu syaratikumenjadi calon anggota
legislatif sehingga tujuan utama LKAD adalah sebagaya mencetak kader partai
yang militan dan berkarakter menuju pemilu 2014éyat, 2012: 7-19).

Dalam dunia politik, perempuan banyak sekali medgpa permasalahan,
baik itu dari individu seperti kapasitas perempuaasih dianggap rendah, dan
ditambah dengan jumlah perempuan yang aktif dippdiitik sangat minim maupun
dari luar individu seperti rendahnya dukungan meiat, pandangan masyarakat
bahwa politik bukanlah urusan perempuan, karendilpalianggap sebagai dunia
laki-laki, sehingga sulit sekali perempuan untuksuoka ke dalam politik yang
dianggap bukan wilayah mereka serta perlakuan pgmram dalam dunia politik
sehingga sangat mempengaruhi keterwakilannya tkpatau dalam parlemen.

Berbagai macam kendala yang dihadapi perempuamddunia politik,
seperti yang ungkapkan oleh salah satu kader Pamainat Nasional (PAN)Siti
Amaliyah, beliau mengatakan bahwa di PAN sudah punya organisasi sayap
perempuan. Tetapi dilapangan kendalanya perempuaandc kreatif, misalnya

mencari pasar suara. Calon legislatif (caleg) pprtean hanya mengandalkan majelis



taklim. Padahal jika satu majelis taklim didatattiga caleg, akan menimbulkan
kebingungan bagi pemilih. Bukan berarti mengabailgang ada tapi harus lebih
kreatif mencari pasar suara. Kendala kedua, adalabalah kepercayaan antar
perempuan masih kurang. Di manapun, bukan hanyarlégrkembang, perempuan
memang kurang mendapatkan kepercayaan masyarakaist&k perempuan lainnya.
Hal ini disebabkan karena budaya (perempuan hamiygk mngurus anak) dan menilai
banyak keterbatasan perempuan (Anonim. 2012).

Kemudian kendala lain yang dihadapi oleh peremplelam dunia politik
adalah kebijakan internal partai politik yang sdngaempengaruhi posisi dan
keterwakilan perempuan dipartai politik, sebagdomrdegislatif, maupun sebagai
anggota legislatif. Partai politik dianggap masamgat kurang memiliki komitmen
untuk mendorong perempuan masuk dan terpilih ddimbaga politik formal.
Kepengurusan diparpol sendiri masih didominasi-laki, kalaupun ada perempuan
bukan diposisi yang strategis. Masuknya perempuaand kepengurusan partai
politik masih belum mampu memberikan warna perubayang lebih baik bagi
keterlibatan dan peran perempuan dalam prosessprpsagambilan keputusan.
Perempuan cenderung didukung hanya untuk dijadakainoleh partai politik untuk
memenuhi kuota ditahap awal. Sedangkan ditahamje@iga dukungan diberikan
kepada laki-laki. Hal ini tampak pada pemberian apmrut besar dan dapil yang
bukan daerah binaan atau asal calon legislatifnpgwan. Partai cenderung hanya
mendukung calon legislatif perempuan yang dianggagensial, tanpa adanya

transparansi dalam pengkategorian tersebut. Dsiripsirtai politik sendiri muncul



adanya keluhan sulitnya mencari kader perempuag pankualitas. Hal itu lebih
diperparah dengan kenyataan bahwa kaderisasi pesemgitubuh partai politik
masih sangat kurang. Kegagalan Partai Amanat NasiiAN) menempatkan
perwakilan perempuan diparlemen terbukti di Kotan&anda, PAN hanya mampu
menempatkan 4 (orang) perwakilannya dan semuaratarathki-laki.

Terkait calon legislatif Partai Amanat Nasional (PAKota Samarinda,
Ketua Dewan Pimipinan Daerah (DPD) Partai Amanasidveal Kota Samarinda,
Dwiyanto Purnomosidhi, S. Hut mengatakan :

“Kita pada umumnya membuka pendaftaran calon laifigcaleg) pada saat

setahun sebelum mau pemilu, kita membuka pendaffzada seluruh kader

simpatisan anggota Partai Amanat Nasional dan wgelorasyarakat dengan
cara mengumumkan keseluruh cabang atau rantinudibedaerah sampai
ke kecamatan dan desa/kelurahan. Dalam mekanisnmegip@an caleg kita
ada tim evaluasi bakal caleg/tim verifikasi, dengaemberikan kriteria-
kriteria dan skor-skor tertentu. Jadi setiap calsgleksi oleh tim verifikasi,
misalnya dapil samarinda seberang ada 10 kursanggdn yang mendaftar
lebih dari 10 maka itu perlu diseleksi, tapi karema aturan dari KPU dan
undang-undang yang mewajibkan 30% keterwakilaiemppuan maka itu

harus kita penuhi’hasil wawancara 21 november 2013).

Dari pernyataan tersebut, Partai Amanat NasionaNjPdalam merekrut
calon legislatif mereka membuka pendaftaran kegatlauh kader PAN dan seluruh
masyarakat dalam kurung waktu satu tahun sebellakgamaan pemilu. Kemudian
dalam mekanisme penerimaan calon legislatif, mielailon verifikasi dengan
memberikan kriteria-kriteria tertentu, seperti kagpendidikan, lamanya mengabdi

dipartai, loyalitas dipartai, kontribusi ke par@@an orang yang dianggap mampu

membawa partai untuk lebih maju lagi.



Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanatiddas Kota
Samarinda menyatakan bahwa antusias perempuanikaotukenjadi calon legislatif
cukup besar karena banyak saja yang mendaftartdBia pula bahwa salah satu
faktor yang menyebabkan antusias perempuan untuk nlenjadi calon legislatf
adalah karena saat ini lagi trend-trendnya perempu&njadi calon legislatif.
Kemudian faktor yang menyebabkan perempuan tidak menjadi calon legislatif
adalah karena pada umumnya perempuan diidentikadeagusan domestik/urusan
rumah tangga. Selanjutnya dalam mekanisme perekrgton legislaif dan
penempatan nomor urut bukan pada tim verifikasi&kor, tim ini bersifat netral
yaitu hanya memberikan perhitungan-perhitungan aengiemberikan nilai/skor.
Keputusan terakhir ada dirapat partai dengan peangan politik oleh pemimpin
politik partai. Jadi dalam penentuan calon legisdén nomor urut ada pada rapat
partai dengan berdasarkan pada kesepakatan datugappemimpin partai.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa DewwapiRan Daerah (DPD)
Partai Amanat Nasional (PAN) kota Samarinda, dergjeategi-strategi yang telah
direncanakan maupun yang sudah terlaksana, DPD RétBl Samarinda, mampu
memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuaandalaftar calon legislatif
pada pemilu 2014, dan tentu hal itu membutuhkantwsgkng cukup lama, usaha
yang berat, serta di perlukan rencana dan persiggram matang serta komitmen dari
awal kepengurusan partai. Dengan adanya sitgserti demikian, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian terkait strategi PaAaanat Nasional (PAN) dalam

memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuaseliat sehingga Dewan



Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PKN)a Samarinda dapat ikut

bersaing pada pemilu 2014 untuk pemilihan angggislatif/DPRD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latakaet) masalah, dan
untuk menelaah strategi Partai Amanat Nasional (Pddlam memenuhi kuota 30
persen keterwakilan perempuan dalam daftar calgisl#if pemilu 2014 di Kota
Samarinda, maka rumusan masalah dalam penelifiadatah:
“Bagaimana strategi Partai Amanat Nasional (PANdamiamemenuhi kuota 30
persen keterwakilan perempuan dalam daftar calgisl&if pada pemilu legislatif
Tahun 2014 di Kota Samarinda ?”
1.3  Tujuan Pendlitian

Berdasarkan judul penelitian yang dipilih dan ruatusnasalah diatas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah:
“Untuk mengetahui strategi Partai Amanat Nasior@) dalam memenuhi kuota
30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar delgislatif pemilu 2014 Kota

Samarinda”.

14  Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitiamdalah sebagai berikut:

A. Manfaat Akademis
Manfaat dari segi akademis adalah untuk meningkatkian

memperkaya khasanah keilmuwan dalam bidang disipii sosial, juga



dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutrgrag berhubungan dengan
masalah Pemilu dan partai politik khususnya tertaitang kuota 30 persen
perempuan.
. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambgtemgetahuan
bagi praktisi dan pengurus partai politik dalam greadapi pemilu legisltif
dan dapat pula menjadi bahan masukan bagi berlj@bak khususnya

pelaksana Undang-Undang Pemililhan Umum ini di K®aanarinda.



BAB I
KERANGKA DASAR TEORI

21  Teori dan Konsep
2.1.1 Strategi Politik
2.1.1.1 Pengertian Strategi

Menurut Mahardika (2006) strategi merupakan prgsescapaian tujuan.
Melalui strategi yang tepat dan didukung komitmeang kuat, maka kepastian
terhadap pencapaian tujuan tinggal bergantung paugkah-langkah politik yang
dilakukan. Bagaimana membangun suatu keyakinarafersdalam meretas jalan
yang akan dilalui, bagaimana menyusun sebuah girajerakan, bagaimana
mempertahankan gerakan dan mengatasi masalah yanguinserta bagaimana
menjalankan strategi hingga pada tataran taktigadetahapan penting yang perlu
dipahami oleh setiap pelaku.

Jact Trout dalam Sidarta (2008: 88) mendefinisikmategi sebagai beberapa
cara untuk membuat kita menjadi tampak unik dibagikn yang lain atau pesaing,
serta memanfaatkan keunikan itu agar diingat pgamglan calon-calon pelanggan,
lalu (mereka) memiliki kerelaan untuk menggunakesdpk (barang atau jasa) yang
kita produksi. Petuah tersebut dikenal dalam kormspeisnis. Namun demikian tidak
tak salah bila merujuknya ke persaingan politikal&gi menyadari bahwa kompetisi
dalam dunia bisnis tak ubahnya “irisan” atau sedraglari strategi dalam dunia

politik.



Kemudian strategi menurut Arnold Steinberg dalamis&f(2006:196), adalah
rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksati@egi mempengaruhi sukses
atau gagalnya strategi pada akhirnya. Lebih lamanhurut Carl Von Clausewitz,
perbedaan antara taktik dengan strategi adalalagaeberikut: Taktik adalah seni
menggunakan “kekuatan bersenjata” dalam pertempunatuk memenangkan
peperangan dan bertujuan mencapai perdamaian. ejaragka tersebut kita sebut
strategi. Dalam strategi ini, tujuan-tujuan jangd@ndek dicapai melalui taktik.
Namun tanpa strategi, taktik tidak ada gunarBada dasarnya strategi dibagi lagi
menjadi strategi ofensif (menyerang) dan strategfiemmsive (bertahan). Strategi
ofensif dibagi menjadi strategi untuk memperluasapadilakukan dengan 2 cara
yaitu dalam kampanye pemilu dan dalam implemergaétik) dan strategi untuk
menembus pasar. Strategi defensif menyangkut gtnatéuk mempertahankan pasar
dan strategi untuk menutup dan menyerahkan pasar.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sgiraedalah cara atau
metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tert®ada dasarnya strategi masih
bersifat konseptual tentang keputusan yang akamhiliadalam suatu pelaksanaan.

Untuk mengimplementasikannya digunakan berbagaiceétara tertentu.

2.1.1.2 Strategi Politik
Menurut Peter Schorder strategi politik itu sendmerupakan strategi atau
tehknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu @ii-politik. Strategi politik

sangat penting untuk sebuah partai politik, tange@nga strategi politik, perubahan



jangka panjang sama sekali tidak akan dapat divkajudPerencanaan strategi suatu
proses dan perubahan politik merupakan analisigy ygamblang dari keadaan
kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengerai takhir yang ingin dicapai dan
juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan terg@buBarata. Strategi Politikattp

:/ari-barata.blogspot.com/2010/11/strategi-politik.html, diakses 29 November 2013).

Kemudian menurut Firmanzah (2011: 217-118) strapegitioning politik
merupakan hal penting yang harus dilakukan olelrosgsi politik karena beberapa
hal. Pertama, strategositioning politik akan membantu pemilih dalam menentukan
siapa yang akan dipilih. Kejelasgositioning politik akan memudahkan pemilih
dalam mengidentifikasi suatu partai politik, segai membedakannya dengan
organisasi politik lainnya. Kedud&ositioning politik yang jelas juga membantu
anggota partai politik itu sendiri dalam membentudentitas mereka. Ketiga,
positioning yang jelas juga akan membantu penyusunan straedgm approach
mereka ke masyarakat. Keempadsitioning yang jelas juga akan membantu dalam
mengarahkan jenis sumber daya politik apa yangtalian. Positioning dalam
marketing didefinisikan sebagai semua aktifitasukinnenanamkan kesan dibenak
konsumen agar mereka biasa membedakan produk danyg@ng dihasilkan oleh
organisasi bersangkutan .

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwatesgfirapolitik adalah
strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-@titik, khususnya dalam

mencapai tujuan-tujuan dari partai politik.



2.1.2 Partai Politik
Menurut Miriam Budiardjo (2009: 403), partai pdiitadalah suatu kelompok

yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempumy@ntasi, nilai-nilai, dan
cita-cita yang sama . Sedangkan menurut Sigmunanisliewalam Silahudin (2011:
69-70), partai politik adalah organisasi artikidlatang terdiri dari pelaku-pelaku
politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu merekny memusatkan perhatiannya
pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yanginigersntuk memperoleh
dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yaempunyai pandangan yang
berbeda. Lebih lanjut menurut Rusadi, partai poldidalah organisasi manusia
dimana didalamnya terdapat pembagian tugas darggsetuntuk mencapai suatu
tujuan, mempunyai ideologpélitical doctrine, political ideal, poltical thesis, ideal
objective), mempunyai program politik plitical platform, material objective)
sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaan tsgcara lebih pragmatis
menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jgrkang serta mempunyai ciri
berupa keinginan untuk berkuagawer endeavor).

Kemudian Menurut Strom dalam Baswir (2009) partailitix adalah
kelompok atau organisasi yang digunakan untuk meagmn kadindat dalam
jabatan politik tertentu_ebih jauh lagi partai politik didefinisikan sebagaganisasi
yang beroperasi dalam sistem politik. Robert Mishelenyatakan bahwa partai
politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagdluab mekanisme, tidak secara
otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentmgeara anggotanya juga kelas

sosial yang mereka wakili. Partai sengaja dibestlagai alat untuk mengamankan



tujuan juga menjadi bagian dari tujuan itu sendmgmiliki tujuan dan kepentingan di
dalam dirinya sendiri.

Menurut Joseph Lapalombara dan Jeffrey Anderscanmd&asri (2011: 117-
118), partai politik adalah setiap kelompok poliggkng memiliki label dan organisasi
resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasagardékalitas, yang hadir saat
pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk mersikgn kadindat pejabat
publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebssipun tidak bebas.

Carl Friedrich dalam Surbakti (2007: 116) membeatakan partai politik
sebagai kelompok manusia yang terorganisasikarrasstabil dengan tujuan untuk
merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pé&xharnnbagi pemimpin
partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan rmdwatnekegunaan materiil dan
idiil kepada para anggotanya. Sementara itu, Sotteumberikan definisi partai
politik sebagai kelompok warga negara yang sedbfiityak terorganisasikan, yang
bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan demgamanfaatkan kekuasaannya
untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerirdah menjalankan kebijakan
umum yang mereka buat.

Partai politik merupakan salah satu saja dari Bepgiembagaan sebagai
wujud ekspresi ide-ide, fikiran-fikiran, pandangaan keyakinan bebas dalam
masyarakat demokratis. Keberadaan setiap partétikpditentukan oleh 2 faktor:
pertama, status hukum partai politik sebagai badan hukreth(spersoon), sehingga
dapat menjadi subjek yang diakui sah untuk melakugarbuatan hukum pada

umumnya. Sedangkan yargdua, status partai politik itu dalam dalam kegiatan



pemilu, yaitu apakah partai politik itu berhak nashjpeserta atau tidak ditentukan
oleh sejauh mana partai politik yang bersangkutamemnuhi persyaratan yang
ditentukan untuk itu (Asshiddigie, 2006: 53).

Dari uraian tersebut dirumuskan partai politik npakan kelompok anggota
yang terorganisasi secara rapi dan stabil yangrgipigkan dan dimotivasi dengan
ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari danpedahankan kekuasaan dalam
pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksama#tlternatif kebijakan
umum yang mereka susun. Serta mempuyai orientdainilai, dan cita-cita dan
tujuan yang sama, serta dalam mencapai tujuaabigrsada pembagian tugas dan
mengindentifikasi dirinya membawa kepentingan arggota dan juga kelas sosial

yang mereka wakili.

2.1.2.1 Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik disetiap Negara demokrasiupufenting. Terutama jika
dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingan elermasyarakat yang mereka
bawakan. Partai politik menerjemahkan kepentingasebut ke dalam kebijakan
pemerintah. Fungsi utama partai politik adalah ragndan mempertahankan
kekuasaan guna mewujudkan program-program yanguhsberdasarkan ideologi
tertentu. Ketika melaksanakan fungsi itu partaitgotialam sistem politik demokrasi
melakukan tiga kegiatan, meliputi seleksi calorenakampanye, dan melaksanakan

fungsi pemerintahan, legislatif/eksekutif (Surbak07:116).



Sebenarnya, pada awalnya partai politik hanya hgduartikulatif, yakni
sebagai fasilitator antara rakyat dengan pemegangpijakan. Dalam
perkembangannya, partai politik dianggap sebagaliangang cukup refresentatif
untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan Kedoijapublik (public policy).
Melalui sistem ketatanegaraan yang memberikan lefagbbagi warga negara untuk
mendirikan partai politik, pemerintah mendapatkaasukan-masukan bagaimana
seharusnya kebijakan publik diarahkan. Para ahtiyat@kan bahwa, disinilah tempat
sesungguhnya bagaimana negara dan warga negaretasi (Koirudin, 2004:16).

David McKay dalam Basri (2011:119-121), kajiannytasa partai-partai
politik di Amerika Serikat, ia berkesimpulan bahywartai politik memiliki fungsi
sebagai berikut: agregasi kepentingan, memperdamaikan kelompok dalam
masyarakatstaffing government , mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan
mempromosikan stabilitas politik. Lebih lanjut Jar®imon membagi fungsi partai
politik menjadi 6, yaitu: fungsi sosialisasi pditifungsi mobilisasi politik, fungsi
representasi politik, fungsi partisipasi politikynfysi legitimasi politik dan fungsi
aktivitas dalam sistem politik. Sedangkan menw®utbakti (2007: 117), fungsi
partai politik adalah sebagai berikut: sosialigaditik, rekrutmen politik, partisipasi
politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik,ngendali konflik dan kontrol
politik.

Apabila melihat pendapat dari beberapa pakar ysatgsimaka dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa fungsi partai politik adatdanana yang digunakan oleh

aktor-aktor politik sebagai alat untuk merebut da@mpertahankan kekuasaan serta



memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompoki8erta menjadi sebagai
sarana penghubung antara rakyat dengan pemerint@h sebaliknya untuk

menyampaikan aspirasi masing-masing.

2.1.2.2 Sosialisas Politik dan Rekrutmen Politik

Menurut Budiardjo (2009: 407) sosialisasi politikardikan sebagai suatu
proses yang dilalui seseorang memperoleh sikaf atemtasi terhadap fenomena
politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dan@ berada. Kemudian
menurut Rush dan Althoff dalam Basri (2011), sosaai politik adalah proses oleh
pengaruh mana seorang individu bisa mengenalinsigtelitik yang kemudian
menentukan persepsi serta reaksinya terhadap -ggjga politik. Fungsi sosialisasi
politik menurut Rush dan Althoff adalah:

1. Melatih individu adalah melatih individu dalam mesukkan nilai-nilai
politik yang berlaku didalam sebuah sistem politiRelatihan ini
memungkinkan individu menerima atau melakukan @@l atas tindakan
pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalaotitig atau memilih
dalam pemilu.

2. Memelihara sistem politik adalah bertujuan untukmakhara sistem politik
dan pemerintahan yang resmi.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Rusimn Althoff membagi
menjadi tiga cara, yaitu: imitasi, intruksi, dan tmasi. Kemudian dalam kegiatan

sosialisasi politik dikenal yang namanya agen. Agdah yang melakukan kegiatan



member pengaruh kepada individu, yaitu keluargkolaf, groups, media massa,
pemerintah dan partai politik.

Sedangkan menurut Surbakti (2007: 177), Sosialipatitik ialah proses
pembentukan sikaf dan orientasi politik para at@ggoasyarakat. Melalui proses
sosialisasi politik inilah para anggota masyarak&mperoleh sikaf dan orientasi
terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalarasyarakat. Proses ini
berlangsung seumur hidup yang diperoleh secaraagentelalui pendidikan formal,
nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaelalui kontak dan
pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan kgéudan tetangga maupun dalam
kehidupan masyarakat.

Kemudian Menurut Afan Gaffar (2004: 118), prosesia@si atau pendidikan
politik di Indonesia tidak memberikan ruang yandiugqu untuk memunculkanivil
society. Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampeuagisi ruang publik,
sehinnga mampu membatasi kekuasaan Negara yamedpibddbihan dengan alasan,
yaitu: pertama, dalam masyarakat kita, anak-antk tidak dididik untuk menjadi
insan yang mandiri, kemudian yang kedua, tingkalitipasi sebagian terbesar
masyarakat kita sangat rendah. Karena sebagiarr Ibessyarakat berasal dari
keluarga miskin, petani, buruh dan lain sebagaisghingga tidak memiliki
kesadaran politik karena mereka lebih terpaku patiédupan ekonomi. Sedangkan
yang ketiga, setiap individu yang berhubungan selzargsung dengan Negara tidak
mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehenddegara, termasuk dalam hal

pendidikan politik.



Pengertian lainnya tentang sosialisasi politik saradari R.S. Signal yang
menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah prbetgar yang terkait dengan norma
politik yang dapat dialihkan dari suatu generasi denerasi berikutnya untuk
menerima suatu sistem politik yang sedang berlanggsBedangkan David E. Apter
mengangkat tiga tahapan dalam proses sosialisktsk pgaitu : tahap pertama proses
belajar dalam lingkungan keluarga. Pada tahaglahtdimulai penanaman nilai-nilai
dasar yang bersifat elementer dan transparansir gotidadi {nterpersonal
transference).

Tahap kedua, adalah bagaimana orientasi politiergigalisasikan oleh anak
ketika dewasa dan anak mulai menghadapi situasimek diluar keluarga. Pada
tahap ini mulai memusatkan pada masalah harga dasrat dan bagaimana
kelompok terbentuk. Kemudian tahap ketiga, berakapgingkat dewasa. Pada tahap
ini sudah mulai muncul sifat terhadap pola-poladkétyan yang pernah diterima yang
diyakini sebelumnya. Pada tahap inilah penerimaan gelaksanaan pola-pola
tingkah laku dan seluruh sistem nilai yang mendagar(Rochajat dan Sumarno,
2006: 82-84).

Kemudian Rekrutmen politik adalah seleksi dan péanil atau seleksi dan
pengangkatan seseorang atau sekelompok orang mnalaksanakan peranan dalam
sistem politik pada umumnya dan pemerintah padauddnya. Fungsi ini semakin
besar porsinya manakala partai politik itu merupakartai tunggal seperti dalam
sistem politik totaliter, atau manakala partai nmérupakan partai mayoritas dalam

badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membeetuerintahan dalam sistem



politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan mekap kelanjutan dari fungsi
mencari dan menpertahankan kekuasaan. Selairuigsif rekrutmen politik sangat
penting bagi kelangsungan sistem politik sebabaaatip yang mampu melaksanakan
peranannya, kelangsungan hidup sistem politik édiamcam (Surbakti, 2007: 118).

Sangat penting mengemukakan personalitas aktivigimkpartai saat ini.
Sebab dari merekalah kebijakan mengenai masa depaysa akan terwujud. Mereka
akan menjadi pengambil kebijakan mengenai konstitas undang-undang. Dalam
rangka mengarahkan partai politik ke arah konssiigmsitif untuk kepentingan
negara dan rakyat, maka diperlukan sebuah mekarkaderisasi yang baik ditubuh
pertai politik itu sendiri. Kaderisasi yang dimallsadalah untuk menjaring elit-elit
kapabel dan memiliki integritas moral dan kebangsgang memadai. Tanpa
prasyarat semacam itu, maka bukan hanya arah pe#man partai yang dirugikan,
melainkan juga arah perkembangan bangsa secara akamtergadaikan oleh elit
yang tidak memiliki kapabilitas dan integritas nmlodan kebangsaan (Subagyo,
2009: 107).

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan Seaglpolitik adalah proses
oleh pengaruh bagaiamana seorang individu bisa ematigsistem politik yang
kemudian menentukan persepsi serta reaksinya tghgejala-gejala politik serta
sebagai pembentukan sikaf dan orientasi politikrap@nggota masyarakat. Atau
sebagai alat pengenalan politik terhadap masyakat dapat memahami kondisi
politik dalam suatu daerah atau wilayahnya. Sedamgiekrutmen politik adalah

suatu usaha atau proses untuk melibatkan sesedatarg politik melalui pemilihan



atau seleksi untuk melaksanakan peranannya dalditik petau pemerintah dan

sebagai alat untuk mempertahankan kelangsungamsisilitik dalam suatu negara.

2.1.2.3 Partisipasi Politik

Budiardjo (2009: 367) mendefinisikan bahwa partsip politik adalah
kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ilenta ssecara aktif dalam
kehidupan politik, antara lain dengan jalan mempimpinan Negara dan secara
langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaggamerintah. Kemudian
menurut Surbakti (2007: 118), partisipasi politdakh kegiatan warga negara biasa
dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelakskebgaksanaan umum dan
dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kagiatang dimaksud, antara
lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksan&eputusan, mengajukan
kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakamum, dan mendukung atau
menentang calon pemimpin tertentu, mengajukannaitérpemimpin, dan memilih
wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal irastai politik mempunyai fungsi
untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajalkapggota dan masyarakat
yang lain untuk menggunakan partai politik sebagduran kegiatan mempengaruhi
proses politik. Jadi, partai politik merupakan waiagbartisipasi politik.

Rochajat dan Sumarno (2006: 130) berpendapat, baanesipasi tumbuh
karena adanya dorongan dari diri manud@u$ internal) yang muncul karena
kesadarannya, tanpa adanya paksaan atau tekamdunadakarena partisipasi seperti

bersifat semu dan mudah berubah atau lenyap. ipagiyang kekal yaitu partisipasi



yang tumbuh atas kesadaran sendiri, karena merasaabdirinya bagian dari
kehidupan negara yang dituntut untuk turut memédarklan memajukan kehidupan
negaranya.

Jadi partisipasi politik adalah keinginan dari aetiwarga negara untuk
terlibat dalam politik, baik dalam partai politik ampun pemerintah serta ikut
berpartisipasi untuk mengontrol setiap kebijakarmgmntah baik itu bersifat

menentang maupun menerima kebijakan tersebut.

2.1.2.4 Komunikasi Politik dan Pendidikan Politik

Menurut Astrid dalam Rochajat dan Sumarno (2006:kdjnunikasi politik
adalah komunikasi diarahkan kepada pencapaian f@mtgaruh sedemikian rupa,
sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiaiarutkikasi ini dapat mengikat
semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentld@sama oleh lembaga-
lembaga politik. Lebih lanjut disebutkan Rochajadand Sumarno (2006: 5),
komunikasi politik adalah suatu proses dan kegitnatan membentuk sikaf dan
perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatiesn politik dengan menggunakan
simbol-simbol yang berarti.

Selanjutnya menurut Surbakti (2007:119) komunikaditik adalah proses
penyampaian imformasi mengenai politik dari pentatinkepada masyarakat dan
dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal amitap politik berfungsi sebagai
komunikator politik yang tidak hanya menyampaikaagaa keputusan dan

penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagathp@nankan oleh partai politik



di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspitan kepentingan berbagai
kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduangisdihakan oleh partai-partai
politik dalam sistem politik demokrasi. Dalam melakakan fungsi ini partai politik
tidak menyampaikan begitu saja segala imformasipemerintah kepada masyarakat
atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi rmeskan sedemikian rupa
sehingga penerima informasi (komunikan) dapat dengadah memahami dan
memanfaatkan.

Sedangkan Menurut Rochajat dan Sumarno (2006: PZ88a umumnya
pendidikan politik yang dilaksanakan suatu negaard sistem apapun bentuknya
adalah bertujuuan untuk:

a. Mempersiapkan generasi penerus sebagai penerimped@mut sistem nilai

(sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya),

b. Menyamakan sistem berpikir tentang nilai-nilai yadgpat mempedomani
aktivitas kehidupan bernegara,

c. Memantapkan sikap jiwa didalam melaksanakan sistelai sekaligus
membangun hasrat melestarikannya.

Kegiatan pendidikan politik oleh kelompok politikaa oleh partai politik
ditujukan kepada pendidikan politik kader dan pemggngan organisasi partai.
Pendidikan politik kader, bertujuan untuk meningkat kualitas kader sebagai calon
pelanjut kepemimpinan partai dan kehidupan organifgendidikan politik lebih

beroientasi pada pemantapan dan pengembanganmprpgrtai. Pendidikan ini lebih



bersifat memelihara mekanisme demokrasi yang dilkasikan ke dalam tiga
jenjang, yaitu:

1. Jenjang pertama pendidikan diarahkan untuk:
a. Pemahaman arti berorganisasi,
b. Menanamkan loyalitas terhadap organisasi,
c. Memantapkan dedikasi.
Jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi kader pamul

2. Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk:
a. Membuka wawasan berfikir yang berdasar ideqadiai,
b. Menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam perig@gan organisasi.
c. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi.
Jenjang ini diperuntukkan bagi kader madya.

3. Jenjang ketiga pendidikan diarahkan untuk:
a. Membentuk sumber insani organisasi yang memilkéamampuan

konseptual,
b. Mendidik cara berfikir sistematis dan strategis,
c. Mendidik agar memiliki kemampuan menganalisigistigva-peristiwva
politik dan cara mengantisipasinya,

d. Mendidik berfikir futuristik.
Jenjang ini diperuntukkan bagi calon-calon politisi
Pendidikan lebih lanjut bersifat strategis dan lembsal yaitu diperuntukkan

para politisi. Pada tangga pendidikan sudah mulaényantuh nilai-nilai



kepemiminan. Pendidikan politik yang diselenggamagartai politik lebih mengarah

kepada tercapainya tujuan partai. Kalaupun oriertexakhir adalah kepentingan
nasional namun berdasar kepada konsep-konsep yahirkén partai. Pendidikan

politik partai berkaitan erat dengan konfigurasp&eaian atau sistem partai yang
dianut. Apabila sistem kepartaian bersifat jamakkanakan terjadi bursa pengaruh
didalam usaha menduduki lembaga-lembaga kekuasa@g gkan mengendalikan
kekuasaan negara. Kontribusi pendidikan politikgydiselenggarakan partai politik
cukup memberi makna apabila orientasi kepentingamicu kepada kepentingan
nasional. Dalam kondisi semacam ini maka partaitipdberfungsi sebagai sarana
dan mekanisme didalam mencapai fungsi primer negara tujuan negara.

Dari beberapa teori-teori diatas dapat disimpulkahwa komunikasi politik
adalah suatu proses penyampaian imformasi tentalitik plari pemerintah kepada
masyarakat atau sebaliknya terkait kekuasaan, jEteein dan hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan politik. Sedangkardigé@n politik adalah suatu
usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitaekaartai, organisasi dan calon
pemimpin dengan cara memberikan pemahaman tentéaignifai kepemimpinan

dan politik.

2.1.3 Pemilihan Umum
Pemilihan Umum (pemilu) menurut Undang-Undang Rékumdonesia
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewanv&alan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dagdalah sarana pelaksanaan



kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsumgm, bebas, rahasia, jujur,
dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indond@¢ieR() berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1B4tam Undang-Undang Dasar
1945, pasal 22E ayat (2) disebutkan: “pemilihan mimdiselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Bkitan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat rédee Penyebutan
penyelenggaraan pemilu untuk beragam kepentingdamdasatu kalimat ini
menggambarkan pemilu sebagai satu kesatuan yaadgtedpisahkan (Ismanto dkk:
2004: 40).

Menurut Lijphart dalam Gaffar (2004: 255) pemilhaimum diartikan
sebagai satu kumpulan metode atau cara warga raiayamemilih para wakil
mereka. Sedangkan menurut Anas Urbaningrum (20&ilihan umum adalah
kompetisi politik yang dirancang secara adil daibuka. Oleh karena itu, dilarang
keras untuk melakukan kecurangan.

Kemudian Suprihatini (2009: 3) mendefinisikan penblerdasarkan hakekat
pemilu adalah sebagai berikut:

a. Pemilu dikatakan sebagai suatu aktivitas atau kislanelakukan pemilihan
anggota-anggota badan perwakilan rakyat oleh delumkyat dalam waktu
dan cara-cara tertentu,

b. Pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentulu sistem kekuasaan
Negara yang lahir dari rakyat, menurut kehendalagkmengalir kebawah

sebagai suatu kewibawaan. Kewibawaan dapat tekbirema kekuasaan yang



ada benar-benar sesuai dengan keinginan rakyatsaflin sebagai milik

rakyat, dan berdasarkan sistem permusyawarataragigw,

c. Pemilu sebagai salah satu sarana pengembangan @empang berfungsi
sebagai alat untuk menyehatkan demokrasi bukan pakan tujuan dari
demokrasi itu sendiri.

Andrew Reynolds dalam Basri (2011: 125), menyatakahwa pemilihan
umum adalah metode yang di dalamnya suara-suaadyperoleh dalam pemilihan
diterjemahkan dalam kursi-kursi yang dimenangkatardaparlemen oleh partai-
partai dan kandidat. Pemilihan umum merupakan agsanting untuk memilih wakil
rakyat yang akan bekerja mewakili mereka dalamsgsopembuatan kebijakan
Negara. Pemilihan umum diikuti oleh partai-partalitik yang mewakili kepentingan
spesifik Warga Negara. Kepentingan-kepentinganremki-nilai agama, keadilan,
kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, damiseja kerap dibawakan partai
politik tatkala mereka berkampanye. Oleh karenasigtem pemilu yang baik adalah
sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-keganti yang berbeda
ditingkat masyarakat agar terwakili dalam prosesipeatan kebijakan negara
diparlemen.

Firmanzah (2010) menyatakan bahwa kualitas penkidun dangat ditentukan
oleh beberapa faktor. Pertama adalah kualitasratman (regulasi) yang mengatur
jalannya sebuah kompetisi-kekuasaan. Peraturanpdagawasan perlu ditegakkan
untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sebudbnsipersaingan. Kedua, dalam

sistem persaingan modern, maka kedudukan aktdri@inddan partai politik) tunduk



dibawah sistem yang berlaku. Ketiga, kualitas pegsa juga diukur oleh apakah
sang-pemenang mendapatkan legitimasi dari masydtesaatau tidak. Ketika sang-
pemenang mendapatkan legitimasi yang besar makal&gat menyimpulkan bahwa
proses dan mekanisme persaingan sudah berjalamrdéragk. Dan yang keempat,
kualitas persaingan juga dapat diukur dari stasilijtang tercipta pasca pertandingan.
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkamdagiemilihan umum
adalah sarana demokrasi untuk membentuk suatunskgkuasaan negara yang lahir
dari rakyat dan menurut kehendak rakyat yang dipkkian dalam bentuk perwakilan
yang di dalamnya terdapat kompetisi politik yandpkBanakan secara adil dan

terbuka dalam pelaksanaannya.

2.1.3.1 Sistem Pemilihan Umum

Dieter Nolhen dalam Basri (2011:125) mendefinisiksistem pemilihan
umum dalam dua definisi, dalam arti luas dan dagatnsempit. Dalam arti luas,
sistem pemilu adalah segala proses yang berhubulegagan hak pilih, administrasi
pemilihan dan prilaku pemilih. Lebih lanjut Nolhemenyebutkan pengertian sempit
sistem pemilu adalah cara memilih dalam mengekiarepilihan politiknya melalui
pemberian suara, dimana suara tersebut ditransédcamamenjadi kursi diparlemen
atau pejabat publik. Kemudian menurut Matias laoyeer dan Andrea Mattozzi dari
California institute of technology yang dimaksud dengan sistem pemilu adalah
menerjemahkan suara yang diberikan saat pemilu adiergebuah kursi yang

dimenangkan oleh setiap partai di dewan legisiai§ional. Dengan memastikan



bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara bailandatiap kebijakan yang
dihasilkan, menjadikan sistem pemilu sebagai lermbpgnting dalam demokrasi
perwakilan.

Melalui dua definisi sistem pemilihan umum yang,adipat ditarik konsep-
konsep dasar sistem pemilu seperti: transformasiasmenjadi kursi parlemen atau
pejabat publik, memetakan kepentingan masyaraleat, keéberadaan partai politik.
Sistem pemilu yang baik harus memperimbangkan kokeasep dasar tersebut.

Menurut Prihatmoko (2008: 32) pemilu merupakanrsatantuk memobilisasi
dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap negargelaerintah dengan jalan
ikut serta dalam proses politik. Kinerja sistem pemipengaruhi oleh banyak faktor,
misalnya kesadaran politik, tindakan pendidikansiao ekonomi masyarakat,
keberagaman ideologi, etnik dan suku, kematangataipaan kondisi geografis.
Sedangkan Menurut Surbakti (1999: 176) salah satgsi sistem pemilu adalah
mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjaggata badan perwakilan rakyat
atau menjadi kepala pemerintahan. Setiap sistenilipeyang biasanya diatur dalam
peraturan perundang-undangan, setidak-tidaknya amelogg tiga variabel pokok,
yaitu penyuaraan(balloting), distrik pemilihan €@ectoral district), dan formula
pemilihan. Kemudian Menurut Joseph Schumpeter debamdini (2011: 1), pada
konsep mazhabnya yang dikenal sebagai Schumpetedan menempatkan
penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala aelkaigeria utama bagi
kualifikasi apakah sebuah sistem politik disebu@gana sebagai sebuah Negara

demokrasi.



Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkahwa sistem pemilihan
umum adalah segala proses yang berhubungan derganpilih, administrasi
pemilihan dan prilaku pemilih dan merupakan saraméuk memobilisasi dan
menggerakkan dukungan rakyat terhadap negara daeripah dengan jalan ikut
serta dalam proses politik dan merupakan sebagadari sistem politik dalam

sebuah negara demokrasi.

2.1.3.2 Pertimbangan Sistem Pemilihan Umum
Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yaedéda. Perbedaan itu
diakibatkan berbedanya sistem kepartaian, kondisiak dan politik masyarakat,
jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lainagdinya. Sebab itu, pemilihan atas
sebuah pemilu menjadi perbedaan sengit dikalanggdaipolitik.
Donald L. Horowiwitz dalam Basri (2011: 126-128)emyatakan pemilihan
sistem pemilu harus mempertimbangkah hal-hal tetseb
1. Perbandingan kursi dengan jumlah suara
2. Akuntabilitasnya bagi konsituen (pemilih)
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan
4. Menghasilkan pemenang mayoritas
5. Membuat koalisi antaretnis dan antaragama
6. Minoritas dapat duduk di jabatan publik.
Pertimbangan yang diberikan Horowitz menekankara pagpek hasil pada

suatu pemilihan umum. Hal yang menarik adalah bakstem pemilu yang baik



mampu membuat koalisi antaretnis dan antaraganta s@noritas dapat duduk

dijabatan publik. Ini sangat penting di negara-nagaulti-etnis dan multi-agama.

Terkadang minoritas agak terabaikan dan konflila@this atau antaragama muncul.

Dengan sistem pemilu yang baik, kondisi ini dapatdhm menjadi kesepakatan

antar pimpinan politik ditingkat parlemen. Konflikbatasi hanya ditingkat parlemen

agar tidak menyebar ditingkat horizontal (masyatjaka

8.

9.

Hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam memilgtesn pemilu adalah:
Perhatian pada representasi

Membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna

Memungkinkan perdamaian

Memfasilitasi pemerintahan yang efektip dan stabil

Pemerintah yang terpilih akuntabel

Pemilih mampu mengawasi wakil terpilih

Mendorong partai politik bekerja lebih baik

Mempromosikan oposisi legislatif

Mampu membuat proses pemilu berkesinambungan

10.Memperhatikan standar internasional.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kuntaencapai

penyelenggaraan pemilu yang sukses dan baik bafakikr-faktor yang harus

diperhatikan. Kesalahan dalam memilih sistem perddpat menimbulkan akibat

yang fatal, karena seringkali terjadi perdebatatatey sistem pemilu diantara elit-elit



politik, khususnya partai politik. Penyelenggarange harus punya pertimbangan-

pertimbangan dalam memilih sistem pemilu.

2.1.3.3 Jenis Sistem Pemilihan Umum
Andrew Reynolds dalam Basri (2011) mengklasifikasikadanya empat
sistem pemilihan umum yang umum dipakai oleh negagara didunia, yaitu:

1. Mayoritas/Pluralitas adalah penekanan pada sudrangak (mayoritas) dan
mayoritas berasal dari aneka kekuatan (pluralitas).

2. Proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahlanyeparan suara
pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kuesigy ada di legislatif.

3. Sistem Campuran/Mixed Sistem adalah sistem camphextujuan untuk
memadukan cirri-ciri positif yang berasal dari matgs/pluralitas maupun
proporsional. Dalam sistem campuran terdapat dsgersi pemilu yang
berjalan beriringan, meski masing-masing menggumakatodenya sendiri.
Suara diberikan oleh pemilih yang sama dan dikioasikan pada pemilihan
wakil rakyat dibawah kedua sistem tersebut. Satuinggenakan sistem
mayoritas/pluralitas (atau biasanya sistem lairatga other), biasanya berupa
satu distrik satu wakil, dan lainnya adalah Projpoid Daftar.

4. Sistem Lainnya/Other Sistem adalah sistem lain yadak termasuk dalam
kategori yang sudah disebutkan diantaranya adalagieSNon Transferable

Vote (SNTV), Limited Vote (LV), dan Borda Count (BCSistem ini



yaitu:

cenderung menerjemahkan perhitungan suara menjaslidengan cara yang
berkisar pada sistem proporsional dan mayoritas|iias.

Menurut Silahudin (2011: 99), pada asasnya sigiemilu ada dua macam,

Sistem Pemilu Proporsional

Menurut sistem ini pada dasarnya wilayah negasagijap sebagai
salah satu wilayah pemilihan utuh. Atau dengan lata sistem proporsional
tidak ada pembagian wilayah pemilihan, karena pkarilbersifat nasional.
Sistem Pemilu Distrik

Menurut sistem ini, jumlah distrik sama jumlah duryang
direncanakan dalam lembaga perwakilan rakyat. Jddij satu distrik
pemilihan hanya akan ada seorang wakil saja. Rdamadari distrik adalah
organisasi kontestan yang diwakili seorang indivigang dianggap erat
hubungannya dengan distrik tersebut, oleh karenaeyiag disebut sebagai
stelsel perorangan. Yang berhak mewakili suatuikligtialah organisasi yang
setidak-tidaknya memperoleh mayoritas suara sedarfgu mayoritas yang
lebih besar.

Dari beberapa jenis sistem pemilu yang dikemukadkatas, sistem pemilu

yang pernah dipakai di Indonesia adalah sistemildidan proporsional.



2.1.3.4 Aktor-Aktor Pemilu

Sebagai sebuah kompetisi politik, pemilu melibatkegjumlah aktor di
dalamnya. Masing-masing aktor memiliki posisi dangsi tersendiri yang secara
bersama-sama memiliki kewajiban untuk menyuksesgiemilu, aktor-aktor tersebut
adalah sebagai berikut:

1) Aktor Utama Pemilu
a. Pemilih
Di antara aktor-aktor pemilu, dalam konteks Indaaeggosisi pemilih
kerapkali terpinggirkan. Dari pemilu ke pemilu $elanenjadi kontroversi
daftar pemilih. Padahal kontitusi menjamin hak-hakitik warga negara,
termasuk hak memilih dalam pemilu.
b. Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara pemilu terbagi menjadi dua, yaitu iKofemilihan
Umum (KPU) dan jajarannya, serta Badan PengawasiliPgBawaslu)
beserta jajarannya.
c. Peserta Pemilu
Partai politik menjadi menjadi pelaku dominan dalaemilu, baik itu
pemilu legislatif maupuan pemilu eksekutif.
2) Aktor Pendukung
a. Pemerintah
Peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerghtsaenentukan

keberhasilan pemilu. Pengiriman logistik pemilu pam ke tempat



pemungutan suara (TPS) misalnya, tidak akan barjal@at sasaran dan tepat
waktu jika tidak didukung oleh pemerintah.
b. Lembaga Keamanan
Pemilu adalah kompetisi politik yang melibatkan pamsemua
mayoritas warga masyarakat dalam memperebutkanajaipbatan publik.
Oleh sebab itu, sangatlah terbuka kemungkinandiega pergesekan di
antara warga yang berkepentingan tersebut.
c. Lembaga Penegak Hukum
Supaya semua peserta pemilu menaati peraturansyaiadp disepakati
perlu adanya sebuah lembaga penegak hukum yangrakagontrol jalannya
aturan tersebut dalam permainan. Karena terkadarigk umendapatkan
kemenangan dalam pemilu tersebut tidak sesuai deagaan yang telah
disepakati.
d. Pemantau Pemilu
Pemantau pemilu adalah Lembaga Swadaya Masyatzksl) ( badan
hukum, lembaga pemantau dari luar negeri dan péamakegara sahabat di
Indonesia yang mendaftar pada KPU dan telah mengbhesakreditasi untuk
melakukan kegiatan pemantauan pemilu ( Sardini1 201-48).
Dari beberapa aktor-aktor pemilu tersebut bilalsa@tunya tidak berfungsi
sesuai dengan fungsinya maka penyelenggaraan pakaitumengalami masalah dan

tidak akan berjalan dengan maksimal.



214 Legidatif

Konsep Latum diambil dari bahasa latin yang artinya (membuadu at
mengeluarkan)Leges juga berasal dari bahasa yang sama artinya Undiagigrg.
Undang-undang ini dimaksudkan dalam pemaknaannyg parsifat formal bentuk
hukum yang dibuat oleh badan pembentuk undang-gndacara umum adalah
lembaga perwakilan dipilih melalui mekanisme pemaiti umum yang demokratis di
Negara yang bersangkutan. Dengan demikian ledislatiih ditekankan pada
pemaknaan sebagai lembaga pemipegdturan, bukannya sebagai sebagai lembaga
yang membuat kebijakan (Wahidin, 2007:37). Kemudian menurut Rahman
(2007:123) Badan Legislatif (parlemen) adalah legabagyang legislate’” atau
membuat undang-undang yang anggota-anggotanya akamprepresentasi dari
rakyat Indonesia dimanapun dia berada (termasuky yemdomisili diluar negeri)
yang dipilih melalui pemilu.

Trias politika yang kini banyak diterapkan adalabmpsahan kekuasaan
kepada tiga lembaga berbeda: legislatif, eksekd#f)y yudikatif. Legislatif adalah
lembaga untuk membuat undang-undang. Kekuasaasldtigiadalah kekuasaan
untuk membuat undang-undang. Hal terpenting yarrgshdibuat dalam undang-
undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmatkmnydi secara damai. Untuk
situasi damai tersebut perlu undang-undang yangatemya.

Legislatif adalah struktur politik yang fungsinyaembuat undang-undang.
Dimasa kini, lembaga tersebut disebut dengan DeRemvakilan Rakyat (DPR).

Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemylang diadakan secara



priodik dan berasal dari partai politik. Beberapengsi dari kekuasaan legislatif

adalah sebagai berikut:

1.

2.

Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang.

Constituency work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bpagra
pemilihnya.

Supervision and critism of government adalah fungsi legislatif untuk
mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang ofekiden/perdana
menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi dakisesuaian.

Education adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) umbgknberikan
pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Representation merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk ralkev
pemilih (Basri, 2011).

Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indiansenurut Undang-

Undang Dasar 1945 sebagaimana dinyatakan dalarpzessdnya terdiri dari:

1.

2.

Kekuasaan dalam bidang perundang-undangan

Kekuasaan penetapan Anggaran Pendapatan dan Bekggaa (APBN)
Kekuasaan persetujuan pernyataan perang, damakedanjian internasional
Kekuasaan pengawasan pemerintah (Wabhidin, 2007: 45)

Menurut Riza Nur Arfani dalam Efriza (2006:133) Lemga perwakilan

rakyat menjalankan berbagai fungsi penting Negseperti menominasikan orang

yang akan duduk dilembaga eksekutif, menetapkaangxdndang, menyiapkan dan



menetapkan anggaran negara, mengawasi kabinet, ameajkan keluhan
masyarakat, dan memasyarakatkan berbagai isu yaadegphi negara.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas kesimpgatgslatif adalah
lembaga yang ada dalam struktur pemerintahan yasmgpunyai kekuasaan untuk
membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan unddagg serta bekerja

untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dingek

2.1.5 Keterwakilan Palitik

Teori klasik tentang akomodasi yang berkenaan derigébungan antara
wakil dan terwakil yang dikenal pertama adalahite@ndat. Dalam teori Mandat ini
pada dasarnya berasumsi bahwa substansi yang bliwkdti seorang wakil yang
terbatas pada mandat yang disampaikan oleh oramgrgrang memberikan mandat.
Sesuai dengan perkembangan dari teori mandatbarkembang atas dasar asumsi
tentang kualitas mandat yang menjadi dasar hubuagtara seorang wakil dengan
orang dengan orang-orang yang diwakilinya. Bebexaesi didalam teori mandat
ini terdiri dari:

a. Mandatimperatif-berarti bahwa hubungan antara wakil dengan orany y
diwakili itu terbatas pada intruksi yang disampail@eh orang-orang yang
mewakilinya itu.

b. Mandat bebas, menyatakan bahwa didalam kedudukaselyagai seorang
wakil maka semua tindakan yang dilakukan dipandagrgda pada bingkai

mandat yang diberikan.



c. Mandat representative, merupakan perkembangan kualitas mandat yang
bersifat umum. Dalam teori mandat representatifduinya seseorang
dilembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruHeehendak atau
aspirasi orang yang memberikan mandat.

Perkembangan berikutnya dalam hubungan antaral wiaki orang-orang
yang diwakili ini berkembang teori Organ yang bgakrpada kualitas kelembagaan.
Bahwa pemilihan organ perwakilan menjadikan seme&u&saan berada pada
lembaga yang dipilih. Sifat kolektivisme menjadii &has dari teori organ dan teori
ini dipandang sebagai bentuk yang lebih rasion&lkumengakomodasikan jumlah
wakil yang sedikit dibandingkan dengan orang-orgagg diwakili dalam jumlah
sangat banyak. Gambaran sederhana dari teori hwaali dalam negara itu ada
berbagai organ yang harus berkinerja sesuai deflnggsi masing-masing. Salah satu
organ yang dimaksud adalah lembaga perwakilan yatgeradaannya bersifat
formalistik dalam arti orang-orang yang duduk dalamgan itu berada dalam
kapasitas umum.

Mekanisme perwakilan di Indonesia, sama halnyayaerNegara lain lebih
cenderung sebagai perwakilan politik. Melalui megare politik dipandang efektif
untuk dijadikan sebagai dasar mengakomodasikannkiegan orang-orang yang
menyerahkan keterwakilannya kepada wakil yang dudiémbaga perwakilan.
Mekanisme ini dalam sistem ketatanegaraan Indordisgdleksikan pada Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai representasi politis, deWerwakilan Daerah sebagai

representasi kekhususan daerah yang keduanya baggakdi Majelis



Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga dengatast&husus (Wahidin, 2007:
40-44).

Menurut Alfred de Grazia dalam Efriza (2006: 1@®rwakilan politik di
artikan sebagai hubungan antara dua pihak yaitul wakgan terwakil dimana wakil
memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindggng berkenaan dengan
kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil. Senaerkaterwakilan politik
diartikan oleh Pitkin sebagai terwakilnya kepengimganggota masyarakat oleh
wakil-wakil mereka didalam lembaga-lembaga dan gsqolitik. Memperjuangkan
keterwakilan politik kaum perempuan diparlemen (IIPPRD) adalah suatu
keniscayaan yang tak boleh ditawar lagi dalam peniiebih lanjut Arbi Sanit
berpendapat, perwakilan sebagai proses hubungaosmadimana seseorang tidak
hadir secara fisik tapi tanggap melakukan sesuatenia perbuatannya itu dikerjakan
oleh orang yang mewakilinya. Sedangkan Hassel daryCdalam Arrianie (2010:
224), mengemukakan dua teori berkaitan dengan iflkegerwakilan politisi yaitu:
pertama,mperative mandate theory dimana para wakil dianggap sebagai penerima
mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakilndgleoses kehiduapan politik.
Kedua, free mandate theory bahwa wakil dianggap perlu merumuskan sikaf dan
pandangan tentang masalah yang dihadapi tanpatteakara ketat kepada terwakil.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkahwza perwakilan politik
adalah hubungan diantara dua pihak yaitu wakil dentgerwakil dimana wakil

memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindgéng berkenaan dengan



kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil merekagsi proses politik dalam

lembaga-lembaga politik atau pemerintah.

2.1.5.1 Teori Keterwakilan Politik Perempuan dan Affirmative Action

Demokrasi bukanlah sekedar sistem pemerintahanaimkah juga sistem
pemilu yang menempatkan kesetaraan hak antardakikdan perempuan dalam
keterwakilan politik terutama dalam pemerintahanupuen parlemen. Sehingga
kebijakan publik terkait dengan kepentingan poliiikuk semua dan kemaslahatan
publik dapat tercapaDaimondet al,menggambarkan lebih rinci tentang demokrasi
dalam sistem politik dan pemerintahan: Pertamanyalgartisipasi politik yang
tinggi dalam memilih pemimpin dan kebijakan-kebgakminimal melalui pemilu
yang fair, berkala dan tidak ada kelompok tertgmatng dikucilkan atau dikecualikan.
Kedua, adanya kebebasan sipil dan politik, antam, Ikebebasan berpendapat,
kebebasan pers dan kebebasan berserikat yang oudjpamin integrasi kompetisi
dan partisipasiDi titik inilah perjuangan kaum perempuan untuk erapatkan
keterwakilan politiknya diparlemen memiliki arti yg sesungguhnya terutama bila
dikaitkan dengan demokrasi, sistem pemerintahan mgemilu. Dalam konteks
Indonesia perjuangan perlunya ada keterwakilantiboperempuan diparlemen
seolah penuh onak dan duri. Kendati kesetaraamaaladd-laki dan perempuan telah
lama “terselip” dalam bebagai regulasi sejak OrdeuBseperti Pasal 27 ayat (1), dan

(2) UUD 1945 sebelum amandemen, GBHN 1988 dan 198BN0.1/1974 tentang



Perkawinan, UU No0.7/1985 tentang Ratifikasi PengBap segala bentuk
Diskriminasi terhadap perempuan.

Adapun yang dimaksudffirmative action dalah hukum dan kebijakan yang
mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok terfeemoberian kompensasi dan
keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mancapresentasi yang lebih
proporsional dalam beragam institusi dan okupasmérupakan diskriminasi positif
yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya kaadian kesetaraan. Salah satu
sarana terpenting untuk menerapakannya adalah hukdimana jaminan
pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan gndatang (Halimi, 2008).
Weiner (1995) berpendapat, sejauh ini terdapattigheeaffirmative action, yaitu:(1)
tipe memperluas kesempatan, dan (2) tipe memberikaoia (Baswir, dkk:
2009:116-118).

Kendala yang lain adalah, seringkali perempuan imizsgjebak dalam friksi
antara kepentingan partai dengan kepentingan pemmial ini diperkuat dengan
data jajak pendapakompas tanggal 24 Februari 2003 yang menyatakan bahwa
selama ini peran politik dan kinerja perempuanndidaga Negara, baik dalam posisi
penting di eksekutif maupun legislatif dirasakatubbememuaskan masyarakat baik
itu diposisi pejabat setingkat dirjen, menteri lgagkepala Negar&kondisi yang
sama juga terjadi pada kinerja perempuan diparlenyang dinilai lebih
mementingkan kelompoknya sendiri daripada mewdepentingan seluruh rakyat,

bahkan mereka dianggap belum mewakili kepentingamkperempuan itu sendiri.



Hal yang sama juga sering terjadi ketika perempoemegang tampuk
pemerintahan. Tidak mudah bagi perempuan untuk osemg isu-isu perempuan
sebagai isu-isu perempuan seringkali dianggap Iderlanengada-ada.
Memperjuangkan isu perempuan malahan sering digngghagai tindakan yang
diskriminatif karena mereka terlalu mementingkapedingan jenis kelamin tertentu
(kaum perempuan) saja. Akhirnya, dengan alasan kamip banyak pemimpin
perempuan yang semakin meninggalkan kepentingagrkiegan perempuan
(Nurjaman, dkk: 2006: 41-43).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarikmgean bahwa
keterwakilan politik perempuan adalah usaha unteklbatkan perempuan didalam
politik, baik partai politik maupun pemerintah uktumemperjuangkan aspirasi-
aspirasi perempuan yang selama ini sering terabai&agan ikut ambil bagian dalam

pengambilan keputusan dan penetapan dalam sebbigdikke.

2.1.5.2 Urgens dan Tantangan Keterwakilan Politik Perempuan

Adapun urgensi keterwakilan politik perempuan dgraen, apalagi dengan
mengkaitkan kuota 30 persen diparlemen adalah wtapkt memperjuangkan nasib
dan kepentingan perempuan. Harus diakui posisirdeib perempuan tidak lebih
baik dibandingkan dengan laki-laki. Lihatlah tingga angka kemiskinan dalam
pemenuhan kebutuhan rumah tangga, misalnya kauempeanlah yang pertama-
tama merasakannya, perempuan pun mendominasi jubigh huruf, rendahnya

mutu kesehatan kaum perempuan, dominannya perenp@kana disektor informal



(buruh tani, migrant dan PRT). Semua soal yang neéintb hanya dapat diatasi oleh
pemimpin politik yang memiliki sensitifitas tingtgrhadap isu-isu perempuan. Maka
pemimpin politik dari kaum perempuan sendirilah garangsung dapat
merasakannya. Artinya bila saja pemimpin politikngdalah perempuan, maka
otomatis akan dapat meresapi, menghayati dan memadesasaan dan penderitaan
kaum perempuan, dibandingkan hanya mengandalkaa gadtrak politik dan
berharap pada sensitifitas isu-isu perempuan éanirppin politik laki-laki.

Menurut Purwanti (2008) adapun tentang pilihan angeminal 30 persen
keterwakilan politik perempuan diparlemen adal&ertama, masalah kuota 30
persen hanyalah salah satu upaya dari tindakanukhssmentara (TKS) atau
temporary special measure yang harus dilakukan suatu negara, jika dalam
masyarakatnya perlu dilakukan tindakan-tindakarskbwntuk kelompok-kelompok
khusus.Kedua, jika hanya sedikit perempuan yang terlibat dalamkstir kekuasaan
dan proses pengambilan keputusan, maka terjaddlalacana deficit of democracy.
Karena perempuan tidak terlibat dalam menentukabalgei hal yang berkaitan
dengan prioritas kepentingan, alokasi anggaranpdeumusan kebijakan d&etiga,
mengapa meski memberi perlakuan khusus untuk permmpntuk alasan keadilan
(perempuan perlu memiliki hak keterwakilan), alagapentingan (perempuan dan
laki-laki punya kepentingan berbeda dan tidak selarus sama), alasan simbolik
(perempuan akan tertarik pada politik, jika adatcbh dan alasan demokrasi
(keterwakilan yang seimbang antara perempuan daki lgkan dapat memperkuat

tata pemerintahan yang demokratis) (Baswir, dkk92Q20-123).



Jadi upaya demokratisasi di Indonesia bukan sentet@okrasi prosedural
(pilihan mayoritas), tapi mengarah pada demokrabstmnsif (keadilan sosial pada
kelompok minoritas dan marjinal). Ini yang membpatnerintah perlu berprakarsa

untuk mewujudkan keadilan bagi kelompok perempuan.

2.2  De€finisi Konsepsional

Dari beberapa teori dan konsep yang dipaparkanagiamnaka definisi
konsepsional yang penulis rumuskan dalam penulipanelitian ini adalah
serangkaian kegiatan/usaha dan cara/metode yaaigukiEin oleh Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samla dalam memenuhi
kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam deffan legislatif pada pemilu
tahun 2014 sebagai syarat untuk memenuhi tuntutadatb-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umamnggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DeWarwakilan Rakyat

Daerah.



BAB |1
METODE PENELITIAN

3.1 JenisPenditian

Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecatskeatu masalah dan
untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusigiatidn penelitian dengan
mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang adaggghfakta tersebut dapat
dikomunikasikan oleh peneliti dan hasilnya dapaikinati serta digunakan untuk
kepentingan manusia (Riduwan, 2005: 1)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodmeptian kualitatif
deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah omakan cara penyampaian
informasi-informasi dengan memaparkan, menggambarkian menceritakan
keadaan serta melukiskan secara tepat sifat-sitdtisndividu, gejala dan keadaan
atau fenomena disuatu tempat yang sebenarnya loiggk oyang diteliti berdasarkan

fakta-fakta yang ada.

3.2 Lokas Pendlitian
Sesuai dengan judul penelitian yang diambil, penutiemilin lokasi

penelitian di Kota Samarinda Provinsi Kalimantamir.

3.3  FokusPendlitian
Agar pembahasan lebih lanjut dapat dipahami danamudlam proses
penyusunannya, maka dalam penulisan ini selanjutify@rikan suatu batasan atau

fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalaenghtian, Strategi Partai



Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 peksterwakilan perempuan
dalam daftar calon legislatif pada pemilu 2014l&da
a. Rekrutmen kader perempuan Partai Amanat NasioAdl Y P
b. Pendidikan dan pelatihan kader perempuan PartanAtigasional (PAN)
c. Mekanisme/syarat penetapan calon legislatif (Calpgyempuan Partai
Amanat Nasional (PAN)
d. Partisipasi perempuan menjadi calon legislatif éGnl Partai Amanat

Nasional (PAN).

3.4  Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informagbagai sumber
memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pémani informan didasarkan pada
subjek yang banyak memiliki informasi yang berkiaslidengan permasalahan yang
diteliti dan bersedia memberikan data. ArikuntoQ20129), mengemukakan bahwa
yang dimaksud dengan sumber data subjek dari matea dhpat diperoleh. Dan
dalam penelitian ini menggunakan teknik observagitéknik komunikasi.

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dartafaan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada obgeklpian. Observasi langsung
dilakukan terhadap obyek ditempat terjadi ataudmggungnya peristiwa, sehingga
observer berada bersama obyek yang diselidikinyadaggkan observasi tidak
langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak padt berlangsungnya suatu

peristiwva yang akan diselidiki. Teknik komunikasiatah cara mengumpulkan data



melalui kontak atau hubungan pribadi antara penglirdata dengan sumber data

yang disebut responden (Nawawi, 2005: 100 dan 110).

Dalam penelitian ini diperlukan data-data dari piéae lapangan yang digali

dari wawancara mendalam beserta dokumen. Datgeéaeilitian tersebut terdiri dari

data-data umum dan data-data khusus. Adapun detautlaum yang diperlukan

adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

Gambaran Kota Samarinda

Data mengenai Pemerintah Kota Samarinda

Data mengenai Pemilu tahun 2009 di Kota Samarinda

Data tentang DPRD Kota Samarinda.

Sedangkan data-data khusus yang diperlukan adelb@gai berikut:

Data mengenai proses rekrutmen kader perempuam dBkrtai Amanat

Nasional (PAN) serta Pendidikan dan pelatihan kpdeempuan dalam Partai
Amanat Nasional (PAN)

Data mengenai mekanisme/syarat penetapan calompeas dalam calon
legislatif pada pemilu tahun 2014

Data mengenai partisipasi perempuan dalam calasititgada pemilu tahun

2014.

Secara umum sumber data dapat dibagi menjadi3jgar(is, yaitu:

Person (orang) yaitu sumber data yang bisa memberikaa loatupa jawaban

lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis raektgket.



2. Place (lokasi/tempat) yaitu berupa ruang laboratoriumngya berisi
perlengakapan, kantor dan sebagainya tempat betlaggya sesuai kegiatan
yang berhubungan dengan data penelitian.

3. Paper (kertas/dokumen) yaitu sumber data yang berupardek, arsip, surat-
surat dan sebagainya yang menjadi panduan penditi@lam membaca dan
mempelajari suatu yang berhubungan.

Dalam penelitian ini penentuan responden menggumadianik Purposive
Sampling. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pgaeliini dapat
dilakukan dengan wawancara yang mendalam, obserdasi dokumentasi.
Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan kdtg-kang biasa disusun dalam teks
yang diperluas. Kemudian yang menjadi informan rateenelitian ini adalah Ketua
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasi¢R&N) Kota Samarinda,
lima (5) orang Calon Legislatif Perempuan Partaiafat Nasional (PAN), Ketua
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan subjek yang menniliformasi yang akan di

teliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapatakan oleh peneliti
untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau tekm&hunjuk suatu kata yang
abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapny&adapat dilihatkan
penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan (test), dokumentasi,

dan lain-lainnya.



Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakanebmia cara untuk
mengumpulkan data-data yang diperlukan. Setelatyeseaikan diri dengan objek
yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka pénuhenggunakan beberapa cara,
yaitu:

1. Library search (Penelitian Kepustakaan)

Adalah penelitian yang memanfaatkan perpustakebagai sebagai
sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajariduku yang dapat
dijadikan petunjuk teknis serta berisi teori-tegang dapat digunakan sebagai
bahan atau referensi dalam penelitian sekripsi ini.

2. Field work search (Penelitian Lapangan)

Adalah penelitian yang dilakukan secara langsulapahgan dengan
menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi adalah pengamatan yang secara langsungp&egan atau
objek penelitian.

b. Wawancara bebas adalah wawancara yang dilakukagaderara tanya
jawab bebas antara pewawancara dan respondeni petawancara
menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman. Wéase ini akan
dilakukan secara terbuka dan terstruktur denganamgan yang
terpfokus pada permasalahan sehingga informasi ydikgmpulkan

cukup lengkap dan mendalam.



3. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh tatgsung dari tempat
penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peratdperaturan, laporan
kegiatan, film dokumenter, serta data yang relgerelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data sangat berguna dan penting dalanu gemelitian karena dalam
analisis data dilakukan pengorganisasian terhaddg yhng terkumpul dilapangan.
Analisis data yang di gunakan dalam penelitianmeinggunakan metode kualitatif
yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data ggmeyoleh, kemudian dijabarkan
dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik isisadata dan model
interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yaitu Asig yang terdiri dari tiga sub
proses yang saling terkait yaitu : Reduksi DatanyBpgan Data, Penarikan
Kesimpulan/Verifikasi (Denzin dan Lincoln, 2009:29Berikut penjelasan dari tiga
sub proses kegiatan dari analisis model interakidiah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
Adalah data yang pertama dan data mentah yang gikikem dalam suatu
penelitian.

2. Reduksi Data
Reduksi adalah memilih, memfokuskan, menterjemahkamgan membuat
catatan dengan mengubah data yang mentah yang mlikken dalam
penelitian kedalam yang disortir atau diperiksadiksi data merupakan suatu

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkangarahkan, membuang



yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengany@arg sedemikian rupa
sehingga kumpulan-kumpulan finalnya dapat dita@ak dliverifikasi. Tahap
ini merupakan tahap analisis data yang mempelagtau memutuskan,
membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun informasi dengaa tEatentu sehingga
memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atawgaebilan tindakan.
Pengambilan data ini membantu untuk memahami peaistang terjadi dan
mengarah pada analisis atau tindakan lebih largutiasarkan pemahaman.
Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripslkéa yang ada secara
sederhana, rinci, dan utuh yang digunakan sebagr duntuk menentukan
langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulanitkesi.

. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah aetigliputi langkah
yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujiata dengan cara
mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secmjia dan metedologis,
konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungaba® akibat melalui
hukum-hukum empiris. Penarikan kesimpulan ini sudatus dilakukan jika
data yang dikumpulkan mengalami kejenuhan, karem@arman telah
menunjukkan pada penanggulangan-penanggulangansgang dengan data

dan informasi sebelumnya.



Miles dan Hubberman memperkenalkan dua modelsialata, yaitu model
alir dan model interaktif. Menggunakan analisisaddéngan model interaktif, yang
mana reduksi dan penyajian data memperhatikan liasd yang dikumpulkan,
kemudian pada proses penarikan kesimpulan dankeesiif

Lengkapnya perhatikan gambar berikut.

Gambar 3.1
AnalisisData Model | nteraktif

Pengumpulan
Date

Reduksi Data

Penyajian
Date

Kesimpulan-
kesimpulan/verifikasi

Sumber : Milesand Hubberman (1994) dalam Denzin dan Lincoln (2009: 592)
Telah dipaparkan diawal bahwa pendekatan penelay digunakan pada

penelitian ini adalah pendekatan penelitian ku#iitgang bertujuan mendeskripsikan

dan mengalasis strategi Partai Amanat Nasional (Pddlam memenuhi kuota 30

persen keterwakilan perempuan dalam daftar calpsl&if pada pemilu tahun 2014.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

41  Gambaran Umum Kota Samarinda
4.1.1 Sejarah Singkat dan Keadaan Demogr afi Kota Samarinda

Berdirinya Kota Samarinda bermula dari kedatangkelsmpok suku Bugis
Wajo dari kerajaan Gowa yang dipimpin oleh La Mah&aeng Mangkona (bergelar
Pua Ado yang pertama), yang datang ke daerah kerdfatai karena menentang
perjanjian Bongaja. Kerajaan Kutai menerima keloknf@sebut karena diperlukan
untuk membantu kerajaan Kutai dalam menentang BelaMereka diijinkan
bermukim dihilir sungai yaitu di Samarinda Sebera@gang-orang Bugis Wajo ini
mulai bermukim di Samarinda pada bulan Januari 188®8la kurun waktu itulah
ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Samarinda, y#&tuggal 21 Januari 1668

(http://vl.samarindakota.gqo.id/content/sejarah-kota-samarinda: diakses 31 Oktober

2013)

Kota Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantaimur dan
berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kademeduas wilayah Kota
Samarinda adalah 718,00 km2 dan terletak antard030@ 1 Bujur Timur dan
11718114 ~ Bujur timur serta diantara 00902 ~ Lintang Selatan dan &2 34 -
Lintang Selatan.

Kota samarinda yang beriklim tropis mempunyai mugang hampir sama
dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adamsm kemarau dan musim

penghujan. Selain itu, karena letaknya yang diKkistitta maka iklim di Kota



Samarinda juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaigin Muson Barat November-
April dan angin Muson Timur Mei-Oktober. Namun dalgahun-tahun terakhir ini,
keadaan musim kadang tidak menentu. Pada bulamtydng seharusnya turun
hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan samaisat@l sebaliknya pada bulan-
bulan yang seharusnya musim kemarau bahkan terjgdn dengan musim yang
jauh lebih panjang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiutedvidogi Kota
Samarinda pada tahun 2012, Samarinda mengalamm pdinas dengan suhu udara
rata-rata 28 {C. Suhu udara terendah 2X%erjadi pada bulan Januari dan tertinggi
32,9C pada bulan September. Kota Samarinda mempunijainkaban udara dan
curah hujan yang relatif tinggi. Pada tahun 2012rkbaban udara berkisar antara 77
persen sampai dengan 86 persen. Sedangkan ratedrata hujan mencapai 201,7
mm, dengan curah hujan tertinggi 327,1 mm padanbdéenuari dan terendah 110,4
mm pada bulan September. Persentase penyinarahanalaKota Samarinda rata-
rata 42 persen dan jumlah hari hujan rata-ratant@&@l2 adalah 19 HH (Samarinda

dalam Angka 2013).

4.1.1.1 Jumlah Penduduk dan Pembagian Wilayah

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun mericataikan yang cukup
berarti. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota 8adasebanyak 781.184 jiwa,
sebagian besar berada di Kecamatan Samarinda bnysk 125.553 jiwa atau total

16,1 persen dari total penduduk Kota Samarindagkbh kepadatan penduduk di



Kota Samarinda pada tahun 2012 adalah 1.088 jiwa/Kepadatan penduduk pada
setiap kecamatan menggambarkan pola persebaraucudndecara keseluruhan.
Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahngidnatebelum merata, sehingga
terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yangatok antar kecamatan.

Dari sepuluh kecamatan yang ada terlihat bahwa idatan Samarinda Ulu
memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.6ii&/km? diikuti oleh Kecamatan
Samarinda Seberang dengan kepadatan 4.998 jiiaiedangkan untuk Kecamatan
Samarinda Utara dan Palaran yang mempunyai wildglih luas, kepadatan
penduduk hanya 454 jiwa/Krdan 235 jiwa/kr Ditinjau dari komposisi penduduk
menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah pen# laki-laki di Kota
Samarinda masih lebih banyak dibanding perempuantetlihat dari rasio jenis
kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 107,24tuldriebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Bedasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
No | Kecamatan Jumlah
Laki-laki Perempuan

1 Palaran 27.131 24.954 52.085
2 Samarinda llir 34.701 32.427 67.128
3 Samarinda Kota 17.146 16.032 33.178
4 | Sambutan 26.216 24.515 50.731
5 Samarinda Seberang 32.287 30.013 62.300
6 Loa Janan llir 31.454 29.367 60.821
7 Sungai Kunjang 63.517 59.715 123.232
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8 Samarinda Ulu 64.731 60.802 125.533

9 Sungai Pinang 52.602 49.281 101.883

10 | Samarinda Utara 54.450 49.843 104.293
Jumlah Total 404.235 376.949 781.184

Sumber Data: Samarinda dalam Angka 2013

Kemudian jumlah penduduk tertinggi berdasarkanadgsemilih tetap pada

pemilihan umum (pemilu) Kepala Daerah dan Wakil &apDaerah Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2013 terdapat di kecamatama&inda Ulu dengan jumlah

98.137 jiwa/kmi yang terbagi didelapan (8) kelurahan kemudianudiikecamatan

Sungai Kunjang yang terdiri dari tujuh (7) keluraltengan jumlah penduduk 88.155

jiwa/km?. Tentu ini akan menjadi dasar untuk pemilu tah@i42 nanti dalam

penentuan alokasi kursi disetiap Daerah Pilihanpilpali Kota Samarinda. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabd 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemilih Tetap paddyp&mpala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013

Jumlah Jumlah Jumlah Pemilih
No | Nama Kecamatan

Kelurahan| TPS Laki-laki | Perempuan L+P
1 Samarinda Ulu 8 291 51.367 46.770 98.137
2 Sungai Kunjang 7 242 46.113 42.042 88.155
3 Samarinda llir 5 147 27.16] 25.684 52.847
4 Loa Janan llir 5 119 22.700 21.075 43.775
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5 Palaran 5 97 20.495 28.312 38.807
6 Sambutan 5 82 16.243 14.950 31.193
7 | Samarinda Seberang 3 12( 23.667 21.908 45/575
8 Sungai Pinang 5 209 38.490 35.9833 74.473
9 Samarinda Kota 5 80 14.53( 13.593 28.123
10 | Samarinda Utara 5 183 33.55b 30.747 64.802
Jumlah Total 53 1.570 294.321 271.066 565.387

Sumber Data: Arsip DPD PAN Kota Samarinda, Maret 2014

Selanjutnya jumlah penduduk tertinggi berdasarkaarah pilihan (dapil)

terdapat pada dapil Kota Samarinda empat (4) yaelgputi daerah Sungai Pinang

dan Samarinda Utara dengan jumlah penduduk 13§iWa&km? kemudian diikuti

dapil Kota Samarinda satu (1) yang meliputi Loaabatir, Palaran, dan Samarinda

Seberang dengan jumlah penduduk 128.157 jiwa/Belanjutnya jumlah penduduk

terendah ada pada dapil dua (2) yang meliputi da8umgai Kunjang dengan jumlah

penduduk 88.157 jiwa/kim Untuk jumlah penduduk berdasarkan daerah pilitiian

Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Daerah Pilihan (DidptB Samarinda

Tabel 4.3

_ Jumiah | Jumlah Jumlah Pemilih
No Nama Dapil

Kelurahan| TPS | | aki-Laki | Perempuan L+P
1 | Kota Samarinda 1 13 336 66.862 61.295 128.1

97
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2 | Kota Samarinda 2 7 242 46.113 42.042 88.155

3 | Kota Samarinda 3 8 291 | 51.367 46.770 98.137

4 | Kota Samarinda 4 10 392 | 72.045 66.730 | 138.775

5 | Kota Samarinda 5 15 309 | 57.934 54.229 | 112.163
Total Jumlah 53 1570 294321  271.066  565.387

Sumber Data: Arsip DPD PAN Kota Samarinda, Maret 2014

Jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap sigtenpolitikan di
Indonesia karena jumlah penduduk dijadikan sebdasar penentuan besar kecilnya
alokasi kursi disetiap daerah dalam setiap penmlilamum anggota legislatif yang
disebut sebagai daerah pilihan (dapil). Dapil ddaalah satu elemen teknis yang
kerap menjadi persoalan karena berpengaruh tertsdapsistem pemilu, hubungan
antara suara dengan kursi atau berapa jumlah walkylat yang pantas mewakili
suatu daerah pemilihan dan peluang satu partaikumtendapatkan kursi. Lewat
dapil, dapat pula diarahkan dan dikendalikan pemapagepresentasi politik atau
sistem kepartaian. Kemudian yang terpenting dalapil dadalah besar daerah
pemilihan yaitu berapa banyak anggota lembaga péemayang akan dipilih dalam

suatu daerah pemilihan.

4.1.1.2 Pemerintahan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Samaripdada tahun 2012
sebanyak 10.132 orang, dimana sebagian besar daskan merupakan pegawai

golongan lll, yaitu sebanyak 4.380 orang. Untuk gves golongan Il berjumlah



2.394 orang dan PNS golongan IV sebesar 3.212 odangsisanya merupakan
pegawai golongan |. Pada tahun 2012, tidak terd&BiB (Pegawai Tidak

Tetap/Bulanan) (Samarinda dalam Angka 2013).

4.1.2 Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Samarinda

Sejak dibentuknya Pemerintah Daerah Kotapraja Sadaarpada tanggal 21
Januari 1960, penyelenggaraan pemerintahan masasadkan kepada instruksi
Mendagri Nomor: 1/PU/1959 tanggal 29 September 185flang pembentukan
Pemerintah Daerah menurut ketetapan Presiden Noéndrahun 1959. Menurut
Ketetapan tersebut Walikota disamping memegangsfugksekutif juga merangkap
fungsi Legislatif, karena pada waktu itu belum &mok Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerabh.

Perubahan sistem pemerintahan mulai berlangsuragalsetlikeluarkannya
Penetapan Presiden No. 05 Tahun 1960 yang diseakanrdengan SK. Gubernur
Prop. Kaltim No. 14/des/1961 tanggal 22 SeptemBéd lyang menetapkan susunan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DRFR)-dengan jumlah
anggota sebanyak 15 orang. Namun sebelum ketertraebut dilaksanakan
dibentuk DPRD Peralihan tahun 1962 yang berlangsantgpai dengan tahun 1965.

Kemudian berlakunya undang-undang pokok-pokok Petaban Daerah
No. 18 Tahun 1965 dan Instruksi Mendagri No. 33 ufahl965 tentang
Penyempurnaan DPRD-GR di mana jumlah anggotanyg wa&mula 15 orang

ditambah menjadi 25 orang, termasuk Ketua dan(8uarang Wakil Ketua. Pada



Pemilu 1971 untuk memilih wakil-wakil rakyat yankaa menduduki 20 kursi dalam
DPRD Kotamadya Samarinda yang diikuti oleh 10 ké&kuaartai politik. Hingga

DPRD Kotamadya Samarinda hasil pemilu 2004, MasakBl2004-2009 ditetapkan
berdasarkan SK. Gub Prop Kaltim No. 171.2.44.48&inggal 5 Agustus 2004.
Kemudian sampai saat ini periode 2009-2014 DPRaKatlya Samarinda di Ketuai
oleh Siswadi, SH dan Wakil Ketua oleh H. Jafar Aaffér, S.Sos, MM, Drs. Suryadi

Hidjrati dan H. Sarwono, SP (Arsip DPRD Kota Samadai).

4.1.2.1 Keterwakilan dan Komposisi Perwakilan Partai

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRIa Samarinda
periode 2009-2014 berjumlah empat puluh empat ¢ftdhg yang terbagi dalam
delapan (8) fraksi dan empat (4) komisi. Fraksitddddemokrasi Indonesia (PDI-P)
memiliki perwakilan tertinggi diantara partai/frakain dengan jumlah perwakilan
tujuh (7) orang kemudian disusul oleh fraksi Patamokrat, fraksi Partai Golongan
Karya (Golkar) dan fraksi Partai Amanat Nasiona\lp dengan jumlah perwakilan
enam (6) orang. Kemudian perwakilan terendah ada ffraksi Persatuan Pelopor
Pembangunan (PPP) dan fraksi Gerakan Hati NuraforiRasi dengan jumlah
perwakilan empat (4) orang). Untuk lebih jelasngpat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Komposisi Keterwakilan Partai/Fraksi di DPRD Kotn&rinda Priode 2009-2014

Komisi
No | Partai/Fraksi Jumlah
| Il Il v

1. Demokrat 2 1 2 1 6
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2. | Partai Amanat Nasional (PAN) 2 2 1 6
3. | Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P 2 3 1 1
4. | Golkar 1 2 2 1 6
5. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 1 2 5
6. Persatuan Pelopor Pembangunan1 L 1 1 4
(PPP)
7. | Gerakan Hati Nurani Reformasi 1 L I 4
8. Patriot Kebangsaan 2 1 4 1 5
Jumlah 10 11 14 9 44

Sumber Data: Arsip DPRD Kota Samarinda, Maret 2014

Kemudian untuk keterwakilan perempuan di DPRD K®tanarinda hanya

6,81 persen yaitu tiga (3) orang dari masing-masiaksi, yaitu fraksi Gerakan Hati

Nurani Rakyat, fraksi Golongan Karya (Golkar) daart® Demokrasi Indonesia

(PDI-P). Berikut nama-nama anggota legislatif pgream di Kota Samarinda:

Tabd 4.5
Komposisi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota SamdarPriode 2009-2014

No Nama Jabatan| Komisi Fraksi Jumlah
Gerakan
1 | Aji Nur Natalia Bendahara I Hati Nurani 1
Rakyat
Rina Armawati Barito, SH,
2 M.Hum Anggota [l Golkar 1
3 | Misirah, SE Anggota \Y, PDI-P 1
Jumlah 3

Sumber Data: Arsip DPRD Kota Samarinda, Maret 2014



Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa ketkilan perempuan di
legislatif (DPRD) Kota Samarinda masih sangat kgramtuk membawa aspirasi
masyarakat khusunya perempuan. Berdasarkan peraganpeneliti dilapangan
terlihat bahwa kondisi masyarakat pada saat insébya perempuan dan anak-anak
yang seharusnya diperjuangkan oleh anggota lefjisEaempuan didewan, misalnya
saja dibidang kesehatan dapat dilihat masih tinggangka kematian ibu melahirkan,
kemudian dibidang pendidikan masih terlihat adakayeng putus sekolah, masih
adanya sekolah-sekolah yang belum memiliki fasily@ng memadai dan masih
kurangnya lembaga pendidikan untuk anak usia #iegiatan pemberdayaan untuk
kaum perempuan juga masih terlihat relatif kurarapad dilihat dari kurang
produktifitasnya dan kurangnya kegiatan kelompoadkikg@ok perempuan (PKK,
pengajian, arisan dan lainnya) yang ada dimasyarkkaudian berjalannya fungsi
struktur lembaga legislatif juga turut membantu gefaktifkan kinerja para anggota
legislatif, karena ada koordinasi yang baik di dalga yang dapat memberikan

perhatian kepada masyarakat dalam segala aspek.

Gambar 4.1
Struktur DPRD Kota Samarinda Periode 2009-2014
KETUA
SISWADI, SH
WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA
H. JAFAR A. G, S.Sos, MM Drs. SURYADI H. SARWONO, SP , MM

Sumber Data: Arsip DPRD Kota Samarinda, Maret 2013



Gambar diatas menjelaskan struktur DPRD Kota Sawataridari struktur
tersebut dapat kita lihat ada Ketua DPRD yang dibaeh tiga (3) orang Wakil
Ketua, dibantu oleh Koordinator dari setiap Komikin dibantu oleh anggota-

anggotanya yang semuanya berjumlah empat puluhtgd¥eorang.

4.1.3 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota

Samarinda
4.1.3.1 Sgjarah Singkat Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Berdirinya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai AataNasional (PAN)
Kota Samarinda melalui prosesi yang cukup panjany gelik, ini berawal dengan
terbentuknnya dualisme kepemimpinan Dewan Perwakildlayah (DPW) Partai
Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur, yang beraslpula pada pembentukan
DPD ganda. Dimana DPD PAN Kota Samarinda ikut masa#la ruang konflik
tersebut dengan terbentuk pula dualisme kepemimpiRada saat itu tahun 1998
dimana terjadi pertarungan dua kubu yang merasadapanlegitimasi untuk
membentuk PAN di Kalimantan Timur, yang masing-mgsubu tersebut dipimpin
Syamsu Agang dan Agus Sukaca. Imbas tersebut &eigadi pada tingkat Kota
Samarinda dengan terbentuknnya DPD versi Alif $&fibror yang didukung DPW
versi Agus Sukaca dan DPD versi Ishak Iskandar yhahgkung DPW Versi Syamsu
Agang. Bahkan kedua DPW sempat melakukan deklafRiV Syamsu Agang
melakukan deklarasi di GOR Segiri kemudian bergekisg dirumah Muhammad

Armend dan DPW Agus Sukaca melakukan deklarasi tddi@ Balikpapan



kemudiaan bersekertariat dirumah Siti QomariaheKartidak ingin berlarut berada
pada kondisi konflik yang kurang produktif terseliitambah persiapan pemilu yang
sudah dekat, maka atas kesadaran beberapa priathjsiatif untuk meminta
ketegasan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pamanat Nasional untuk
memutuskan yang mana DPW PAN Kalimantan Timur ydrakui DPP PAN.
Beberapa orang yang diketahui berangkat ke Jakentiak menemui Amin Rais
Selaku Ketua Umum, antara lain Syamsu Agang, Madjgus Sukaca, Alm.Zainal
Muttaqin, Taher Cappa dan Andi Harun.

Dalam pertemuan tersebut Amin Rais menyarankankuntanyelesaikan
konflik dengan menyatukan dualisme yang terjadidd&ekubu berbeda sikap dalam
menyikapi arahan tersebut, kubu Agus Sukaca meaeditempat arahan Amien
Rais, sedangkan kubu Syamsu Agang tidak menerimdidizk pula menolak tetapi
akan mengkoordinasikan dengan teman-teman di Kalelang beberapa waktu
setelah pertemuan tersebut maka terbit Surat Kepat(SK) Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) PAN, keputusan bahwa Agus Sukaca sebagaak3wan Pimpinan Wilayah
(DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timdan tentunya diberi
kewenangan untuk mensahkan struktur dibawahnya paédggat DPD
kabupaten/kota. Keputusan DPP ini muncul menurbétzgpa kalangan dikarenakan
beberapa pertimbangan politik antara lain lobi yangup gencar dilakukan oleh
Agus Sukaca dan timnya pada Amien Rais, posisi Auksaca sendiri merupakan
ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Muhammadiyahidahtan Timur serta

sikap politik Agus Sukaca yang lebih menggambarkepatuhan terhadap arahan



politik Amien Rais. Untuk Kota Samarinda Sejak awif Safi’l Abror yang
didukung kubu Agus Sukaca, akhirnya ditetapkan kuntemimpin DPD PAN Kota
Samarinda selama satu periode. Pada pemilu tah@® I®eh karena hasil
amandemen undang-undang partai politik yang mejaRejabat Negara atau PNS,
TNI, Polri untuk berpolitik, secara tegas tidakédolnemimpin atau menjadi anggota
suatu partai. Sedangkan Alif Syafi'i Abror berseatebagai Pegawai Negeri Sipil.
Alif Syafi’i Abror memilih untuk melepas jabatanngabagai ketua DPD PAN Kota
Samarinda memilih untuk mengabdi sebagai PNS. &etelindurnya saudara Syafi’i
Abror, DPW PAN Kaltim menggantinya dengan H.Didi gg&uto didampingi
sekertaris Dwiyanto Purnomosidi. Didalam pemilu utah1999 Partai Amanat
Nasional Kota Samarinda memperoleh 4 kursi darimeiaerah pemilihan. Pada
tahun 2004 diadakan Musyawarah Daerah (Musda) D& Kota Samarinda |, dari
prosesi tersebut terpilihlah Agus Salim sebagai&etan Muhammad Khoirul Huda
sebagai Sekertaris menggantikan kepemimpinan Hi Bidjiarto dan Dwiyanto
Purnomosidi.

Tahun 2004 adalah pemilu kedua setelah reformédsawadh kepemimpinan
Agus Salim dan Khoirul Huda DPD PAN Kota Samarimad@ningkatkan perolehan
kursinya dengan jumlah 6 kursi. Pada proses pangta terjadi Pergantian Antar
Waktu (PAW) yaitu Halman Andi Senang menggantikaayah Aliansyah dan
Sudarno menggantikan Khairul Fahmi. Keberhasilan usAgSalim dalam
meningkatkan perolehan suara PAN Kota Samarindakdaerhasilannya menjadi

anggota legislatif Kota Samarinda tidak berjalamgtgeng, tahun 2007 Agus Salim



diminta mengundurkan diri dari posisinya sebagaDFFfAN Kota Samarinda, karena
dianggap melanggar kode etik partai dan ditunjukdaea Muhammad Armend
sebagai pelaksanan tugas (PIt) Ketua Umum DPD PAb Kamarinda. Pada masa
itu pula PAN Kaltim sedikit bergolak akibat konflikternal, dan berakhir setelah
diberhentikannya Andi Harun sebagai Ketua DPW PAdlirdantan Timur disinyalir
karena perbedaan sikap dukungan terhadap Calonr@uk€alimantan Timur yang
pada waktu itu DPW mendukung H. Achmad Amin sedandBPP mengintruksikan
untuk mendukung Awang Faroek Ischak. Berdasarkakanieme kepartaiaan DPP
PAN menunjuk Ali Taher Parasong sebagai Pelaksarmgad (Plt) menggantikan
Andi Harun. Ali Taher Parasong mengawal PAN Kalthingga 2010 sampai
pelaksanaan musyawarah wilayah (Muswil) di Balilggapyang memilih Darlis
Patalonggi sebagai ketua umum dan Dwiyanto Purniginesbagai sekertaris umum.
Sedangkan pada Masa kepemimpinan DPD PAN Kota $aaayang terhitung
periode 2004-2009 yang mengalami perubabstafet kepemimpinan yang tidak
lazim pada 2006, dimana Agus Salim digantikan Muiach Armend yang
berdasarkan periodesasi habis pada tahun 2009asek@én hasil konsultasi pada
DPP mengenai habisnnya masa kepengurusan PAN kotarida, dari sana DPP
mengintruksikan untuk melanjutkan kepemimpinan Muahead Armend dengan
periodesasi terhitung 2006 sejak ditetapkan sebBY{ahingga 2011. Pada masa
kepemimpinan Muhammad Armend dilaksanakan pemilesigen dan pemilu
legislatif tahun 2009 , pada pemilu legislatif taf2009 PAN Kota Samarinda sedikit

menurun perolehan suarannya, sehingga perolehan ikut menurun pula dari 6



menjadi hanya 4 kursi, kemudian karena bergabundtaygai Bintang Reformasi
(PBR) maka PAN bertambah menjadi 6 orang. Padantabdll diadakan
musyawarah daerah (Musda) Il DPD PAN Kota Samarinéng memilih Saudara
Suyadi sebagai ketua DPD PAN Kota Samarinda dardgBauFahrizal Helmi
Hasibuan sebagai sekertaris DPD PAN Kota Samar{Adsip DPD PAN Kota

Samarinda).

4.1.3.3Komposis Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Calon

Legidlatif Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional

(PAN) Kota Samarinda

Menjelang peyelenggaraan pemilu 2014 Dewan PimpiDaerah (DPD)
Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda sudatudaha melengkapi Daftar
Bakal Calegnya (Bacaleg) untuk diverifikasi di KemiPemilihan Umum Kota
Samarinda. Sesuai dengan Undang-Undang Republinésita Nomor 08 Tahun
2012, yang didalamnya salah satu yang dianggamsaegting adalah tentang kuota
30 persen keterwakilan perempuan. Dalam perateraelut diwajibkan bagi setiap
partai bahwa dalam setiap dapil, daftar calegnyashenemenuhi kuota 30 persen
keterwakilan perempuan dengan susunan nomor steinssipper, yaitu dari nomor
urut satu (1) sampai tiga (3) harus ada perempaarbdgitu seterusnya.

Untuk Daftar Bakal Calon DPRD Kota Samarinda daRODPAN Kota
Samarinda berjumlah empat puluh lima (45) oranggyndiri dari lima (5) dapil.

Dapil Kota Samarinda empat (4) yang meliputi da€damarinda Utara dan Sungai



Pinang memiliki jumlah daftar bacaleg paling banylngan jumlah sebelas (11)
orang kemudian disusul oleh dapil Kota Samarinda §B) yang meliputi daerah
Samarinda Seberang, Palaran dan Loa Janan lliradgngnlah sepuluh (10) orang.
Kemudian jumlah terendah terdapat pada dapil Kam&inda dua (2) dengan

jumlah bacaleg tujuh (7) orang. Untuk lebih jelastiizat tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Samarinda HFAN Kota Samarinda
Tahun 2014
N Jenis Kelamin
No Daerah Pilihan : : Jumlah | Persentase
Laki-Laki | Perempuan
1 | Kota Samarinda Satu (1) 7 3 10 22,22
2 | Kota Samarinda Dua (2) 4 3 7 15,56%
3 | Kota Samarinda Tiga (3) 5 3 8 17,78%
4 | Kota Samarinda Empat (4) 6 5 11 24,44%
5 | Kota Samarinda Lima (5) 6 3 9 20%
Jumlah 28(62,22) 17(37,78) 45 100%

Sumber Data: Arsip KPUD Kota Samarinda, Oktober 2013

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa gaftar Caleg DPD PAN
atau daftar bakal calon anggota DPRD Kota Samardaia DPD PAN Kota
Samarinda untuk periode 2014-2019 berjumlah emplathpgima (45) orang dengan
keterwakilan perempuan berjumlah tujuh belas (¥@hg@ atau sekitar 37,78 persen.
Begitu pula dengan keterwakilan perempuan disetiapil sudah memenuhi 30
persen bahkan ada yang melebihi batas kuota terdé&onudian bila dibandingkan

pada pemilu 2009 sebelumnya angka keterwakilanngmran sekitar 31,37 persen,



artinya mengalami sedikit peningkatan sekitar Gdfsen. Jumlah daftar bakal calon
anggota DPRD Kota Samarinda dari DPD PAN Kota Serdarpada pemilu 2009
lebih banyak bila dibandingkan pada pemilu 2014uybierjumlah lima puluh satu
(51) orang atau selisih enam (6) orang. Begitu pelegan jumlah dapil, pada pemilu
2009 ada enam (6) dapil. Untuk lebih jelasnya Ithbel berikut:

Tabe 4.7
Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda AN Kota
Samarinda Tahun 2009

No Daerah Pilihan JLenis Kelarr;in Jumlah | Persentase
1 Satu (I) Sungai Kunjang 4 2 6 11,76%
2 Dua (ll) Samarinda Seberang 4 2 6 11,76%
3 Tiga (lll) Palaran 3 1 4 7,84%
4 Empat (IV) Samarinda llir 8 3 11 21,57%
5 Lima (V) Samarinda Utara 9 5 14 27,46%
6 Enam (VI) Samarinda Ulu 7 3 10 19,61%
Jumlah 35(68,63)| 16(31,37)] 51 100%

Sumber Data: Arsip KPUD Kota Samarinda, Oktober 2013
Dari data diatas kita lihat bahwa keterwakilan pgrean sudah melebihi 30

persen tetapi untuk setiap dapil masih ada yangnbehemenuhi kuota 30 persen
keterwakilan perempuan seperti didapil 11l (Palareanya 25 persen dan dapil IV
(Samarinda llir) hanya sekitar 27,27 persen namatawpun begitu masih bisa
mengikuti pemilu karena pada pemilu tersebut kuB@ persen keterwakilan
perempuan belum ditegaskan disetiap dapil seswdangiundang. Dari pemaparan

diatas dapat disimpulkan bahwa daftar caleg yarmjukikn DPD PAN Kota



Samarinda sudah sesuai dengan undang-undang ataturge KPUD Kota
Samarinda yaitu memenuhi 30 persen keterwakilaenpgunan dalam setiap daftar
caleg dari setiap dapil dengan nomor urut setig® ¢8) baris harus ada perempuan
serta ada sedikit peningkatan keterwakilan perempuba dibandingkan dengan

pemilu 2009 (Arsip KPUD Kota Samarinda).

4.1.3.4 Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat
Nasional (PAN) Kota Samarinda
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesasanffle pengurus
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat NaisigR#&N) Kota Samarinda
yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPRé&rtai Amanat Nasional
(PAN) Kota Samarinda dengan Surat Keputusan NomAN/EO/A/Kpts/K-
S/035/1V/2013 maka susunan pengurus DPD PAN KotaaBada periode 2010-
2015 adalah sebagai berikut:
1. 1 (satu) orang penasehat dan 12 (dua belas) orayuypta
2. 1 (satu) orang ketua dan 18 (delapan belas) orakd ketua
3. 1 (satu) orang sekretaris dan 18 (delapan beleengavakil sekretaris
4. 8 (delapan) orang ketua biro-biro beserta skretgaisebagai berikut:
a. Biro Pengkaderan
b. Biro Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK)
c. Biro Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)

d. Biro Sistem Informasi dan Komunikasi



. Biro Peng. Hukum dan Pemerintahan, Hak Asasi Manusi

Biro Ekonomi, Koperasi, dan Buruh, Tani, Nelayan

. Biro Pemberdayaan Perempuan dan KesejahteraantRakya

. Biro Pendidikan, Kesehatan, dan Olahraga

. 10 (sepuluh) orang ketua biro pembinaan dan pengamapemilu cabang
beserta sekretarisnya sebagai berikut:

. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Saladlir)

. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (SRimgaig)

Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Selaasiu)

. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Saladsiara)

. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Sambut

Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang ($¢aig)

. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Saladtota)

. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Sala&@eberang)
Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (baa Jiér)

Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Ralara



4.1.4 Struktur Organisas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat

Nasional (PAN) Kota Samarinda yang Terkait Langsung Dalam Proses
Rekrutmen Calon Anggota Legidatif (Caleg) Partai Amanat Nasional

(PAN) pada Pemilu Legislatif Kota Samarinda Tahun 2014

4.1.4.1 Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) Partai Amanat Nasional

(PAN)

Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) adalah ma@gsnDPD PAN

yang bertugas dan berfungsi untuk mensukseskanliPergislatif dan Pemilihan

Presiden Tahun 2014. KPPD dipimpin oleh seorangakkbmite yang disebut Ketua

KPPD.

Susunan Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD)agemichn Surat

Keputusan (SK) No. PAN/20.02/A/Kpts/K-S/015/1X/20tezdiri dari :

1.

2.

3.

3 (tiga) orang penasehat.

1 (satu) orang ketua komite.

1 (satu) orang sekertaris.

1 (satu) orang wakil sekertaris.

1 (satu) orang bendahara.

1 (satu) orang wakil bendahara.

11 (sebelas) orang koordinator bidang beserta Wakila dan anggota-anggotanya
sebagai berikut :

Bidang Logistik dan Dana

Bidang Monitoring dan Pengendalian



c. Bidang Media Center
d. Bidang Pelatihan Jurkam dan Caleg
e. Bidang Rekruitmen dan Evaluasi Caleg
Bidang Kordinasi, Konsolidasi, Kampanye dan Pergugdn Massa
g. Bidang Advokasi
h. Bidang Perempuan
Bidang Bantuan Umum
Bidang Pemuda dan Pemilih Pemula
k. Bidang Saksi dan Simpatik
Tugas pokok Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KR@Bantum dalam
Surat Keputusan (SK) tentang pedoman pencalegatikuBeugas dan wewenang
KPPD:
a. Melaksanakan proses rekrutmen dan pendaftaran bakad legislatif DPRD
Kab/Kota
b. Melakukan monitoring terhadap aktifitas dan sos#di bakal calon legislatif
DPRD Kab/Kota
c. Melakukan verifikasi dan klarifikasi data bakal aal legislatif DPRD
Kab/Kota
d. Mempersiapkan pendanaan dan logistik pemenangaitupem
e. Mempersiapkan strategi pemenangan pemilu untu&psdaerah pemilihan
f. Melaksanakan pembekalan calon anggota legislatif

g. Melaksanakan pelatihan juru kampanye nasional



h. Melaksanakan seluruh tahapan kampanye
I. Mempersiapkan sistem informasi dan administrasiilpeiegislatif
j.  Melakukan advokasi pemilu
k. Membuat laporan secara periodik kepada DPP (ArsRD DPAN Kota
Samarinda).
415 Kebijakan Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Proses
Rekrutmen Calon Anggota L egidlatif (Caleg)
4.1.5.1Pedoman Organisasi Tentang Pencalegan Untuk DPRD Kabupaten/K ota
Pedoman Organisasi tentang Pencalegan digunakaagasedasar untuk
pencalegan yang terkait dengan rekrutmen, konsblideoordinasi, optimalisasi
kegiatan partai dalam merumuskan, menghimpun damp®aguangkan aspirasi
rakyat. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan iRenpPusat (DPP) Partai
Amanat Nasional (PAN) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/027IR2D12 tentang Pedoman
Organisasi Pencalegan Anggota DPR, DPD, DPRD Psbwdan Kabupaten/Kota
Partai Amanat Nasional Periode 2010-2015, persyard&encalegan yang harus
dipenuhi caleg dan rangkaian proses pencalegaatadabagi berikut:
1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Khusus
3. Penanggung Jawab, Kewenangan dan Pelaksana
4. Rekrutmen Bacaleg
5. Klarifikasi, Verifikasi Data dan Penetapan Daftdacaleg

6. Sosialisasi Diri Bacaleg



7. Kewajiban Bacaleg/Caleg
8. Kontribusi dan Distribusi Dana dan Sarana
9. Laporan Kinerja dan Aktivitas Pemenangan PemiluaBay
10. Monitoring kinerja bakal Caleg
11.Evaluasi Kinerja dan Penetapan Bacaleg
12.Daftar Calon Sementara (DCS):
Untuk lebih lengkap dan jelasnya lihat lampiransip DPD PAN Kota

Samarinda.

4.2  Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Memenuhi Kuota 30
Persen Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legidatif pada
Pemilihan Uumum Tahun 2014 di Kota Samarinda

4.2.1 Proses Rekrutmen Kader Perempuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda
Dalam cakupan demokrasi, partai politik (Parpolsetut sebagai pilar

demokrasi. Itu berarti, kualitas kehidupan berbangan bernegara kita sangat

tergantung kepada kualitas partai politik dalam geemban amanah dari masyarakat.

Untuk merealisasikan harapan masyarakat maka séddalinusan bagi setiap partai

politik untuk berbenah, menancapkan komitmen unmhénjadi pilar yang benar-

benar membawa kesejahteraan dan kemajuan bagishdggangkatan kualitas partai
politik seharusnya dilihat sebagai sebuah kewajiliagi setiap orang partai. Sering

kita dengarkan kritikan dari banyak pihak bahwalikas parpol secara umum masih



jauh dari harapan publik, baik ditinjau dari segbMg program, komitmen
kerakyatan, moralitas dan sebagainya. Sebagai opamngol kritikan seperti itu
seharusnya disikapi secara positif demi meningkekkelitas parpol.

Maka dari itu salah satu hal penting yang haruskdikan oleh partai politik
untuk meningkatkan kualitas parpol adalah sistekrutmen parpol yang baik.
Seperti yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo dal&ilahudin (2011: 69), partai
politik adalah suatu kelompok yang terorganisir,ngyaanggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita gasama. Maka untuk membuat
kelompok terorganisir tersebut perlu diadakan sebsiatem rekrutmen. Menurut
Surbakti (2007: 118) Rekrutmen politik adalah ssielan pemilihan atau seleksi dan
pengangkatan seseorang atau sekelompok orang mnalaksanakan peranan dalam
sistem politik pada umumnya dan pemerintah padaudnya. Fungsi ini semakin
besar porsinya manakala partai politik itu merupakartai tunggal seperti dalam
sistem politik totaliter, atau manakala partai nmérupakan partai mayoritas dalam
badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membeetuerintahan dalam sistem
politik demokrasi.

Partai Amanat Nasional PAN sebagai peserta Penglislatif tahun 2014
tentu melakukan berbagai strategi/cara untuk meatlap dukungan dari masyarakat
untuk membentuk pemerintahan di parlemen. Dalaninh&lewan Pimpinan Daerah
(DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarindatuk membentuk
pemerintahan di Parlemen Kota Samarinda melakukababai strategi. Dalam hal

ini salah satu masalah yang sering terjadi adalkmepuhan kuota 30 persen



kerwakilan perempuan dalam daftar calon anggoteléd. Untuk itu DPD PAN

Kota Samarinda perlu merekrut dan menciptakan kkader perempuan yang
berkualitas untuk mendapatkan kepercayaan dan dakutiari masyarakat. Apa lagi
dengan adanya tuntutan undang-undang yang mewajileota 30 persen
keterwakilan perempuan dalam daftar calon legfsiMaka dari itu peneliti akan
mendeskripsikan/menjelaskan strategi/metode dab BRN Kota Samarinda dalam

memenuhi tuntutan undang-undang tersebut adalayaeberikut:

4.2.1.1 Pola-Pola Rekrutmen Kader Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN)
Kota Samarinda

Dalam rangka mengarahkan partai politik kearah édotessi positif untuk
kepantingan Negara dan rakyat, maka diperlukan asebsistem rekrutmen
kaderisasi/rekrutmen politik yang baik ditubuh pagolitik itu sendiri. Rekrutmen
politik menurut Surbakti (2007: 118) adalah seleksn pemilihan atau seleksi dan
pengangkatan seseorang atau sekelompok orang nnalaksanakan peranan dalam
sistem politik pada umumnya dan pemerintah padasudnya. Fungsi rekrutmen
politik sangat penting bagi kelangsungan sistentib@ebab tanpa elit yang mampu
melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup stk akan terancam.

Pola atau strategi rekrutmen kader khususnya kasempuan yang
dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaaAat Nasional (PAN) Kota
Samarinda untuk persiapan pemilu cukup beragam. BRE melakukan perekrutan
kader perempuan melalui beberapa cabang-cabangayg ynemang bergerak

dibidang perempuan. Sebenarnya perekrutan kadempean dan laki-laki tidak



jauh berbeda, tetapi karena perempuan dianggab $elsiah diberikan pemahaman
politik maka ada beberapa tindakan yang berbedandamerekrutnya. Ada
pendekatan-pendekatan yang agak berbeda yang ldilakika dibandingkan dengan
laki-laki karena perempuan ini punya basis tertetgn sudah melekat pada dirinya,
misalnya perempuan itu diidentik dengan “pekerjanaban” sehingga perlu
pendekatan khusus untuk merekrutnya. Kemudian kegadperempuan terhadap
dunia politik dianggap masih kurang, itu dapat kitat tingkat keterwakilan politik
perempuan diparpol maupun dipemerintahan khusudipgalemen.

Untuk mengetahui pola/strategi DPD PAN Kota Sant&idalam merekrut
kader perempuan, maka peneliti melakukan wawandargan Ketua DPD PAN
Kota samarinda, yaitu Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hidglam wawancara tersebut

mengatakan:

Strateginya kita membentuk wadah untuk kaum perampuntuk organisasi
sayap partai kita namanya PUAN (Perempuan AmanaioNal), tapi salah
satu proses pola kita merekrut kader perempuanjum@amelalui kegiatan
kewirausahaan bagi ibu-ibu pemberdayaan atau vkatila pemberdayaan
perempuan. Dari perempuan kita bentuk cabang per@mplari cabang
sampai ranting (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Berdasarkan pernyataan Ketua DPD PAN Kota Samaterdabut, diketahui
bahwa DPD PAN Kota Samarinda memang sudah mempusiyaiegi untuk
merekrut kader khusus untuk perempuan. Kemudiargeman apa yang menarik dari
strategi tersebut dan bagaimana keberhasilannyandaierekrut kader perempuan

khususnya, selanjutnya Ketua DPD PAN Dwiyanto Pomosidhi, S.Hut, berkata:



lya juga, disamping kita memang bisa meningkatkeognam politik rakyat
Indonesia, dalam hal ini kita juga tidak ingin nreggalkan peran perempuan,
karena perempuan ini diibaratkan juga sebagai germdtensial, sehingga
kita juga harus melatih mereka untuk menjadi yaegninat tentunya. Kita
juga berusaha memberdayakan mereka dan yang sedamaét kita berusaha
untuk kita perdayakan. Supaya mereka bisa bermdipatitik, artinya politik
ini bukan dunia laki-laki saja tetapi perempuanajugisa terlibat. Belum
terlalu memuaskan sebetulnya dari keterwakilanmppuan karena disamping
memang perempuan ini begroundnya atau semacamsddeah menjadi
kodratnya perempuan ini hanya sering dirumah, mgmsudah menjadi
kegiatan perempuan kalau kita lihat, mereka semegnbicarakan makanan
dan fashion. Berbeda dengan laki-laki yang memalkaar tentang kekuasaan
dan politik. Ibu-ibu itu sering ikut pengajian sefpga melalui pengajian-
pengajian itu kader-kader kita memberikan pencerdbatang peran partai
PAN dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan itu jogmiliki peran strategi
dalam Negara kita ini (Wawancara: Rabu 05 Mare?201

Dari pemaparan tersebut dapat kita ketahui bahwia BRN Kota Samarinda

berusaha untuk meningkatkan program politik rakyatlonesia khususnya

perempuan dengan cara berusaha untuk memberdgyakakaum perempuan untuk

terlibat dipolitik seperti halnya dengan laki-latan keberhasilanya masih belum

memuaskan. Selanjutnya peneliti menyinggung agassarat-syarat/kriteria-kriteria

yang harus dipenuhi untuk menjadi kader PAN atasukali DPD PAN Kota

Samarinda, Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut mengatakan:

Kriterianya tidak ada, kalau memang mau jadi kaddarus ikut latihan
pengkaderan kalau secara formalnya. Tapi kalau foonalnya tidak ada
kriteria khusus. Kalau menurut undang-undang haersmur 17 tahun dan
sudah menikah. Semua pada dasarnya bisa kita rekemjadi kader.
Tentunya untuk menjadi seorang pimpinan dipartaiutenereka juga harus
punya kelebihan seorang perempuan itu, tidak haskedar kedudukan
perempuannya, tapi supaya bisa bersaing dengadakakharus punya
kemampuan skill berorganisasi, memanagement orselgngga dia layak
dijadikan pimpinan dipartai, jadi ketua, jadi ketpanitia, bisa jadi ketua
fraksi. Kami tidak membedakan antara perempuanalasaki, dalam proses
rekrutmen ada pola istilahnya secara kulturalngla,jaga pola yang memang
kita rekrut melalui pendidikan, kursus-kursus daglaphan kader, dalam



proses rekrutmen ditingkat awal ada namanya MAB[Masa Pembinaan
Anggota), pelatihan kader amanat dasar yang melakaa tingkat kota,
latihan kader amanat madya yang melaksanakan D&iNah kader amanat
nasional yang melaksanakan DPP, jadi polanya melakutmen langsung
dan ada juga melalui pelibatan mereka awal-awahndaktruktur partai
dengan sendirinya bisa terbina sebagai kader. Lgalvasmi kita hanya Biro
Pengkaderan dipimpin oleh wakil ketua DPD yang nregatin mengkader
dan disisi lain kita juga membentuk sayap-sayapaparelalui Barisan Muda
yang mengumpulkan anak-anak muda, kemudian ada PUysNg
mengumpulkan perempuan, Pandu PAN yang mengumpu#taan-teman
kepanduan yang dekat dengan PAN, ada juga Gardaa MNasional
(Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa DPD PAN meakédeberapa
sayap-sayap partai sebagai sarana untuk mereldet tanpa terkecuali adalah kader
perempuan, selain itu juga mempunyai lembaga rastok pengkaderan, yaitu Biro
Pengkaderan. Dan sesuai dengan hasil pengamatawvadis peneliti, keadaan
tersebut memang benar dan nyata ada dilapangamj@elya masih diwawancara
yang sama dengan pertanyaan yang berbeda, pdmglisaha mencari tahu dengan
bertanya bagaimana cara DPD PAN Kota Samarinda osmtisasikan strategi
tersebut kemudian apa yang menjadi kendala dalgolementasi strategi tersebut.
Dengan jelas Ketua DPD PAN Kota Samarinda, DwiyarRornomosidhi, S.Hut
menjawab:

Melalui media, melalui setiap kegiatan-kegiatanuagaent-event yang kita

buat misalnya jalan sehat dan lomba bersih kamphisg,juga melalui media

sosial, media cetak, disamping juga teman-temagebak disetiap daerahnya
melalui cabang dan ranting dimana kita punya stuiértai, kita juga punya
organisasi ditingkat kecamatan namanya Dewan Psnpi@abang PAN,
disisi lain dibawah cabang itu ada dewan pimpinanting ditingkat
kelurahan dan kita terbuka dalam menerima kademu¢kan kendala yang
dihadapi tentunya banyak, misalnya kendala danmbsu daya manusia

tentunya kita juga masih tetap kurang untuk meniguir-figur yang tepat
(Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).



Dari jawaban tersebut diketahui bahwa cara DPD P#dfa Samarinda
mensosialisasikan strateginya dalam merekrut kadilah melalui media pada
umumnya dan melalui program/kegiatan yang sengdfauatl untuk lebih
mendekatkan diri dengan masyarakat secara langs(gmgudian untuk kendala,
SDM dan dana yang menjadi utama.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa baik strégéeggbut, maka peneliti
melakukan wawancara dengan beberapa kader perergangrsudah menjadi calon
legislatif (Caleg) DPD PAN pada pemilu 2014. Pedarmpeneliti melakukan
wawancara dengan Devie Khatarina, yaitu calegapil Kota Samarinda empat (4)
yang berdomisili di Sungai Pinang, dalam wawantarsebut peneliti menyinggung
tiga (3) hal, yaitu 1. Mengapa tertarik masuk dilDPAN Kota Samarinda, 2.
Bagaimana pendapatnya tentang sistem rekrutmendiakganakan oleh DPD PAN
Kota Samarinda, dan 3. Harapannya masuk di DPD Rab Samarinda. Dalam
wawancara tersebut mengatakan:

Mungkin karena salah satu partai yang ingin tidekplhak pada satu agama,

setahu saya awalnya begitu, awalnya saya diajakamgntapi setelah masuk

disana, berbaur dengan yang Kristen, segala maedm, Tionghoa, itu
awalnya. Sebelumnya saya aktif diorganisasi, aveality saya jadi wakil
diorganisasi Junior Chamber International (JCl)reka kami aktif dan
bergerak dibidang sosial. Mungkin karena keaktifian saya diajak oleh
ketuanya (PUAN) dia caleg juga yaitu Farah Plamhgybeliau mengajak

saya masuk partai sekalian belajar-belajar. Pertaay@ masuk di DPD
PUAN PAN (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Kemudian terkait dengan sistem rekrutmen yang sidakkan oleh DPD PAN

Kota Samarinda, mengungkapkan:



Bagus sesuai saja, jadi dia itu menilai dari keéaktikita juga, jadi tidak
sembarangan juga yang masuk, kemarin itu yang @ik sembarangan,
terus kemarin sebelumnya ada juga pelatihan LKADhargya, jadi untuk
menjadi caleg syaratnya harus mengikuti latihaneke@mpinann dasar dan
saya mengikuti itu dari awal juga. Sesuai prosediarena saat itukan
memang bener-bener dibutuhkan 30 persen keterwaki&aempuan, jadi
untuk/syarat menjadi caleg itu sebenarnya harus giketn latihan
kepemimpinan itu. Saya di PAN kurang lebih tighuta saya orang baru
yang masih belajar (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014)

Selanjutnya mengenai harapannya masuk di DPD PAR Kamarinda,
berikut pernyataannya:

Harapannya, sebenarnya karena basis saya oraaf) sgsiannya ketika saya
diberi kesempatan menjadi caleg di PAN, saya tesaja karena saya ada
tujuan-tujuan yang dari awal dari organisasi itareka sosial itu basisnya
segala sesuatu yang kita lakukan seperti misalitgankengadakan kegiatan
sosial, jadi saat ini kita fokus pada kegiatanaasi untuk memperjuangkan
hak-hak anak berkebutuhan khusus. Diorganisasi iseyaperjuangkan hak-
hak anak berkebutuhan khusus. Untuk bisa meratalegigan anak-anak
normal lainnya, saya menerima itu karena untuk alenkan kegiatan itu kita
dana saja tidak ada dan untuk menjalankan semkanitkita butuh dana,
butuh sponsor, butuh rekomendasi mencari dana unergadakan sebuah
acara untuk menyenangkan anak-anak berkebutuhasu&hietika ada
kesempatan saya ambil, siapa tahu kesempatanAldrit® saya ambil, siapa
tahu dari kesempatan saya menjadi caleg saya laisakndalam dunia politik
dan mungkin bisa memasukkan saya kedalam dundigikan, saya maunya
dimasalah pendidikan anak-anak itu, biar jalanngake saya bisa bantu
temen-temen. Karena kita selama ini kan untuk masigen segala sesuatu itu
susah, semua cari dana sendiri. Siapa tahu dengswknya saya disana link-
link kita jadi mudah, lebih luas, supaya kegiatasial kita bisa berjalan.
Pertama saya menjadi caleg karena ditawarkan, &asaga fikir, meski
peluangnya 50%:50% tapi tidak ada salahnya ketitea diberi kesempatan
tidak ada salahnya mencoba (Wawancara: Kamis 18t\2ad4).

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa kadeg DPD PAN
tersebut masuk di DPD PAN Kota Samarinda karenayadajakan dari teman satu
organisasi yang diluar partai. Tertarik masuk dgakarena ada tujuan-tujuan yang

ingin diwujudkan untuk mempermudah dalam mencamgaiah tersebut. Kemudian



esok harinya peneliti kembali melakukan wawancaagdn pertanyaan yang sama
kepada Hj. Farah Flamboyant, ST, yaitu Ketua Pevam@manat Nasional (PUAN)
DPD PAN Kota Samarinda, dalam wawancara tersebngatakan:

Saya sejarahnya masuk PAN agak berbeda, teman-temyarterlalu banyak
di PAN jadi jauh sebelum di PAN sebelumnya saydaddBBR, jadi awalnya
saya adalah sekertaris wilayah perempuan reforn{fRASI) suara
perempuan reformasi, tahun berikutnya saya jaéiggalga karena posisi saya
di bendahara DPC PBR, setelah itu secara nasidRl rRerses/bergabung
dengan PAN, jadi rekrutmen saya tidak berangkat partai PAN tetapi
karena keputusan organisasi karena gabungnya PAYadePBR, jadi sejak
tahun 2012 akhirnya saya dipercaya oleh DPD PANikupegang PUAN
Kota Samarinda. Awalnya saya memang diajak untukim@in PUAN PAN
tapi saya belum bisa menerima karena saya masiattelengan organisasi
PBR, waktu itu sempat PBR hampir merses dengannaritetapi tidak
terjadi kesepakatan akhirnya merses itu terjadigdenPAN, ketika PBR
positif merses dengan PAN barulah saya menerimgadieketua PUAN
DPD PAN Kota Samarinda (Wawancara: Jumat 14 M&&4p

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bakewer perempuan DPD
PAN tersebut bukan kader binaan PAN tetapi karesenya penggabungan dari
partai Partai Bintang Reformasi (PBR). Selanjutpgaeliti menanyakan pertanyaan
kedua, berikut jawabannya:

Saya karena masih baru di PAN jadi saya tidakltetihu proses rekrutmen
mereka, tetapi untuk PUAN sendiri saya masih adad&a terutama
perempuan, jadi membangun perempuan itu masih bptokes terutama
organisasi politik itu. Organisasi perempuan inisithabelum bisa, PAN itu
punya konstituen sendiri, punya massa sendiri ysunph ada, itu yang
membuat saya belum bisa menggerakkan mereka ustiikat, akhirnya
ketika saya sudah dilantik sudah keburu prosesgbegikan, administrasinya
dan lainnya. Mungkin nanti setelah pileg ini bana knulai bergerak. Belum
sempat karena begitu dilantik langsung ada praggstrasi tentang caleg dan
sebagainya sehingga belum ada kegiatan. Tetaphsadkasosialisi disekitar
internal kita yang dilakukan (Wawancara: Jumat laté#12014).



Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait harapaimgiauk di DPD PAN
Kota Samarinda, berikut pernyataannya:

Harapannya mampu berkontribusi, saya ingin berangka pendidikan,
pendidikan khusus anak-anak yang berkebutuhan khusutidak banyak
yang disentuh oleh beberapa temen pengambil kelnjakaya berharap
dengan adanya saya, mampu memberikan pemahamadakepassyarakat
supaya mampu memahami tentang kebutuhan anak yarigbotuhan
khusus, tentang hak-haknya itu apa, masalahnygakahiitu keluarnya dari
undang-undang, yang mengeluarkan mereka yang elipan. Kita
masyarakat biasa tidak bisa membuat sebuah undatapg atau raperda
atau perda. Jadi saya ingin memberi pemahaman kidydada temen PAN
tentang anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Badipannya itu termasuk
posisi saya dicaleg PAN ini ada difinis, saya akaemperjuangkan
perempuan, anak berkebutuhan khusus terutama, &kdra@rhaknya belum
pernah tercapai walaupun ada tapi sedikit sekaiiganar-benar belum dapat
perhatian dari masyarakat maupun pemerintah (Waavandumat 14 Maret
2014).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara denganNiyi Marinda Putri,
SE yaitu caleg dari Dapil Kota Samarinda dua (2)ga® nomor urut dua (2) masih
dengan pertanyaan yang sama. Dalam wawancara uerseengungkapkan
penilainnya terkait masalah tersebut sebagai beriku

Kalau rekrutemen caleg di PAN itu diutamakan kepleatder, kebetulan dan
diusulkan PAN itu banyak perempuannya, tetapi adga j beberapa
perempuan yang mencaleg di PAN itu mereka dari arakat, tokoh-tokoh
masyarakat jadi waktu kita pencalegkan itu dibuktuki umum, khususnya
tokoh-tokoh masyarakat. Kalau di PAN itu sendirrgmepuan diutamakan
terbukti dengan ada beberapa caleg perempuan ditkampdinomor urut satu
(1), seperti dapil saya, dapil saya itu satu (1) daa (2) perempuan, untuk
provinsi itu ada juga daerah yang nomor urut saygrempuan. Perempuan
itu dipasang bukan untuk pelengkap (Wawancara: K&@iMaret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui batekeutmen caleg di DPD
PAN diutamakan kepada kader tapi masyarakat umgan tetap diberi kesempatan.

Kemudian terkait masalah selanjutnya, berikut patagnnya:



Saya pengurus DPW kebetulan mencaleg di DPD diindka, di DPW saya
wakil sekertaris dibidang badan informatika. Iny@audah periode keduanya
kepegurusan di DPW PAN dua kali masih dilevel siekiex kemudian saya
besar di PAN, dulu tahun 2002 saya sudah di PAId Eapal politik ketika di
PAN tapi masih disayap, yaitu barisan muda, saylairtertarik dipartai PAN
ini dari ketua departemen, itu di barisan mudangeys dipengurus harian
terus saya masuk ke PUAN. Terus sekarang dipriodesaya masuk di
kepengurusan harian. Awal berdiri PAN tahun 1998 tshun 2002 saya baru
masuk, saya kenal politik di PAN (Wawancara: KagtidViaret 2014).
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa DPD PAN/Rertanat Nasional
dalam merekrut kader/calon legislatif terbuka unim&syarakat tetapi lebih lebih
mengutamakan kader pada umummnya. Serta memb@ekkuan khusus terhadap
kader/kaum perempuan. Kemudian untuk mengetahuh Ighuh lagi peneliti
melakukan wawancara dengan salah satu caleg datiKlsta Samarinda lima (5)
yang berdomisili di Sungai Pinang, yaitu Dewi RatB.Sos. Diwawancara ini
peneliti tetap memberikan pertanyaan yang samaaseggng sebelumnya. Dalam

wawancara tersebut hanya mengatakan:

Saya awalnya diajak temen, tapi lama-lama suka dajkmatin karena dari
kuliah memang suka. Pertama saya masuk di peremaunamat nasional
(PUAN). Sistemnya yah mengajak masuk gitu, kalo gehasiswa melalui

BM PAN itu. Harapan saya masuk di DPD PAN supaiga likut politik,

tidak ada kepentingan lain, saya cuma mau belag@itikp itu saja

(Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Dari jawaban diatas tidak banyak yang dapat diketabrkait masalah
tersebut, tetapi ada yang menarik bahwa ternyadakader PAN yang berasal dari
mahasiswa direkrut oleh salah satu sayap partdy farisan Muda (BM) PAN.
Kemudian esok harinya lagi, peneliti berhasil mekan wawancara dengan salah

satu caleg dari dapil Kota Samarinda satu (1) yailayah Samarinda Seberang,



tetapi berdomisili di Samarinda Ulu, yaitu Syarifatuhairiah, S.Ag dengan

pertanyaan yang sama mengatakan:

Pertama-tama melihat sosok Amin Rais, dulu AminsReiang yang idealis,
saya sepakat dengan pemikiran-pemikirannya itutaper itu. Sampai
sekarang masih bisa konsistenlah, saya tidak nbelirssok
Muhammadiyahnya tapi melihat sosok pemimpinnyaalalidaerah biasalah
namanya juga manusia, artinya kalau sejauh ituhmasa membawa aspirasi
rakyat saya lihat masih bisa, masih cukuplah untuémbawa aspirasi
masyarakat (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Lebih lanjut mengungkapkan:

Sebenarnya partai umumnya sangat terbuka sekakarasey tinggal

perempuannya, mau tidak masuk kepartai, jumlahrgsihnkurang tapi kalau
jumlahnya yang di PAN sudah cukup, sudah cukup aengelihat kuota
yang ada. Mungkin partisipasi aktifnya saja yangsim&urang, tapi masih
aktif. Tapi kalau dimasyarakat mereka sudah punggigtanlah yang
membawa aspirasi masyarakat tapi masih secarakpmigtktisnyalah, artinya
sudah memberikan kontribusi. Pertama saya ditawarka@ya punya banyak
teman disana. Saya masih melihat itu, walaupunlaolng segala macam
saya fikir hampir semua partai mengalami hal semada (Wawancara:

Sabtu 22 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahaesekperempuan di DPD
PAN Kota Samarinda sudah cukup banyak. Kemudidfaitemasalah selanjutnya,
yaitu harapannya masuk di PAN dan menjadi calegkulttepernyataannya:

Harapannya, tidak semua orang yang masuk partanatu menjadi anggota
legislatif, jadi saya biasa di LSM, kita ngajukamggaran dengan program-
program yaitu tentang anak, tentang perempuan, ukiyas anak dan

perempuanlah. Kita bisa mengusulkan itu ke fralkdiRintuk dibantu dalam

penganggaran kegiatan pendidikan, kita fokusny#udidlah kita kesana,

harapannya begitu termasuk aspirasi masyarakat teidampung disitu

(Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwar kadsebut tertarik masuk

ke DPD PAN Kota Samarinda karena masih melihat ksgsendiri partainya.



Kemudian dikatakan bahwa DPD PAN dalam merekrutekgoerempuan cukup
terbuka serta harapannya masuk di DPD PAN atauadecgaleg karena ada sebuah
tujuan yang ingin dicapai dan akan mempermudahnd@l@ncapaiannya ketika dia
ikut dalam partai tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas yang dimulai damaK&PD PAN Kota
Samarinda serta lima (5) orang caleg perempuamrbiersdapat diketahui bahwa
dalam proses merekrut kader, DPD PAN Kota Samasadgat terbuka untuk umum
tanpa terkecuali adalah perempuan serta mencipta&gap-sayap partai sebagai
strateginya. Tetapi berdasarkan pengamatan/obsg@maaliti, bahwa sebagian besar
caleg-caleg DPD PAN berasal dari sayap PerempuaanAmNasional (PUAN),
yang menjadi pertanyaan adalah kemana kader-katempuan yang berasal dari
sayap-sayap yang lainnya seperti dari BM PAN, Gavidala Nasional dan yang
lainnya. Mengapa demikian, apakah kualitas SDMnysimrendah atau memang
tidak ada yang berminat untuk menjadi caleg atahwkdma kalah saingan dengan
kader-kader yang ada di PUAN. Caleg perempuan ugta yang berasal dari DPW
PAN, selain itu beberapa kader yang masuk dalargysas juga ikut berpartisipasi
menjadi caleg serta ada juga yang sebelumnya sodsijadi anggota dewan dan
kader DPC PAN juga cukup besar partisipasinya naeogleg.

Kehadiran sayap-sayap partai sangat membantu aaiakukan rekrutmen
kader, baik kader laki-laki mapun perempuan, kél@bisayap partai dalam merekrut
kader adalah memberikan banyak pilihan kepada masi#simpatisan untuk

terlibat dipartai seperti kegiatan-kegiatan yandakd$ianakan partai dan dapat



mempermudah dalam koordinasi dan mengumpulkan mesgea ada pertemuan
atau kegiatan yang membutuhkan banyak massa. papmimempermudah dalam
melakukan pengelopokan kader, seperti pengelempkédar tua dan muda serta
mempermudah dalam menjaring massa yang tersebaerdid sehingga kehadiran
partai tersebut cepat diketahui masyarakat.

Kemudian ketika melihat alasan-alasan mereka masiulOPD PAN,
kebanyakan dari mereka karena adanya ajakan da@intéeman yang sudah masuk
di DPD PAN karena mereka diluar partai punya orgasii lain yang membuat
mereka saling mengenal serta karena ada ketertatisagan tokoh pendiri partai dan
karena terjadinya penggabungan dari Partai BinRefgrmasi (PBR). Jadi ada kader
yang bukan murni dari partai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahapistens rekrutmen/strategi
yang dilakukan oleh DPD PAN adalah melalui sayamgapartai yang tersebar
sampai keranting-ranting di Kecamatan dan Keluralsaratagi tersebut cukup baik
dalam mencari kader tetapi pada akhirnya hanyasatiasayap saja yang menonijol,
yaitu PUAN PAN dan cukup memberikan kontribusi dalpemenuhan kuota 30
persen perempuan dalam daftar caleg DPD PAN Kate8ada.

Kemudian dari hasil wawancara diatas mengenai netdautmen kader PAN
khususnya kader perempuan diperkuat dengan buktiydag diperoleh oleh peneliti
yang berhubungan dengan hasil wawancara yang tilakukan. Data tersebut
berupa hasil dokumentasi dari beberapa kegiatag gidaksanakan oleh DPD PAN

serta absensi rapat harian partai dan notulen tzgust harian dengan agenda laporan



tim pembentukan PUAN dan progres kinerja tim periidean PUAN DPD PAN

Kota Samarinda dan agenda-agenda lainnya.

4.2.1.2 Mekanisme Rekrutmen Kader Perempuan dalam Dewan Pimpinan

Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Sering kali kita mendengar, membaca dan menyakssebuah proses
rekrutmen partai politik yang tidak jauh hanya gghapemenuhan kuota dalam
sebuah proses pemilu atau ini biasa disebut sebalgaitmen kader secara dadakan.
Dalam banyak kasus, mekanisme rekrutmen kader dakai politik kerapkali
diabaikan. Kaderisasi partai hanya didasarkan pagang karir yang tidak memiliki
rasionalisasi yang jelas. Akibatnya, partai dipemleh kader-kader yang kurang
berkualitas artinya pengetahuan dan pemahamanrhadtg partai dan politik masih
kurang. Partai dipenuhi oleh orang-orang yang ldimhyak mengejar posisi dan
menjadikan partai sebagai sarana “cari uang’ ketimgbsebagai wahana untuk
menyalurkan idealisme kebangsaan atau membawatkegem aspirasi masyarakat.
Tidak jarang partai politik dijadikan sebagai wadbhgi penampungan profesi
(politik sebagai pekerjaan) padahal politik seswrgya adalah ruang dimana
ekspresi kepentingan umum bisa berkontestasi.

Tentu tidak mudah untuk merubah budaya politikeleus. Tetapi jaringan
informasi sudah memberikan semacam rekam jdjalck( record) terhadap kader-
kader partai yang ada. Mereka yang terbukti tidammpu memberikan sumbangan

kemajuan yang berarti harus diberi sanksi, misabgagam mengeluarkan secara



tegas dari proses kaderisasi partai. Sehingga meyakg terjaring adalah benar-
benar tokoh dan kader yang akan mampu menanggunag lmeemajukan bangsa dan
Negara serta mampu membemberikan kesejahteraaad#grimasyarakat. Apa lagi
bila dikaitkan dengan kader perempuan atau kehaderempuan dalam partai,
sering kali kita mendengar permasalahan yang karkalengan kader perempuan
yang berkaitan dengan pemenuhan kuota. Selaidlalam partai politik perempuan

memiliki peran yang lebih sedikit bila dibandingkaengan laki-laki, misalnya

betapa sulitnya perempuan mendapatkan posisi/jalstt@tegis dipartai.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pendddhwa Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAddta Samarinda dapat
diketahui bahwa mekanisme rekrutmen kader khususayker perempuan yang
mereka gunakan masih seperti yang dahulu, yaitiapsétader harus menjalani
kegiatan khusus untuk kader yang dibuat oleh padtdi kader-kader perempuan
yang berasal dari cabang atau ranting partai dakaji untuk mengikuti kegiatan
tersebut sebagai tanda kelegalan sebagai kader. @etanjutnya cabang dan ranting
ini lah yang menjadi wadah perekrut kader perempulzanDPD PAN juga memiliki
cabang khusus untuk merekrut kader perempuan, Patempuan Amanat Nasional
(PUAN).

Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen kader perempliaDPD PAN
Kota samarinda, peneliti melakukan wawancara dengaiua DPD PAN Kota
Samarinda yaitu Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut, dalamawacara tersebut

mengatakan sebagai berikut:



Yah itu tadi, kalau kita mau pengkaderan yang bgfigat harus mengikuti
latihan kader tadi, namanya latihan kader amansdard&emudian sertifikat
tersebut digunakan sebagai salah satu syarat umémfadi anggota DPRD
kota, kalau mau menjadi caleg provinsi harus puwsfikat latihan kader
amanat madya, kalau caleg pusat Rl harus punyédiksgriatihan kader
amanat utama. Kemudian untuk kesinambungan ide@lagai dan materi-
materi dalam pengkaderan disamping mereka sudabikuginkader, mereka
bisa jadi prenernya, nanti juga ada pelatihan umelatih namanya CIW
(coaching instruktur wilayah) yang ditugaskan menjastruktur-instruktur
dalam pengkaderan (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengawiyadto
Purnomosidhi, S.Hut dapat dimaksudkan bahwa dalakamsme rekrutmen, jika
ingin menjadi kader secara formal yang memilikitifkat, kader harus mengikuti
program pengkaderan yang dilaksanakan. Untuk DPN R#&rus mengikuti Latihan
Kader Amanat Dasar (LKAD), kemudian LKAD ini jugamtinya akan menjadi
syarat untuk pencalonan saat pemilu. Artinya seprieeder yang ingin menjadi
Calon Legislatif (Caleg) harus mengikuti LKAD inibuktinya dengan
memperlihatkan sertifikat sebagai tanda bahwa sudahgikuti program tersebut.
Inilah mekanisme rekrutmen kader yang selama itakdanakan oleh PAN
khususnya DPD PAN Kota Samarinda.

Lebih lanjut dia menjelaskan mengenai mekanisma/dari cabang-cabang
partai dalam mencari simpati masyarakat. Berikajglasannya:

Kalau dilihat dari cabang, dalam mencari simpakyah harus merakyat,

merakyat ini diterjemahkan dalam arti membantu aakynenyerap aspirasi

masyarakat, ikut bergabung dalam setiap kegiatayanakat, misalnya kerja
bakti, pengobatan atau periksa kesehatan, dandsnme@acam kegiatan sosial

yang tergantung dengan situasi dan kondisi didaabangnya (Wawancara:
Rabu 05 Maret 2014).



Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwangababang partai dalam
mencari simpati masyarakat, mereka ikut berpadssiplalam kegiatan masyarakat
serta membuat program/kegiatan untuk masyarakatasetengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat pada saat itu.

Kemudian mengenai faktor penghambat dan pendukalagndmelaksanakan
strategi/sistem rekrutmen tersebut, berikut pesgiaya:

Dana tetap menjadi faktor penghambat, kita perhadaesar untuk kita bisa
melingkupi kegiatan yang banyak sekali, jadi kedtaban dana sangat
menghambat sosialisasi ini, kemudian yang keduandatangka merekrut
kader, kita memang masih kekurangan kader, tensihnsangat kurang untuk
memimpikan menjadi organisasi yang besar, tent kiembutuhkan orang
yang banyak, kita masih kekurangan orang yangrbmsagatur dan membagi
tugas, faktor koordinasi yang kurang karena kemgal&ader kita ini bukan
hanya dipartai dia juga harus mencari kehidupan rddkah, dipartai tidak
ada gajinya sedangkan mengurus partai juga mengults dan tenaga jadi
harus bisa bagi-bagi waktu, itu juga kendala bagiek-kader kita. Kemudian
faktor pendukungnya tentu kesetiaan pengurus,uga jnendukung kinerja
kita, kesetiaan simpatisan kita dan anggota untekpdstisipasi untuk
mendukung suatu kegiatan kita (Wawancara: Rabu &&1\2014).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui balawg menjadi faktor
penghambat dalam melaksanakan program rekrutmeer lkathlah dana kemudian
masalah koordinasi karena masing-masing punya Wesib sendiri tidak hanya
mengurus partai saja. Kemudian kesetiaan/partisggasyurus dan simpatisan dalam
mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan mesg@iiah motivasi untuk terus
menjadi lebih baik.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan mengemaitmen DPD PAN

Kota Samarinda dalam mempengaruhi jumlah peremgipamlemen juga dijelaskan

dengan singkat sebagai berikut:



Secara khusus tidak ada, kita kembali pada masy@arakta hanya
menampilkan sosok caleg karena sistem pemilihara gemilu legislatif
proporsional yang terbuka, kembali ke masyaraitd, hanya menyiapkan
menu, contohnya pada menu makanan ada pecel tilesap, ada lalapan,
dan lain-lan. Kita mengambilnya seperti itu sepemiomor satu (1) ada
Dwiyanto, nomor dua (2) ini, nomor tiga (3) pererapuerus ada perempuan
lagi dan seterusnya. Kita kembali ke masyarakaaibagna mereka memilih,
yang jelas kita berusaha memenuhi tuntutan undadgng, adalah
perempuan 30 persen. Itu bukan hanya kewajibaraipBAN tetapi juga
semua partai, pemenuhan 30 persen perempuan ifw lsagtu (1) tidak
memenuhi itu di diskualifikasi didapilnya, tidaklbb, artinya ada suara itu di
anggap tidak ada (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas dimaksudkan bahwaH?PDhanya berusaha
untuk memenuhi tuntutan undang-undang tentang kketarwakilan perempuan
dalam daftar calon legislatif. Tetapi DPD PAN sudnusaha dengan memberikan
sosok caleg perempuan yang ada, semua tergantursyamakat lagi untuk
menentukan pilihannya untuk menjadi wakilnya nanti.

Lebih lanjut Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut menjel@ask mengenai
pendalaman kader terhadap ideologi PAN sebagdiuieri

Ya sambil jalan karena kita lima belas (15) tahan belum bisa juga
mencetak ide pendalaman ideologi itu, ini tantarjgga bagi kita bahwa kita
belum bisa memperkuat ideologi bagi setiap kad&,rkaunya menampilkan
kader, dalam setiap caleg ini ada rekrutmen yaugkbn karena kita sudah
lihat potensinya dimasyarakat. Karena citranya dyaeakat sudah lama dan
banyak dilihat potensinya yang bisa membawa ndetlogi PAN sehingga
dia kita rekrut mau, dia juga mau. Nasionalis ialg artinya akhlak politik
yang membawa rahmat bagi setiap orang. Maksud melsoreligius itu
bukan dari Islam, nasionalis religius itu artinyang berketuhanan, jadi
artinya kader yang beragama yang tidak beragamanbudita terbuka untuk
bukan islam karena partai ini lahir dari organisalm besar di Indonesia,
yaitu Muhammadiyah. Kita ini calegnya ada yang temns dan Katolik
(Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).



Dari penjelasan tersebut bahwa PAN dalam merekadek terbuka untuk
masyarakat umum tanpa ada pembedaan antar agasre kdeologi PAN adalah
religius Nasionalis, artinya berketuhanan. Kemudi&N juga melakukan rekrutmen
kader dadakan, yaitu masyarakat yang memilikiaciagus dan juga dianggap
berpotensi untuk membawa ideologi PAN ke masyarakat

Selanjutnya untuk memperdalam informasi menger@sgs rekrutmen kader
perempuan di DPD PAN Kota Samarinda, peneliti kdmipalakukan wawancara
dengan beberapa Caleg DPD PAN Kota Samarinda.nPenmaelakukan wawancara
dengan Devie Khatarina tentang mekanisme rekrutni#D PAN, yang
mengungkapkan:

Setahu saya, banyak dari sudahnya LKAD, jadi merekanerekrut kader
mungkin memang orang-orang yang bagi mereka itensotdan juga PAN
itukan berasal dari Balikpapan, seperti BM PAN, &daynereka berawal dari
sana semua dulu. Dari BM itu baru kemudian ada D@NVDPDnya. Kalau
menurut saya rekrutmennya sama saja dengan partai-pain. Sama saja
kayak prosedur yang lain, mungkin melihat dari psteya dan tidak pernah
memandang orang, mau orang kuliah atau orang Kolae tinggi ataupun
orang itu lulusan SMA yang mempuyai kapasitas umigmbangun sebuah
partai, mereka pasti memberi kesempatan. Jadi stapg mau dan siap
menjadi kader PAN pasti diberi kesempatan. Kamnabkantu, apalagi kalau
misalnya saya ke masyarakat, mau mereka itu pematbukmereka apa, saya
memberi kesempatan buat mereka, jangan mentangnienmereka
istilahnya pemabuk atau apa, sebenarnya remajgaeseperti itu orang-
orang yang harus direkrut, kita bimbing, beri pdrdin, pelatihan, harus kita
arahkan kesesuatu hal-hal yang positif (Wawand¢éamis 13 Maret 2014).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disinkrordergan pernyataan
Ketua DPD PAN Kota Samarinda Dwiyanto Purnomosliiut bahwa PAN dalam

merekrut kader masih melihat citra atau potensi aesyarakat. Kemudian PAN



juga dalam merekrut kader tidak melihat dari segndidikan dan profesinya asal
mereka mau dan siap kemudian LKAD menjadi kegiptamgkaderan yang formal.

Kemudian Hj. Farah Flamboyant, ST mengemukakan ggatdya mengenai
mekanisme rekrutmen kader DPD PAN sebagai berikut:

Kemarin itu ada LKAD, saya cuma terkendala waktdgpsaat pelaksaannya.
Cuma begitu dengar dari temen-temen, pelaksanaajugya tidak seperti
awalnya jadi buat apa ikut, jadi kurang komitmentsiaksanaannya. Jadi
kita berharap bahwa misalnya tidak mengikuti sdtu gesi katanya tidak
diluluskan ternyata tetap saja lulus, hal-hal yaegerti itu teman-teman di
DPD kurang komitmen untuk melakukan sweeping, péwalbe yang
sebelum pencalegkan ini, saya senang sebenarngebsegngkat dari semua
level kepemimpinan itu, saya menganggap bahwa yamganya partai itu
kita adalah organisasi tertinggi dari semua orgeniyang ada, kita mau
belajar organisasi yah dipartai, kalau cuman meidan partai yang lain
ngikut saja karena itu sudah pelajaran demokrasidadana, pelajaran teknik
sidang disana, caranya mengeluarkan pendapat dsdmanistrasi terutama
itu juga sungguh luar biasa ribet dari pada daganisasi yang lain, kalau itu
sudah dapat yang lainnya sudah jadi ecek-ecek. Baymrin tidak ikut
LKAD, tapi mau ikut dihari kedua tapi dilarang ol&man-teman dan saya
tidak dapat sertifikat karena tidak ikut. Hal menjadi tidak konsisten dan
komitmen dari DPD dan penyelenggara. Harusnya yaegyelenggarakan
independen, itu tidak independen karena ada interveseharusnya benar-
benar komitmen kalau misalnya ada yang tidak iBatya juga bukan satu-
satunya yang tidak ikut, dari sekian caleg banyahkgytidak ikut, kalau
misalnya komitmenkan di adakan lagi, yang tidakusuharus ikut, tapi
katanya mereka tidak ngadakan lagi, itu juga tetltn keterwakilan
perempuan, akhirnya dipaksakan juga (Wawancaraat)idnMaret 2014).

Dari pernyataan tersebut bahwa dalam proses re&rutkader DPD PAN
Kota Samarinda timbul masalah dalam pelaksanaaryaya ada ketetapan partai
yang tidak sesuai dengan implementasinya. Ketidakikoenan penyelenggara
kegiatan tersebut menimbulkan kekecawan terhadagréea kader.

Selanjutnya Syarifah Zuhairiah, S.Ag mengungkapkan:



Pelatihan-pelatihan di PAN banyak, banyak pelatindasar menurut
organisasi. Organisasi mahasiswa, saya di HMI adatipan dasar segala
macam itu, ada juga di PAN, itu sudah lengkap,atemtkepartaian, tentang
manajemennya, tentang itu sudah ada (Wawancartu 32aiMaret 2014).

Lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa dirinyenpk bergabung dengan
partai lain, berikut pernyataannya:

Sebelumnya saya pernah sebentar di PPP, baru-bhal pernah sebentar
sekitar tahun 2000, PAN baru sajakan. Dulu waktisimaamannya itu
katanya maunya ke Golkar semua karena melihat asemgentara saya
aspiratif sekali, saya mencoba di PPP itu karendwitu masih idealis, saya
fikir di PPP itu aspirasi, idealis saya bisa bamaternyata tidak, ternyata
partai itu cuma melakukan kegiatan itu ketika kanyea itu sudah yang
merubah menset saya bahwa partai seperti itu, ae&ngidak konsisten
membuat kegiatan sebelum kampanye, bisa tentangady@makatan dan
sebagainya ternyata tidak. Di PPP saya pernah diekgdua perempuan,
ketua tetap perempuan PPP. Sebenarnya waktu itpeddang karena waktu
itu sudah dibetulin langsung masuk tapi waktu i@sih bingung, jadi belum
punya kesempatan menjadi anggota legislatif (Waa@icSabtu 22 Maret
2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui batalegaersebut sebelumnya
aktif di organisasi luar partai dan pernah berggbdengan partai lain. Kemudian
Devie Khatrina juga mengungkapkan:

Baru pertama kali masuk partai, tapi dulu saya ggemimasukkan disalah
satu partai yang namanya PBR tapi itu nama says saya tidak pernah
turun, tidak pernah aktif, tapi kemudian PBR itukesrgabung dengan PAN.
Orang-orang PBR itu banyak masuk di PAN. Pernahansaya saja, karena
memang waktu itu belum tertarik sama yang namarofiikp agak takut-
takut juga dulu, sekarang saya fikir karena punig, pPunya kepentingan,
mungkin jalannya ada disini, ketika ada kesempata masuk, saya coba
siapa tahu sesuai dengan apa yang saya harapkamafd&ra: Kamis 13
Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengdraidah, S.Ag dan

Devie Khatarina dapat diketahui bahwa dalam mekamisekrutmen kader, DPD



PAN banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan unpzka kader demi
menciptakan kader yang berkualitas. Kemudian kegt&egiatan yang dibuat
tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan kegigeng dilaksanakan oleh
organisasi lain seperti Himpunan Mahasiswa IslarMijH Dan perempuan kader
PAN ada juga yang sebelumnya sudah pernah bergatengan partai lain artinya
tidak menutup kemungkinan bahwa sebagaian kadeneran mempunyai kualitas
SDM yang baik, bahkan mereka yang pernah bergabipagtai lain tersebut pernah
menduduki posisi penting dalam sayap partai yamgdoak dibidang perempuan.

Kemudian mengenai kendala untuk mengikuti pelaksan program
rekrutmen kader itu sendiri Syarifah Zuhairiah, &mengungkapkan:

Kendalanya, biasanya rapat pasti malam, saya waktmasih mahasiswa

juga, sekarangkan sudah beda, sekarang sudah pehyarga jadi harus

ngurus keluarga yang diutamakan, jadi kesulitanmgeus rapat malam itu
(Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Berdasarkan pemaparan tersebut kendala yang dih@dhgkader perempuan
dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan partalaladn seringnya
penyelenggaraan kegiatan dilakukan pada malamtbaty ini menjadi masalah bagi
kader-kader perempuan yang sudah berkeluarga.

Dari serangkaian penjelasan Ketua DPD PAN Kotadmaia serta beberapa
Caleg dari DPD PAN Kota samarinda mengenai mekanisakrutmen kader,
khususnya kader perempuan dapat diketahui bahw®RIDD PAN ada proses
rekrutmen kader formal atau kader yang nantinya dapatkan sertifikat setelah

selesai mengikuti kegiatan yang dilaksanakan old?D DPAN. Kemudian ada



rekrutmen kader dari cabang/sayap partai yang jbartu untuk menambah

simpatisan, prosesnya mereka harus merakyat, t&apgsung kelapangan dengan
membuat kegiatan untuk masyarakat sesuai dengatiskatan kebutuhannya saat
itu. Selanjutnya Latihan Kader Amanat Dasar (LKADgnjadi program pengkaderan
yang dianggap paling bagus dan cocok untuk pengegaipakualitas kader dan

perkenalan ideologi partai.

Dalam sebuah organisasi tanpa terkecuali partagalah pendanaan kerap
kali menjadi momok permasalahan. Begitu pula dendg#D PAN dalam
menjalankan program pengkaderannya, dana selaltajadr penghambat. Selain itu
kurangnya SDM didalam kepengurusan partai turut jagenfaktor penghambat.
Kemudian tidak bisa dipungkiri juga bahwa DPD PAhgg masih melakukan
rekrutmen kader dadakan tanpa terkecuali kadernpmran. Tetapi mereka juga
melihat calon kader tersebut dengan melihat citna potensinya dimasyarakat dan
untuk perkembangan partai. Mau tidak mau itu hatilekukan untuk memenubhi
kuota perempuan.

Oleh para caleg DPD PAN juga sudah dianggap aktihrd memberikan
program pengkaderan dengan mengadakan berbagannpacgram/kegiatan. Tetapi
masih ada hal yang perlu diperbaiki dari pihak méeyggara, yaitu
ketidaktepatan/ketidakkomitmenan penyelenggara ndalpelaksanaan kegiatan
tersebut dan juga seringnya penyelenggara meladksarkegiatan pada malam hari,
tentu ini sangat bertentangan dengan kepentingesmpeian, sehingga perempuan

sering kali tidak dapat mengikuti kegiatan terseterigan maksimal.



Untuk memperkuat dari pemaparan diatas terkait mskee rekrutmen kader,
khususnya kader perempuan di DPD PAN Kota Samaraajzat dilihat dengan data
yang diperoleh oleh peneliti, yaitu berupa dataeabsrapat dan hasil notulen dari
rapat harian DPD PAN yang berhubungan dengan legiaKAD serta beberapa
dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD RahNy behubungan dengan
masyarakat.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkahwa pada tahap
mekanisme rekrutmen kader ini, DPD PAN Kota Sangarisudah berusaha dengan
semaksimal mungkin melakukan kegiatan pengakdergmtterkecuali adalah kader
perempuan. Dalam tahap ini DPD PAN menggunakan deepengkaderan formal
melalui Lembaga Pengakaderan DPD PAN serta berussdrakrut kader dan

simpatisan melalui sayap-sayap sampai ke rantirtgigh kecamatan/kelurahan.

4.2.2 Pendidikan dan Pelatihan Kader Perempuan Partai Amanat Nasional

(PAN)

Sistem politik nasional yang menetapkan mekanismmilghan langsung
adalah langkah maju yang harus didukung. Kebijakasional mengenai pemilihan
langsung adalah bentuk tanggung jawab demokratig flarus diemban oleh semua
kalangan. Pemilihan langsung adalah ajang pendididitik bagi rakyat serta elit-
elit politik. Rochajat dan Sumarno (2006: 92-95)@aimumnya pendidikan politik
yang dilaksanakan suatu negara dalam sistem apagniaknya adalah bertujuan

untuk Mempersiapkan generasi penerus sebagai penelan pelanjut sistem nilai



(sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya) njemakan sistem berpikir tentang
nilai-nilai  yang dapat mempedomani aktivitas kep@u bernegara, dan
Memantapkan sikap jiwa didalam melaksanakan sistidan sekaligus membangun
hasrat melestarikannya. Pendidikan politik kadesttupuan untuk meningkatkan
kualitas kader sebagai calon pelanjut kepemimppsatai dan kehidupan organisasi.
Pendidikan politik lebih beroientasi pada pemantagan pengembangan program
partai.

Sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) kepenguruSawan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samda periode 2010-2015
dan dua (2) tahun menjelang penyelenggaraan peBPRD PAN mulai giat
menjalankan program-program pendidikan dan pelatikepada kadernya untuk
persiapan pencalegan pada saat pemilu agar memdi&g-caleg yang berkualitas
sehingga dapat menarik simpati masyarakat.

Lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana DPD PANtaK&amarinda
memberikan pendidikan politik serta pelatihan kepddider-kadernya, peneliti
melakukan wawancara dengan Ketua DPD PAN Kota Sadaaryaitu Dwiyanto
Purnomosidhi, S.Hut, dalam wawancara tersebut niaekaya

Program pendidikan politik ada misalnya LKAD, daldt{AD materinya

kita mengajari pemantapan ideologi Negara bahwantping kita sebagai

kader partai kita bisa berbangsa, jadi semangat Ul925, Pancasila,
terhadap Bhineka Tunggal lka itu menjadi materigbolisamping juga kita
menyampaikan tentang partai kita misalnya, ADRT Pxilli dan misi PAN,
flatform PAN, aturan internal dan mekanisme penglmlkeputusan yang

benar, lebih dipertajam juga masalah kebangsaadiagay Negara kita, UUD
1945 karena fungsinya nanti ketika kita menjadiamagian harus memahami



itu, tidak boleh salah harus melalui peraturanapgan dalam bernegara tadi,
sistem tata Negara itu (Wawancara: Rabu 05 Marbt)20

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwayrpm pendidikan
politik yang diberikan kepada kadernya adalah LKABng mencakup tentang
Negara dan PAN sendiri. Lebih lanjut Dwiyanto Pumosidhi, S.Hut
mengungkapkan:

Selain LKAD, vyaitu tadi ada coursing instruktur c#@wilayah, untuk

mengakader instruktur-instrukturnya, sama lebih akiep pendidikan dan

pelatihan, kita juga dalam sistem LKAD kita adaesis permainan, outbond
untuk melatih kerja sama tim, kita juga punya pdikadin untuk pelatihnya,

dan gurunya juga (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Selanjutnya untuk program pendidikan dan pelathiarsus untuk perempuan
Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut mengatakan:

Kita melalui, namanya pusat pemberdayaan peremjpiyampin oleh PUAN

DPW, sekarang Ibu Nurhasanah ketuanya. Juga metafyanisasi atau

organisasi sayap partai kita yang namanya PUAN,uddsta Ibu Sri

Harininsia. Yah macam-macam ada pembinaan atawddktgsus bagi ibu-

ibu, menjahit, memasak, wirausaha dan lainnya, kem&aktu ikut lomba di
Jakarta mereka juara tiga (3) (Wawancara: Rabu &=202014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengawiyadto
Purnomosidhi, S.Hut maksud dari penjelasan tersddaliwa pendidikan dan
pelatihan DPD PAN Kota Samarinda yaitu ada dalagklip Latihan Kader Amanat
Dasar (LKAD), selain itu ada juga coursing insturktiaerah/wilayah. Pendidikan
tentang politik, kepemimpinan, Negara, Partai gannlya yang berhubungan dengan
politik terdapat di LKAD. Kemudian selain itu adagp pelatihan khusus untuk
perempuan yang dibina oleh Pusat Pemberdayaan pemendibawah naungan

PUAN DPW PAN.



Selanjutnya Ketua DPD PAN Kota Samarinda DwiyanimmBmosidhi, S.Hut
menjelaskan proses/mekanisme dalam LKAD, dengamgatakan:

Dalam LKAD, pelatihan kepemimpinan kader, lebih ikeskalau faktor

penunjangnya latihan sendiri, bisa ngetik bisa dang praktis kalau dia
terpilih, seperti pelatihan kader dia dicalonkantukn menjadi anggota
legislatif, kalau dia terpilihkan dia langsung pedk menjadi anggota dewan,
tapi kita juga punya sistem disisi lain dibarenghdan pelatihan-pelatihan
legal draffing, penyusunan draf perda, disitu jug@da disisipi didalam
pelatihan kader itu. Makanya tadikan ada outboathrd outbond itu melatih
kebersamaan tim, misalnya kita pintar mainan, diledperapa kelompok,
nantikan menang-menangan balapan atau dalam beetokainan apa aja,
melatih kekompakan tim-timnya itu (Wawancara: R&@buMaret 2014).

Selanjutnya masih terkait dengan LKAD, ia mengupgka:

LKAD, sebanyak-banyaknya kalau kita mampu, itu kadgla dananya, kalau
ada kesempatan sebanyak-banyaknya, dalam kegiatamereka harus ikut,

mereka harus sama-sama, dalam satu kelas itu 8&se8@40 orang, kita

kalau bikin pengkaderan itu harus perkelas tidala lsiatu orang-satu orang,
dia harus perkelas, dua kali dekade (Wawancarai BatMaret 2014).

Dari pemaparan tersebut dapat dimaksudkan bahwalLi&rupakan wadah
pelatihan bagi kader PAN itu sendiri, disampingaggth tempat untuk pelatihan
kepemimpinan juga ada pelatihan bidang administi@sghan kerja sama dengan tim
dan lain-lain. Teknik pelaksanaan LKAD vyaitu dilakekan dalam bentuk
kelas/kelompok.

Setelah melakukan wawancara dengan Ketua DPD PAtd Kamarinda,
peneliti tertarik untuk mengetahui implementasiidprogram pendidikan dan
pelatihan yang dilaksanakan tersebut. Pertamaipenelakukan wawancara dengan

Devie Khatarina yaitu kader Caleg dari DPD PAN K&amarinda yang aktif di



organisasi Junior Chamber Internasional (JCI) yaeggerak dibidang sosial, ia

mengungkapkan:

Belum ada, karena PUAN PAN kita ini baru, baruediink kurang lebih tiga

tahun ini, kalau DPW PUAN PAN sudah aktif sejak garkalau yang di DPD

kita baru. Belum ada pendidikan untuk kita. Kangg dari PUAN PAN mau

minta sama DPW supaya ada. Pelatihan juga belupkalda di PUAN DPW

sudah ada, karena kita baru tiga tahun itu dantiklmejuga belum terlalu

aktif PUAN DPD PAN ini karena teman masih banyakgaibuk dengan

pekerjaan masing-masing. Jadi sebenarnya saya Kiéau cuma intinya

menggerakkan pasti jalan. Tapi sebelumnya mematighsada pembicaraan
dengan dengan teman bahwa kita mau mengadakanihpefaelatihan

(Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa beldan lkegiatan dari PAN
DPD PAN. Lebih lanjut Ketua PUAN DPD PAN Kota Samda Hj. Farah
Flamboyant, ST berpendapat sebagai berikut:

Pelatihan yang pernah diikuti hanya pelatihan sak$a. LKAD memang
orientasinya memperkenalkan tentang visi misi PARgrena setiap
organisasikan punya orientasi membernyalah. SebgmarKAD memang
tepat, tapi jangan dijadikan syarat semua, rekmthberu yang belum kenal
LKAD silahkan ikut (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahWANP DPD PAN belum
pernah mengadakan kegiatan pelatihan tetapi sutkalperencanaan akan diadakan
selain kegiatan LKAD. Selanjutnya ia menambahkamppatnya mengenai LKAD,

sebagai berikut:

Pengaruh LKAD saya belum tahu seperti apa. Kalagramnya bagus,
karena segala sesuatu yang bentuknya pembekalak katler, kemudian
untuk kebangsaan intinya leadersif, tim playemidian bagaimana turun ke
masyarakat, itukan poin-poinnya mereka tidak lakkan waktu LKAD,
sayang gitu, momentnya pas, sarananya pas tapi tiolmanfaatkan sama
teman-teman. Bagus sebenarnya moment pada saatuateimpdmbekalan
caleg itu (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).



Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua infornemseliut bahwa
program pendidikan dan pelatihan terhadap kadembeherata, masih ada kader
yang tidak pernah mengikuti kegiatan LKAD maupumgigan dari PUAN DPD
PAN Kota Samarinda. DPD PAN juga belum maksimal akehnakan program
pendidikan dan pelatihan karena pengurusnya be&pansihnya aktif karena masih
sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Tetapikukedepannya mereka akan
mengkoordinasikan dengan para pengurusnya untukgadeRan itu karena
menurutnya kegiatan tersebut baik untuk perkembangaalitas kader dan
perkembangan partai.

Kemudian Hj. Novi Marinda Putri, SE yang awal masgk di PAN pernah
menjadi Wakil Ketua BM PAN Kaltim, memberikan pepda yang berbeda dari
informan sebelumnya, dalam wawancara tersebut nmgkgpkan:

Saya sudah ikut LAKD, vyaitu latihan amanat kadesada Kita sudah

seringkali, PAN itu pengkaderannya untuk se-Ind@pdsaltim itu menjadi

salah satu contoh pengkaderan terbaik untuk selANy termasuk kita yang
terbaik, karena memang jenjang-jenjang pelatihadalusediatas, LKAD,

LKAM, dan LKAN itu kita selalu disiplin kemudian faihan untuk

perempuan itu sering sekali karena inilah gunaayas-sayap partai, itu kita

punya sayap partai yang namanya PUAN, perempuan iRAdisana betul-
betul membuat perempuan ini berpotensi. Partaitipdlak ada pelatihan
administrasi itukan untuk kader-kader saja, kalalathan kita ada pelatihan

saksi. Pelatihan caleg kita juga sudah ikuti, pedat pencalegkan sebelum
menjadi caleg (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahemgkaderan PAN di
Kaltim menjadi contoh pengkaderan terbaik diselumdtonesia. Selanjutnya Dewi

Ratih, S.Sos selaku sekertaris PUAN DPD PAN Kota&ada, mengatakan:



Selama di DPD PAN pendidikan yang pernah saya ikatialah
kepemimpinan, pelatihan kader-kader tadi, disita &@pemimpinan, ada
memecahkan masalah, macam-macam itu di LKAD. Sajailk saya tidak
bisa berbicara dengan orang banyak, setelah itudnidah berbicara dengan
orang banyak, mulai berani karena proses pengkade@i bisa belajar
organisasi dan belajar politik serta dapat ilmu itgol sedikit-sedikit.
Kendalanya mengikuti LKAD cuma waktu saja, mulagipsampai jam dua
belas malam, saya harus ngurus anak-anak, ratapatampuan itu
kendalanya waktu (Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Lebih lanjut Syarifah Zuhairiah, S.Ag yang saatjuga aktif sebagai penguiji
kompetensi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)ngengkapkan pendapatnya:
Mungkin saya yang paling jarang aktif di PAN, pdrnpelatihan yang
dilaksanakan oleh PUAN. Pelatihan kepemimpinan lurgartai kemudian
pelatihan yang diadakan oleh kepentingan pembeatiaygerempuan. Di
kementerian pemberdayaan perempuan banyak yanpjdipedisitu masih
instens disitu perempuan bisa belajar didalam neama organisasi,
kemudian manajemen pastisipasi masyarakat itu ledaktif, lebih sensitif.

Makanya perempuan sekarang harus diberdayakan.aBasskali apalagi
sekarang masih banyak kasus perempuan (Wawanedotar & Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengaNd¥i Marinda Putri,
Dewi Ratih, S.Sos dan Syarifah Zuhairiah, S.Ag tai&etahui bahwa dalam
program pendidikan dan pelatihan untuk kader pevampmasih bertumpu pada
program LKAD dan kegiatan yang dilaksanakan olelANUWPAN. Dalam program
tersebut pelatihan kepemimpinan untuk setiap kadmmjadi prioritas utama untuk
perkembangan partai serta perkenalan ideologirdtat partai, visi dan misi partai
juga sangat penting. Meski realitanya masih adarkehan-kelemahan dalam teknik
pelaksaan kegiatan tersebut, yaitu sering kalieb&mhgan dengan kepentingan
perempuan. Hal tersebut menyebabkan banyak kader-lgerempuan yang jarang

aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan.



Berdasarkan pengamatan/observasi dan informagi gigeroleh peneliti dari
beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD PAR KSamarinda rata-rata
penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan pada malam behkan ada kegiatan
kampanye caleg ada yang dilaksanakan pada malamSedringga dari observasi
selama peneliti melakukan penelitian dan berdasarkdéormasi yang peneliti
dapatkan, memang masih ada ditemukan dinamika larang baik bahwa dalam
sistem pendidikan dan pelatihan, terutama padaikgb@nyelenggaraan kegiatan
dengan kepentingan perempuan. Jangankan kegiatamalforapat harian saja
seringkali molor dari waktu yang sudah ditentukadRapat harian rata-rata
dilaksanakan pada malam hari, walaupun ada yaagsdihakan pada sore hari tapi
akhirnya selesai pada saat sudah tengah malamriyalovaktu pelaksanaan sudah
terlihat menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada mekanisntidiesm dan pelatihan
kader terutama untuk perempuan masih banyak yarlg geevaluasi oleh DPD
PAN. Karena perempuan pada saat ini seiring deaganya aturan yang mengatur
kepentingan-kepentingan perempuan dan banyakny#sustentang perempuan,
berada dalam posisi yang sangat dibutuhkan oletaipaaupun di pemerintahan.
DPD PAN harus lebih rutin lagi melaksanakan kegiatang bersifat dapat
mengembangkan kualitas kader. DPD PAN harus mekarerpelatihan atau
program pendidikan yang bersifat pengembangandain mental, sehingga dapat
mengembangkan pengetahuan dan wawasannya dalarfa sepeek, khususnya

tentang politik, baik itu tentang partai politik opun pemerintahan serta tentang



kepentingan/kebutuhan perempuan dan anak-anaknéaddn kedepannya. Karena
masalah tersebut seringkali menjadi masalah dakbuah Negara hal tersebut bisa
kita lihat dimedia cetak maupun elektronik masatadsalah yang dihadapinya.
Perempuan harus diberdayakan untuk bisa berkargaciptakan produk-produk

dalam negeri yang berkualitas tentu hal terselutotsa terwujud tanpa dukungan
dan perlindungan dari pemerintah.

Selajutnya untuk memperkuat pendapat dari bebenafmmman tersebut
bahwa kegiatan tersebut memang benar adanya ddibat dlari beberapa bukti
berupa data yang diperoleh peneliti yang sangdt ka@annya dengan program
pendidikan dan pelatihan kader tanpa terkecualekamrempuan. Data tersebut
bersifat materi-materi yang disampaikan pada kegiatK AD yaitu leadershif dan
team building yang didalamnya mencakup tugas pokok pimpinan,gdun
kepemimpinan dan syarat-syarat kepemimpinan, keanudda penyampaian Azas,
flatfrom, AD/ART dan nilai-nilai ideologi PAN, pemynpaian teori-teori dalam studi
kepemimpinan, selanjutnya ada penyampaian mataartg ilmu dasar politik yang
dalam pembahasannya ada pembahasan politik dam jséayampaian materi sistem
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan materintgrideerah Pilihan (Dapil) dan
alokasi kursi (Arsip DPD PAN, Maret 2013). Kemudidata berikutnya berupa
dokumentasi dari beberapa kegiatan tersebut darat ddiihat pada lampiran

dokumentasi.



4.2.3 Mekanisme/Syarat Penetapan Calon Legidatif (Caleg) Perempuan Partai

Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda
4.2.3.1 Mekanisme Penetapan Calon Legidatif Perempuan Dewan Pimpinan

Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)

Pemilihan umum (pemilu) yang adil dan demokratifadapkan dapat
menjadi alat sirkulasi kepemimpinan politik yangegdn sekaligus dapat
mengejawatahkan aspirasi dan keterwakilan politibatlemen dari semua elemen
dalam masyarakat, seperti etnis, agama, kaum pegempgelompok kepentingan dan
lain-lain. Memperjuangkan keterwakilan politik kayrarempuan diparlemen adalah
suatu keniscayaan yang tak boleh ditawar lagi daetem pemilu (Baswir, 2009:
115). Dalam setiap pemilu di Indonesia sejak 19892 lalu memang politisi
perempuan selalu tampil di panggung parlemen, nawham sisi kualitas dan
kuantitasnya masih amat minimal bila dibandingkaeengan politisi laki-laki.
Kemudian pada pemilu 2014 ini kemajuan cukup sikgif terlihat dengan
diberikannya kebijakanaffirmative action dengan memperhatikan 30 persen
keterwakilan perempuan seperti yang di atur dalamadg-Undang RI Nomor 08
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, ORDDPRD.

Dalam proses rekrutmen caleg Dewan Pimpinan Dg@&8Db) Partai Amanat
Nasional (PAN) Kota Samarinda dibentuklah intrunmestrumen kunci yaitu
kepanitiaan seleksi Calon legislatif (Caleg) yandaksanakan oleh Komite
Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD), dalam selekdeidiri dari 3 bagian yaitu,

Bidang Rekrutmen dan Evaluasi Caleg, tim ini medalkikan tahapan pendaftaran



bakal calon legislatif (bacaleg), kemudian Verifikaan Klarifikasi Data Bacaleg,
tim ini masih dibawah tim bidang Rekrutmen dan easai caleg dan yang ketiga
adalah Tim Monitoring dan Evaluasi , setiap tim niémstandarisasi struktural,
yaitu memiliki Koordinator, wakil koordinator damggota. Tim tersebut dibawah
koordinasi Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPDm Pencalegkan ini
beranggotakan kader PAN yang memenuhi syarat sekin pedoman pencalegan
dan yang paling penting tidak mencalonkan diri gabanggota legislatif pada tahun
tersebut, hal tersebut untuk memaksimalkan kerja seenjaga netralitas dari panitia
tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang batsimanipulasi, kolusi dan
memerikan standar ganda untuk keuntungan pihakepixdentu. Panitia ini yang
akan melaksanaakan serangkaian tanggung jawab,rapka panitia dapat
menjalankan tanggung jawabnya seadil-adilnya tloipihak pada Caleg manapun.
Mengenai kententuan-ketentuan dalam proses pekealesgmua diatur dalam Surat
Keputusan (SK) KPPD dan Surat Keputusan (SK) Pedo@rganisasi Pencalegan
DPD PAN Kota Samarinda.

Kemudian untuk mengetahui mekanisme penetapan Calegislatif
Perempuan DPD PAN Kota Samarinda, berikut bebei#pamasi yang diperoleh
dari Ketua DPD PAN Kota Samarinda Dwiyanto Purnanifus S.Hut, juga sebagai
caleg untuk DPRD Provinsi dari dapil Kota Samarinbalam wawancara tersebut
mengatakan:

Mekanismenya kita ada aturannya, tidak harus adargmian, dia itu semua

sama, dia itu harus buat program, kita itu adaisgaoya . Skoringnya, dia
pertama secara konsep harus menyampaikan konsgpamprgoemenangan



pemilunya, terus berapa lama dia di PAN ditunjukkiamgan SKnya, dia
menjadi pengurus sejak tahun berapa itu skornya-beda, antara yang lama
dan yang baru, program pemilunya juga dinilai, lagteitu aktifitas
pemenangan pemilunya juga dinilai, semua diniksj-laki dan perempuan
semua dinilai, disitu semua nanti terlihat sendwana rangkingnya yang
tinggi menjadi caleg nomor satu (1), baru caleghoo dua (2). Karena
peraturan KPU, diantara 3 harus ada perempuartuldisi menempatkan
perempuan dan disitu pun kalau dia kalah dengardkkyang nomor urut
empat (4), dan terpaksa dia tetap menjadi nomar(8 perempuan itu yang
dinaikkan karena peraturan KPU. Karena peraturat Kiekan satu (1)
sampai (3) harus ada perempuan, nanti diempatii@d, (5) dan enam (6)
juga harus ada perempuan, dideretan itu terser&hdampat (4), lima (5)
dan enam (6) masuk lagi perempuan karena peragadregitu (Wawancara:
Rabu 05 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketadtuva mekanisme
penetapan calon legislatif (caleg) di DPD PAN K8tmarinda sudah ada aturannya.
Aturan tersebut tentu mengacu pada peraturan ydmgtdoleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU/D) khususnya mengenai kuota keterwakparempuan dalam daftar
calon legislatif. Dalam peraturan tersebut DPD PRdta Samarinda menggunakan
sistem skoring untuk memberikan nomor urut kepaalage dalam sistem skoring
tersebut ada jenis-jenis penilaiannya, misalnyaya@paian konsep program
kemenangan pemilu dari bakal caleg, berapa lamalidRAN, menjadi pengurus
sejak tahun berapa, aktifitas pemenangan pemilialbeleg dan lain-lainnya.
Kemudian peraturan dari KPUD yaitu mewajibkan didaldaftar caleg, nomor urut
satu (1) sampai tiga (3) harus ada caleg perempegitu juga dengan selanjutnya.
Kemudian jika ada caleg perempuan dalam satu (&jdbaPilihan (Dapil) yang nilai
skoringnya tidak bisa mengalahkan nilai laki-lakridnomor satu(1l) sampai empat

(4) itu maka pihak penyeleksi/skoring dapat menghikdputusan sendiri dengan



persetujuan dalam rapat/musyawarah dengan Ketua BRD beserta pengurus
lainnya.

Lebih lanjut Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut menjekask pengaruh
domisili/tempat tinggal caleg dengan penetapan|dapiam wawancara tersebut
mengatakan:

Dia tetap bertanding karena ada skor tadi, karkoatadi yang menyebabkan

dia bisa bertanding atau tidak didapil lain dengaang-orang yang ada di

dapil itu, resikonya kalau dia tidak berhasil makia akan menanggung

sendiri. Jadi masalah domisili itu tidak bermasalangan penentuan dapil.

Yang penting KTP samarinda untuk caleg DPRD Kotan&ada. Untuk

caleg provinsi dia harus berKTP di provinsi itu.tuknDPR RI harus berKTP

Indonesia. Untuk Caleg DPR RI walaupun berKTP valayain misalnya

Sumatra dia tetap bisa masuk dapil Kaltim, yangktitdisa Caleg di DPRD

Provinsi. Tapi orang Berau, Bulungan boleh nyabsi PPRD Provinsi tidak
mesti tinggal di Samarinda (Wawancara: Rabu 05 V2#4).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dimaksudkawdalomisili caleg tidak
berpengaruh terhadap penentuan dapil karena mekelta menanggung resikonya
sendiri yaitu harus bersaing dengan caleg yang ob@sili didapil tersebut.
Kemudian aturannya adalah caleg harus memilikilK@ietnda Penduduk (KTP) yang
berdomisili didaerah tersebut, misalnya untuk cdd®RD Kota Samarinda harus
berKTP Kota Samarinda begitu seterusnya sampailkg ©PR RI.

Kemudian mengenai mekanisme penetapan caleg peasnpaleg DPRD
Kota Samarinda Devie Khatarina dari dapil Kota Samda Empat (4) memberikan
pendapatnya. Dalam wawancara tersebut peneliti gadingnformasi tentang
pengetahuan dan pendapatnya terhadap mekanismagsnealeg perempuan Kota

Samarinda, dengan mengungkapkan:



Sebenarnya sudah tahu bahwa dalam pencalegkan itahuarus 30 persen
perempuan, memang sudah terdengar, namun say&dikapa tidak, ketika
saya perempuan bisa ditempatkan dilegislatif dark&d-raksi memberikan
kepercayaan kepada kita, kita ikuti saja apalaga kuga dipermudah,
diistimewakanlah kalau kita perempuan, kebanyakaa #ibantu, kalau
misalnya kita ngurus-ngurus mereka semua ingin naabalh memang itulah
bedanya perempuan dengan laki-laki dan mudah-muadpbdakuan seperti
itu memang istilahnya, mereka harapkan bahwa menkatgrwakilan 30
persen perempuan itu kursinya harus dipenuhi, jangama sebagai
pelengkap (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahatand hal pencalegkan,
perempuan diberi perlakuan khusus/diistimewakan para laki-laki. Kemudian
mengenai pendapatnya terhadap mekanisme penetapeg merempuan, berikut
pendapatnya:

Bagus, karena memang harus dia punya syarat-syamnainereka harus lebih
teliti lagi, tidak sembarangan, jadi yang direkitu tidak sembarangan.
Memang kemarin itu ada jangka waktu yang diberikal ketika ada
kesalahan bisa diperiksa ulang lagi. Ribet sihkt{idaman saya fikir mereka
berusaha mematuhi aturan yang mereka buat. Kalkarasey itu ribet, tapi
ribetnya benar (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahvekamisme penetapan
caleg perempuan sudah cukup baik karena sudah yadat/kriteria yang harus
dipenuhi. Lebih lanjut secara rinci terkait has#dridpenetapan caleg perempuan
tersebut, yaitu terkait nomor urut dan dapil, diengratakan:

Puas atau tidak puas itukan kembali pada pribaalauk saya mau ditaro
dimana pun, mau nomor berapa pun, katika saya dusfaini masuk kedalam
politik itu, ada pertandingan, berkompetisi sayaasusiap ditaro dinomor
berapa pun. Saya tidak tahu kalau saya dinilai ggi apa yang jelas ketika
mereka memberi nomor urut mulai dari dua (2), tuk&nam (6) turun

kesepuluh (10) pokoknya yang acak-acak habis daktmasalah bagi saya,
karena saya fikir segala sesuatu itu mau kamu t@inrberapa kalau itu bukan
rejeki kamu tidak akan bisa mencapai kursi, dijalaaja semuanya itu

(Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).



Berdasarkan penjelasan dari Devie Khatarina diketaghwa sebelumnya dia
sudah mengetahui mekanisme penetapan caleg penenypita harus 30 persen
keterwakilan perempuan. Selain itu perempuan jugadapatkan perlakuan khusus,
istilahnya diistimewakan dengan diberikan bantualarsa proses verifikasi sampai
menjadi caleg tetap. Kemudian mengenai pemberiamonarrut dan daerah pilihan
tidak menjadi masalah karena hal tersebut membepkluang yang sama.

Dari keterangan Ketua DPD PAN, keterangan seruga glisampaikan oleh
Hj. Novi Marinda Putri, SE mengenai mekanisme papeh caleg perempuan
menyebutkan bahwa:

Mekanisme penetapannya biasanya dimulai dari sforiskoring itu

didapatkan dari mana saja. Jadi skoring itu lanpartai, terus keaktifan di

partai, itu berkaitan dengan penentuan nomor Hafau kita di PAN itu kita

pasti, jadi biasanya tidak ada kendali karena ydtag mencaleg disitu kalau
memang itu kader dia sudah siap dengan itu senergen®uan nomor urut
dan dapil di PAN itu terbuka, saya mendaftar dimanaka saya akan
ditempatkan disitu, saya mendaftar didaerah Sukgajang kemudian saya
dijadikan caleg didaerah sini. Jadi begini, adaebmta daerah yang populer
seperti di Samarinda llir, ada juga beberapa teymrg mendaftar di llir
dengan konsekuensi kalau ada orang asli situ yamng bktif dia harus siap

ditempatkan dinomor urut dibawah mereka (WawancKemis 20 Maret
2014).

Dari hasil wawancara diatas disebutkan bahwa ppaetanomor urut
dilakukan berdasarkan skoring kemudian daerahapiliberdasarkan atas kemauan
sendiri dari setiap caleg dengan konsekuensi ditamgy sendiri. Penilaian skoring
didasarkan pada keaktifan dipartai dan sesuatu lyargifat pengembangan partai.

Selanjutnya Hj. Farah Flamboyant, ST mengemukakandgpatnya

mengenai mekanisme penetapan Caleg perempuan skbakat:



Mekanisme penetapan caleg perempuan di PAN bagpishbélum tersusun
menurut saya, point-pointnya belum ada bukti aetgik yang menganjurkan
jadi kurang pembuktian dokumen, misalnya atas dagaranggota dibilang
aktif, hanya dirapat itu ada tanda tangan rapatkap itu dokumen rapatnya
selalu ada, kemudian absen kita selalu ada, kadauirgormalnya kayak
diwarung. Perjanjian point-perpoint itu yang rasakyrang transparan, kalau
untuk perempuan sekarang sisi perempuannya tiddiaten dari sisi depan
dan tidak kelihatan dari sisi lainnya hanya untukmenuhi kuota saja, belum
dalam tahapan kompetensi perempuan itu mulai bekgestuk masuk,
pengurus harian perempuan yang di wilayah terutttepi kalau yang di
kota kita tidak terlalu, bagaimana dia harus bewguaetidaknya perempuan
inikan selalu nomor tiga (3) setidaknya nomor sty walaupun dibikin
aturan sampai sedemikian rupa diantara seluruh 8@gersennya harus ada
nomor satu (1) perempuannya. ltu sebuah pemaksaansebuah partai,
partai harus memilih setelah 30 persen, merekashmemenuhi sangksinya
perempuan tidak bisa memperjuangkan itu sebenariiydak masalah
menurut saya kemarin itu karena habis waktunya jatang sekali diberi
kesempatan. Kalau kita berbicara didengarkanits&plah itu keputusannya
kembali lagi kepimpinan dan perempuannya kurang geire untuk
memperjuangkan itu, dikit-dikit ragu artinya perarap hanya mengikuti alur
saja. Belum berani untuk mempertahankan atau merigamosisi yang
seharusnya dia peroleh (Wawancara: Jumat 14 Maiet)2

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahaland hal pencalegkan
perempuan masih belum dapat untuk memperjuangkkihdianya karena mereka
masih merasa ragu untuk bersaing dengan laki-ladih lanjut secara singkat,
menyampaikan pendapatnya terkait keputusan pemetag@or urut dan dapilnya
dengan mengatakan:

Kalau tidak puas pasti, banyak hal tapi sekali Ipgrempuan selalu

menggunakan perasaan, akhirnya bertoleransi lgi@hii punya toleransi

lebih, bagaimana tidak kalau didapil saya harusdieg dengan sekertaris,
diposisi sekertaris DPD otomatis dia nomor satu P1a pasti punya potensi
untuk mengambil posisi strategis didapil manapum skya hanya orang baru

yang kemudian ini tidak akan mungkin bersaing, aptungnya berkelahi
dengan DPD hanya untuk itu (Wawancara: Jumat 14£0\ef14).



Berdasarkan hasil wawancara tersebut mekanismegpamecaleg perempuan
sudah dianggap cukup baik, tetapi masih ada yarlg gevaluasi lagi terkait teknik
pelaksanaannya. Belum ada pembuktian yang bisa oiikdin bahwa hal tersebut
sudah benar dan tepat dalam setiap keputusan yamdpitl Dikatakan juga bahwa
kehadiran perempuan dalam daftar caleg masih digaksmeski sudah dibuatkan
aturan yang sedemikian rupa untuk memberikan possig strategis terhadap
perempuan. Perempuan juga masih dianggap belum mantpk bersaing dengan
laki-laki dalam perebutan nomor urut tersebut karemang-orang yang memiliki
jabatan strategis dipartai didominasi oleh laki-iskdangkan yang berpotensi untuk
mendapatkan nomor urut kecil tersebut adalah meselay memiliki jabatan
strategis dipartai itu. Perempuan juga masih mentblaransi yang besar terhadap
keputusan yang diambil dan perempuan belum mampguk umempertahankan
pendapatnya ketika sudah didepan pimpinan partai y@ng seharusnya mereka
dapatkan.

Kemudian hal yang berbeda disampaikan oleh DewihR& Sos mengenai
mekanisme penetapan caleg perempuan yang mengagkap

Itu ditetapkan oleh partai dan saya tidak mengetat@kanismenya, masalah

penetapan nomor urut dan daerah pilihan saya tatak tiba-tiba saya sudah

disitu, itu internal partai saya cuma mengikuti il@dan pimpinan saja
(Wawancara: Jumat 21 Maret 2014).

Lebih lanjut ia mengatakan:

Tidak ada masalah, rata-rata perempuan itu ditd@apatinomor berapa pun
pasti kita terima karena menurut saya kuota 30epeferempuan cuma
sebagai formalitas karena daerah kita ini masih omi@g laki-laki cuma



cuma untuk memenubhi kriteria saja. Dari verifikiisibagi kita perempuan ini
bagus-bagus saja, puas saja karena sesuai demgpat teita (Wawancara:
Jumat 21 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bataleam penetapan caleg
perempuan masih ada dinamika bahwa perempuan bgagiikkan sebagai pelengkap
atau fomalitas saja karena menetapkan caleg taepdgritahuan terlebih dahulu
kepada yang bersangkutan. Kemudian hal tersebetsptin positif oleh caleg
perempuan tersebut karena merasa tidak bisa bgrsgingan caleg lain yang
mayoritas laki-laki jadi dia menerima keputusaisébut.

Terkait mekanisme penetapan caleg perempuan lablhjuga disampaikan
oleh caleg dari Dapil Kota Samarinda satu (1) dengamor urut sembilan (9) yaitu
Syarifah Zuhairiah, S.Ag yang mengatakan:

Mekanisme penetapannya, saya jarang hadir dirapdi, Ruma untuk
pengusulan saya sendiri yang mau didapil satu &lfu ysungai kunjang,
sebenarnya saya di Samarinda Ulu, karena disiralrspénuh. Ada peluang
memang didapil satu (1) karena memang saya yangtafawntuk penetapan
calegnya kalau menurut saya, dari pengalaman téemaan porsinya sudah
memenuhi syarat yang diberi peluang misalnya dié®emua Satu (1), didapil
itu ada perempuan nomor urut satu (1), di projunga ada perempuan nomor
urut satu (1), sesuailah dengan kebijakan dari KiRedgan urut-urutan itu
(Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Lebih lanjut mengungkapkan pendapatnya mengen@nsipenilaian caleg
dan hasil nomor urut yang didapatkannya, dengargatakan:

Kalau saya, skor itukan misalkan dia ikut pelatihealau saya ikut dipers
waktu pelatihan dasar, momennya itukan bisa diargtdu (1), dua (2), tiga
(3), empat (4) nya itu, terus terang ini saya kgrarengetahui, soalnya saya
lihat peluang ini sama, tidak terlalu mimikirkanmdina posisi kita, saya lihat
semua posisi punya hak dan peluang yang sama. rBayeang tidak hadir
bagaimana penetapan itu. Nomor urut satu (1), @atiga (3) dengan
pengalaman sebelumnya bahkan nomor urut sepulyhj@@ bisa masuk,



saya tidak melihat itu. Dari hasil itu saya puaseka melihat semua posisi itu
punya kesempatan yang sama (Wawancara: Sabtu 22 RCHr4).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahalagctersebut terkait
mekanisme penetapan nomor urut dan dapil dia teldddu mengetahui prosedurnya,
tetapi terkait penetapan dapil dia sendiri yang m&andan terkait nomor urut yang
ditempatinya tidak dipermasalhkan karena dia megg@sm semua posisi punya
peluang sama. Kemudian terkait dapil yang ditempatikut pendapatnya:

Memilih di Sungai Kunjang pertama karena di Sant&it/lu sudah penuh,

kedua karena saya semua Samarinda itu hampir pjamysgan, karena

aktivitas saya juga ada disemua kecamatan, jadi gisemua dapil tidak
masalah. Karena aktivitas saya dikelompok PAUD,ugBAUD disemua
kecamatan ada, saya aktif di himpunan pendidikak aisia dini jadi sudah

punya jaringan. Karena semua aktivitas bisa saygkpu jadi tidak terlalu
mempermasalahkan (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Dari hasil wawancara yang diuraikan oleh Syarifathairiah, S.Ag diatas
dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan caegmpuan di DPD PAN
sudah dianggap baik karena sudah memberikan pgeng cukup baik terhadap
perempuan meski pada saat tidak hadir dalam rapa¢tapan caleg waktu itu.
Dikatakan bahwa DPD PAN sudah berusaha keras unémkalankan peraturan yang
dibuat oleh KPU. Kemudian baginya nomor urut daerda pilihan tidak terlalu
berpengaruh terhadap peluangnya untuk terpilihneaneemiliki peluang yang sama.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mekanisme persgtagaleg yaitu terkait
nomor urut dan dapil pasti ada kendala. Tidak setaleg bisa menerima keputusan
tersebut khususnya perempuan, hanya saja perempuamemiliki toleransi dan

lebih mencari aman. Seperti yang diungkapkan olefy@nto Purnomosidhi, S.Hut



terkait kendala dalam penetapan caleg perempuagakeberikut: “Ya kendalanya,
apabila ada yang tidak terima dengan keputusarajga @1asil wawancara: Rabu 05
Maret 2014). Tentu hal itu tidak baik karena dapa&ngurangi suara partai. Lebih
lanjut ketika peneliti menggali informasi mengepaleg yang tidak terima dengan
keputusan tersebut, ia mengatakan:

Ya akhirnya dia pindah ke partai lain, itu kendbkgi partai, itukan bisa
mengurangi suara kita, karena keterbatasan kuditaMasalnya Samarinda
Ulu calegnya delapan (8) kemudian yang daftar gatkg ada dua belas (12)
orang, pasti ada empat (4) orang yang dibuang, gadangan sebetulnya.
Kemudian selama DCT belum ditetapkan, ketika dalaftar calon ada yang
meninggal maka ini bisa masuk lagi sebetulnyaktapidia sudah ada yang
tidak senang duluan oleh kebijakan itu, akhirnydi jealeg dipartai lain

karena masih ada yang buka dipartai lain (Wawan&ahu 05 Maret 2014).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bakeralala partai dalam
penetapan caleg masalah yang timbul adalah ada&pyalah caleg yang tidak bisa
menerima keputusan dan karena sedikitnya jumlalakdalam dapil itu sedangkan
yang mendaftar cukup banyak jadi pasti ada yargjnigkirkan dan mereka lebih
memilih pindah ke partai lain yang masih membukeologan untuk menjadi caleg.

Selanjutnya Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut juga miasjean begaimana
tindak lanjut dari kader yang jadi caleg diparganltersebut dengan mengatakan:

Itu tidak menjadi masalah selama dia tidak melegrashri, kita biarkan saja.
Kemarin ada yang minta izin menjadi anggota KPUgeka dia pernah atau
berasal dari partai maka dia harus mengundurkaniirharus pakai surat,
kalau yang lainnya tanpa pemberitahuan, tahu-takahs ada di partai lain.
Biasanya yang begitu yang sudah menjadi anggotamekalau dia mundur
dikeluarkan dari partai, dihilangkan SKnya, tapiggota dewan, ujung-
ujungnya nanti kalau dia pindah partai dia dipegatalnya anggota dewan
dari PAN terus dia ternyata pindah kepartai latn, mekanismenya harus
jelas, harus dikirimi surat karena itu dalam rangkampengaruhi dia dari
kursi dewan. Kemudian kalau masalah sosial, asysiidah partai lain tidak



boleh, ada proses ada masa keterangan dia disugatody mengimbangi
informasi, kalau dia dipanggil tidak datang sekadiringatan satu (1) dan dua
(2) sampai peringatan ke tiga (3) maka disitu ad&uiman/keputusan
(Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari penjelasan diatas partai selalu memberikardoki kepada setiap kader
yang ingin keluar karena ada kepentingan lain. Kgdag mempunyai kepentingan
lain diluar harus mengundurkan diri terlebih dahddemudian untuk permasalahan
lain seperti pindah ke partai lain serta melaku@rbuatan yang tidak terpuiji itu ada
mekanismenya, yaitu mereka akan dikirimi suratrggdan sampai tiga (3) kali baru
ada pemberian sanksi/keputusan.

Kemudian terkait caleg yang bukan kader, DwiyaRtonomosidhi, S.Hut
mengatakan:

Secara otomatis kalau sudah menjadi caleg makagaidia sudah menjadi

kader PAN karena untuk menjadi caleg mereka haresnitki kartu tanda

anggota parpol kalau tidak ada itu dia tidak dapatyalonkan, jadi kalau dia
sudah jadi caleg maka otomatis dia kader PAN, haargd berapa persennya
itu tergantung mereka ada 24 karat, ada 23 karase@rusnya karena itukan

Islam. Harus ikut LKAD sebenarnya, karena dalam [DKRetika proses ini

ada itu tergantung partai yang adakan, kalau nyaataa tokoh masyarakat

yang mau jadi caleg maka dia harus membuat permayaadau mendaftar
untuk ikut LKAD (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalaftar caleg tidak ada
yang namanya caleg bukan dari partai atau calegakerh masyarakat, karena pada
dasarnya orang yang masuk menjadi caleg secaraatsosudah menjadi kader
karena persyaratan utama untuk pencalegkan adaftak hda Kartu Tanda Anggota

(KTA) Parpol serta harus mengikuti LKAD.



Dari semua uraian yang dipaparkan diatas terkakamseme penetapan caleg
perempuan di DPD PAN Kota Samarinda masih ada dksayang terjadi, misalnya
masih adanya caleg yang belum mengetahui mekanp&metapan caleg tersebut,
adanya caleg yang belum bisa menerima keputusamasédas terhadap apa yang
didapatkannya, kurang baiknya teknis penilain tiari skoring, adanya caleg yang
pindah ke pertai lain karena adanya kekecewaaadaphpartai.

Dalam mekanisme penetapan caleg ada dua (2) agandacukup rumit dan
harus diselesaikan, yaitu penetapan nomor urut plmentuan daerah pilihan.
Penetapan nomor urut didasarkan pada tim verifidasi keputusan dalam rapat
harian, begitu pula dengan penetapan daerah pilihetapi penetapan nomor urut
lebih rumit, karena tentu semua caleg menginginkamor urut pertama (kecil)
dimana disitu ada beberapa hal yang sangat beméndan lebih besar peluangnya
mendapatkan nomor urut tersebut serta harus pblantirkan dengan peraturan
KPU. Orang-orang yang memiliki jabatan strategisadiai lebih berpeluang untuk
mendapatkan nomor urut kecil tersebut. Sedanghkankjita lihat realitanya hanya
ada beberapa orang saja perempuan yang mendutiakanatersebut yang lainnya
hanya sebagai kader/anggota biasa, serta perengraag sekali diberi kesempatan
untuk menjadi ketua panitia saat ada kegiatan. Makah yang menyebabkan
perempuan tidak bisa mendapatkan nomor urut kieinudian penetapan daerah
pilihan lebih didasarkan pada kemauan individu damisili caleg. Permasalahan
yang sering timbul adalah ketika kelebihan caldgrdesatu dapil, sehingga beberapa

caleg dari dapil itu harus pindah ke dapil yang im&ekurangan dan tentu bukan



dari domisilinya, hal ini juga ditetapkan dalam agarian partai dengan seluruh
kader/caleg.

Dari hasil pengamatan/analisis dari peneliti diketabahwa dalam daftar
caleg DPD PAN Kota Samarinda posisi perempuan ltdad (5) dapil, hanya ada
satu (1) dapil yang nomor urut satu (1) nya calegempuan yang keempat (4) nya
dimiliki oleh caleg laki-laki. Kemudian tiga (3) pih yang nomor urut terakhirnya
dihuni oleh perempuan. Kebanyakan caleg perempitamphtkan diposisi nomor
urut pertengahan sampai nomor urut buncit. Halebars tentu dapat melemahkan
posisi perempuan/mengurangi peluang caleg peremmuudok terpilih karena
berdasarkan pengalaman peneliti bahwa masyaralam aaemilih cenderung nomor
urut kecil, apalagi didaerah pelosok-pelosok haldieut seringkali terjadi.

Berdasarkan pendapat dari beberapa narasumbetstahglipaparkan diatas
dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan cakig PAN Kota Samarinda
sudah diatur dalam peraturan tentang pencalegkatanD pelaksanaan peraturan
tersebut masih banyak yang perlu dievaluasi oletaipatau pihak pelaksana aturan
tersebut. Terkait penetapan nomor urut dan dapiu @aanya evaluasi yang untuk
kedepannya, karena masih banyak yang terjadi 8dakai dengan yang diharapkan.
Perempuan belum menjadi perioritas untuk dijadialeg, perempuan belum terlalu
diandalkan untuk mewakili rakyat diparlemen. Masitta caleg perempuan yang
hanya menjadi pelengkap saja dalam daftar caldgpirdapat dikatakan bahwa DPD
PAN Kota Samarinda telah melaksanakan tugasnyaaisdengan tuntutan undang-

undang tentang kuota keterwakilan perempuan daddtarccalegnya.



Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara digaag terkait dengan
mekanisme penetapan caleg perempuan dapat dildat yndang-Undang Republik
Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan ddrAnggota DPR, DPD dan
DPRD dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 56 aysnipai 3. Kemudian data
pendukung selanjutnya adalah mengenai tahap \asifdata bacaleg yang dilakukan
oleh tim verifikasi dari KPPD melalui sistem skayiyang diatur dalam Pedoman
Organisasi Pencalegan Anggota DPR RI, DPRD ProdasiKabupaten/Kota Partai

Amanat Nasional Periode 2010-2015.

4.2.3.2 Mekanisme Penetapan Calon Legidatif Perempuan Dewan Pimpinan

Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) di Komis Pemilihan

Umum Daerah (KPUD) Kota Samarinda

Pemilihan Umum (pemilu) disebut juga dengdvolitical Market” artinya
bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempaitvidu/masyarakat berinteraksi
untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyatastintara peserta pemilu (partai
politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hgklih setelah terlebih dahulu
melakukan serangkaian aktifitas politik yang mdiixampanye, propaganda, iklan
politik melalui media massa cetak maupun elektros&rta media lainnya dan
bahkan komunikasi langsung antar pribadi yang lmdubdace to face (tatap muka)
atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai prograatfoh, asas,
ideologi serta janji-janji politik lainnya guna makinkan pemilih sehingga pada

pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap satu partai politik peserta



pemilu (Rahman. A, 2007: 147). Kemudian Komisi R#gran Umum (KPU) adalah

lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasideédp, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan pemilu. KPU adalah lembaggef@ggara pemilu yang
bersifat independen artinya dia bersifat netral didak boleh memihak pada salah
satu partai politik atau pun kelompok kepentinganriya.

Tugas KPUD Kota Samarinda dalam penetapan DaftéonCeetap (DCT)
adalah memverifikasi data para Daftar Calon SemenfaCS) yang diajukan oleh
partai politik. Ketika ada data yang tidak sesusnghn ketentuan yang dibuat oleh
KPU, maka KPU akan menindaklanjuti permasalahasebert ke partai yang
bersangkutan. Terkait dengan DCS yang diajukan @lelvan Pimpinan Daerah
(DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarind@a &#eberapa caleg yang
mengalami masalah terkait dengan data pribadi raef@an oleh KPUD Samarinda,
mereka diberi waktu untuk memperbaiki dan melengklagrkas-berkas yang
bermasalah tersebut baru kemudian KPUD melakukasepr penetapan menjadi
DCT.

Kemudian untuk mengetahui mekanisme penetapan gadegmpuan di
KPUD Kota Samarinda serta mengenai wewenang KPURaitedengan caleg
perempuan, maka peneliti melakukan wawancara dedgdriKPUD Kota Samarinda
bagian teknik yaitu Dhany Rafandi, SH yang mengatak

Jadi yang diatur oleh undang-undang tentang pemdiiy undang-undang

No. 18 tahun 2012 adalah partai politik mengajulaton untuk DPRD Kota

Samarinda itu wajib menyertakan sekurang-kuran@dypersen keterwakilan

perempuan disetiap dapil, bukan secara global degetiap dapil. Nantinya
ketika ada sepuluh (10) murni maka minimal tiga ¢dn nomor urutnya,



diantara tiga (3) harus ada satu (1) perempuank&etalah satu daerah
pemilihan tidak memenuhi syarat untuk 30 persemrietkilan perempuan
maka KPUD berwenang untuk mencoret daftar calegratladersebut
(Wawancara: Sabtu, 01 Maret 2014).

Bedasarkan hasil wawancara diatas dapat diketathwwéd wewenang KPUD
Kota Samarinda terkait dengan caleg perempuan ladaklaksanakan Undang-
Undang No.18 tahun 2012 tersebut yaitu dalam datiéeg harus ada perempuan
paling sedikik 30 persen dari setiap daerah dilifizempil). Kemudian ketika ada dapil
yang daftar calegnya jumlah perempuan tidak memcaPapersen maka KPUD
berwenang mencoret/atau menghilangkan daftar cidiagil tersebut.

Partai politik dalam memenuhi kuota perempuan kerfséentu mengalami
kendala, karena tidak semua kader perempuan yandipdrtai mau menjadi caleg,
kemudian masih banyak kader belum memenuhi syamaitkumenjadi caleg,
selanjutnya kebanyakan kader perempuan juga belamiliki kualitas SDM yang
baik untuk menjadi caleg. Hal ini tentu membutuhkaktu yang cukup lama bagi
partai politik untuk memenuhi kuota tersebut. Dendendisi seperti itu maka
tentunya partai politik butuh toleransi waktu ddRUD untuk melaksanakan aturan
KPU tersebut. Dari faktor-faktor penghambat yangagarkan tersebut, tentu KPUD
Kota Samarinda mempunyai aturan-aturan/mekanismeik upenetapan caleg
perempuan yang diajukan partai politik. Terkait alals tersebut Dhany Rafandi, SH
mengungkapkan:

Mekanismenya partai politik diberikan kesempatatukinmengajukan daftar

calon mereka, apakah calon anggota legislatif naedekgan ketentuan empat

puluh (40) persen untuk setiap daerah pemilihanpd&npuluh (40) persen
jumlah maksimal seratus (100) persen. Di 2009 ufuht puluh lima (75)



persen, kemudian 2014 sudah seratus (100) perstuk wetiap dapil.

Kemudian dilakukan seleksi administrasi terkaitghan berkas-berkas daftar
calon yang dimaksud, kroscek berikutnya KPU setete@takukan seleksi
administrasi jika ada hal-hal yang dirasa kuramphkap atau tidak lengkap
administrasinya masih diberikan waktu untuk melakuk perbaikan

administrasi, namanya daftar calon sementara hasibaikan (DCM).

Kemudian setelah menetapkan daftar calon sememgarbaikan, DCM

diverifikasi dulu. DCM kemudian ada perbaikan didesetiap partai politik

boleh mengganti calon-calonnya. Kemudian KPU mdadedn atau

menetapkan daftar calon tetap yang berhak mengibaimilu 2014

(Wawancara: Sabtu, 01 Maret 2014).

Lebih lanjut ia menambahkan terkait masalah tetsgénigan mengatakan:

Partai politik diberikan kesempatan dari Daftar ddalSementara (DCS)
sampai Daftar Calon Sementara hasil perbaikan (D®Mika partai politik

tidak melengkapi berkas administrasi sampai madair aRaftar Calon

Sementara hasil perbaikan maka KPU tidak mengikiatszn caleg itu dalam
Daftar Calon Tetap (DCT). Dan kewenangan KPU umbgkubah nomor urut
ketika dia tidak meninggalkan dalam proses penat&§aT, kemudian untuk
pencetakan surat suara, jika ada calon yang mealindgnia sebelum
tanggall0 desember 2013 maka KPU menghilangkan ryamg dimaksud
tanpa menghilangkan nomor urutnya. Ketika hal égatdi maka KPU Kota
Samarinda menghilangkan nama yang dimaksud tanpghi@gkan nomor
urutnya. Dan itu tidak boleh diganti selama kepatu®CT, ini keputusan
untuk pencetakan surat suara (Wawancara: Sabtda@dt 2014).

Dari hasil wawancara diatas bahwa mekanisme pemeteaaleg perempuan
melalui beberapa tahap, yaitu: pertama partai ikoliiberi kesempatan untuk
mengajukan daftar calon legislatifnya kemudian ydwmglua dilakukan seleksi
administrasi terkait berkas-berkas caleg yang Keajwleh partai politik. Selanjutnya
jika dalam seleksi administrasi ada yang belumKkapgnaka diberikan kesempatan
kepada caleg untuk melengkapinya, ini disebut smbdaftar caleg sementara hasil
perbaikan atau DCM setelah proses itu selesai B&UD menetapkan menjadi

Daftar Calon Tetap (DCT) dan berhak mengikuti pamiemudian jika ada yang



tidak menyelasaikan perbaikan berkasnya sampaiumgkhg diberikan oleh KPU
maka tidak akan diikutsertakan dalam pemilu terseBan setelah DCT sudah
ditetapkan oleh KPUD maka tidak boleh mundur lagi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengaegcBPD PAN Kota
Samarinda terkait mekanisme penetapan calon l&égidlakPUD Kota Samarinda
yaitu selama prores verifikasi data caleg mulaii d&ieksi administrasi sampai
Penetapan Calon Tetap (DCT). Wawancara denganafphA-lamboyant, ST dalam
wawancara itu memberikan penjelasan terkait perafa@a yang dihadapi selama
verifikasi data dan mengenai kinerja KPUD Kota Sanu&. Dalam wawancara
tersebut mengatakan:

Kemarin saya tidak ada kendala, saya memenuhi selauaertifikat, dari
ljazah, tidak terlalu bermasalah. ljazah saja ké@magak lambat karena
legalisirnya harus ke Surabaya tapi saya masih gpsayu (1) lembar yang
belum lengkap, terus habis itu nama berubah, ituidak boleh pakai hajah
hajih. Itu saja, saya terpenuhi karena saya S1ul@n secara administrasi
saya tidak ada masalah (Wawancara: Jumat 14 Maid)2

Lebih lanjut mengenai kinerja KPUD Kota Samarind@ngungkapkan:

Kalau menurut saya kinerja KPU, malah progres kasaya kemarin sempat
diminta untuk jadi narasumber atau pendamping m@@awdemokrasi
bentukannya KPU untuk mendampingi sosialisasi KRida cpencoblosan
dikalangan disabilitas (orang cacat) itu luar bissbenarnya, kalau misalnya
angkanya satu (1) persen atau dua (2) persen juhalkah penduduk Kota
Samarinda, dia punya pengaruh yang luar biasa. Quasalahnya disabilitas
terlayani tidak, kayak anak tuna netra kertas syaraudah disesuaikan tidak,
bagaimana kemudian orang-orang caleg itu menssssatan dirinya dengan
orang-orang yang tuna netra, terus pendampingngiiahpamanah, ketika
mencoblos dia minta nomor tiga (3) partainya irendrkah dicoblos itu.
Kemudian tuna rungu, beda layanannya, kamu pasgglu kali itu juga dia
tidak tahu terus kemudian anak yang di kursi rodaybk TPS yang tidak
akses ketika kursi roda dipakai, dimana merekasharancoblosnya. Tidak
difikirkan itu bagian dari masyarakat, tetapi kemanereka mencoba bentuk



itu dengan para temen-temen di KPU, saya bilangkémajuan buat saya
sebagai pemerhati ABK (anak berkebutuhan khusus)aitinya seluruh
Indonesia belum tentu semua melakukan itu (Wawanchrmat 14 Maret

2014).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui babatag tersebut dalam
proses seleksi administarsi/verifikasi data terséidlak mendapatkan masalah yang
begitu serius. Kemudian terkait kinerja KPUD Kotan&rinda sudah dianggap
cukup baik karena sudah ada perhatian terhadapamsksy yang mempunyai hak
memilih tetapi ada secara fisik butuh perhatiarhleb

Kemudian Hj. Novi Marinda Putri, SE berpendapat gerai kinerja KPUD

Kota Samarinda dengan mengatakan:

Kalau di KPU Kota maupun Provinsi perlu menjalankamua ini, walaupun

kita agak sedikit kerepotan menjalankan aturanaatuyang ada seperti
pemasangan baleho yang dibatasi, itukan salaht@atia pemenangan Kkita,
cuma karena mereka sebagai penyelanggara dands&atp kita harus ikuti

juga aturan mereka. Yah tidak kesulitan betul kdjgi agak sedikit kerepotan
dengan aturan-aturan KPU, tapi kita jalani dan kgausaha untuk membuat
aturan itu memang betul (Wawancara: Kamis 20 M20é&d).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Syarifah ialha S.Ag terkait
aturan-aturan dari KPUD Kota Samarinda, dengan omegigapkan:

lya kadang kemarin itu ada hal-hal yang tidak tenpeinsip dipermasalahkan,
kemarin ada permasalahan legalisir saya harus k¢aBaasin karena saya
sekolah disana. Jadi banyak hal-hal prinsip yamgshdiverifikasi lebih detail
lagi ini jadi malah bikin orang jadi malas ikut jazhleg, jadi ada prinsip yang
tidak penting tapi diutamakan gitu (Wawancara: 622 Maret 2014).

Lebih lanjut menambahkan mengenai kinerja KPUD Kaganarinda dengan

mengatakan:

Kalau sekarang belum, baru dibentuk, kalo yang hbentuk ini. Saya
belum bisa menilai, tapi kalau yang masa-masaikasifitu seperti yang saya



bilang tadi ada hal-hal yang tidak seharusnya dipsalahkan, kemungkinan
ini oknum, ada sebagian komisionernya yang tidaknpermasalahkan tapi
ada sebagian yang mempermasalahkan masalah ptinsgebelumnya ada
satu (1) yang bilang begini kemudian kata komisioyang lain bilang tidak
gitu (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan tdrsiEpat dimaksudkan
bahwa para caleg mengaku merasa agak kesulitarala@kgn aturan-aturan yang
terapkan oleh KPUD Kota Samarinda. Dikatakan balada permasalahan yang
seharusnya tidak terlalu prinsip tapi dipermasaahkuga terutama saat proses
verifikasi data/berkas-berkas caleg. Tetapi mesgith para caleg tetap berusaha
menjalankan aturan tersebut dan semua berjalaarlanc

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dahgeaselitian bahwa pihak
KPUD Kota Samarinda sudah berusaha menjalankaaratyang ada di Undang-
undang pemilu dan peraturan-peraturan yang dibaatBgrta peserta pemilu juga
sudah berusaha memenuhinya baik itu dari pihalkaippdlitik maupun dari pihak
caleg secara pribadi. Apalagi berdasarkan jadwadUBHRnempunyai waktu yang
cukup lama untuk melakukan verifikasi data, yaguir lima (5) bulan dari januari
sampai agustus, begitu pula dengan para caleg enerelkipunyai waktu yang cukup
untuk melengkapi berkas-berkasnya.

Sehingga dari hasil wawancara dari beberapa irforgang diwawancarai
oleh peneliti, dapat disimpulkan mekanisme penetapalon legislatif (Caleg)
perempuan di KPUD Kota Samarinda mengikuti anjuyamg Undang-Undang

Pemilu yaitu keterwakilan perempuan dalam daftéegcdari setiap partai dan setiap



dapil harus mencapai 30 persen. Kemudian seleksinggtaratif untuk setiap caleg
dijadikan prioritas utama dan sudah dilaksanakawgyale baik.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara terkahap-tahapan
verifikasi data bacaleg di KPUD Kota Samarinda dagiéihat pada data yang
diperoleh peneliti yaitu Peraturan KPU Nomor 21 dat2013 tentang Perubahan
Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum NombiT@hun 2012 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Ramiimum Anggota DPR,
DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah bebéwapaliubah, terakhir
dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013. Dalamtyran tersebut dijelaskan

tahap-tahapan verifikasi data bacaleg disertai ghqwlaksanaannya.

4.2.4 Partisipas Perempuan dalam Politik
4.2.4.1 Partisipasi Perempuan Masuk dalam Partai Politik (Partai Amanat

Nasional)

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negaesdidalam mempengaruhi
proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan waomikut menentukan
pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud,rarén mengajukan tuntutan,
membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajkiktk dan koreksi atas
pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukuangregaentang calon pemimpin
tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan midmvakil rakyat dalam pemilihan
umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungatuk membuka kesempatan,

mendorong dan mengajak para anggota dan masyangkiag lain untuk



menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatempengaruhi proses politik.
Jadi, partai politik merupakan wadah partisipaslitigo (Surbakti, 2007: 118).
Berdasarkan analisis politik modern, partisipasiitigomerupakan suatu masalah
yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajgetutama dalam hubungannya
Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Paddnyawv partisipasi politik
memang fokus dengan partai politik, tetapi dengarkgmbangan demokrasi yang
semakin modern banyak muncul kelompok-kelompok yagg ingin mempengaruhi
pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum &akenewa dengan kinerja
partai politik hingga pada akhirnya fokus partisigaolitik meluas.

Hingga pada saat ini ada permasalahan dalam swajar&l yang tak kunjung
selesai yaitu terkait keterlibatan perempuan daglafitik. Dalam hal ini keterlibatan
perempuan dalam partai masih dianggap kurang. Ddiibat ketika menjelang
pemilu partai politik agak sedikit kewalahan untolemenuhi aturan-aturan yang
dibuat oleh peyelenggara pemilu, yaitu KPU khusasmermasalahan kuota
keterwakilan perempuan. Berbagai kendala yang djfiggerempuan untuk terlibat
dipolitik, salah satunya adalah masih adanya psrsepsyarakat bahwa perempuan
tidak wajar untuk terlibat dipolitik karena alasprofesi perempuan hanya untuk
dirumah.

Kemudian melirik ke Partai Amanat Nasional (PAN)ugbhsnya Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Samarinda terlihatmtiki cukup banyak kader
perempuan tetapi dari segi kualitas masih dipedisy. Beragam alasan mengapa

mereka memilih DPD PAN Kota Samarinda salah satum@ah karena mereka



melihat sosok pendirinya maka dari itu dari segilikas masih diragukan. Kemudian
alasan lainnya adalah karena mereka ingin belaggpolitik dan karena mereka
diajak oleh teman. Dari alasan-alasan tersebutnkasih belum melihat adanya usaha
PAN khususnya DPD PAN Kota Samarinda untuk merdiader yang berkualitas.
Maka dari itu, untuk mengetahui apa saja yang @melalakangi perempuan
untuk berpartisipasi dalam partai politik, makaglgnmelakukan wawancara dengan
caleg dari DPD PAN Kota Samarinda dari tiap dapawancara pertama dilakukan
dengan Devie Khatarina dari dapil Kota Samarindgan{4). Dalam wawancara
mengenai partisipasi perempuan terlibat dipolitiksusnya diparpol, ia mengatakan:

Karena ketika kita diberi kesempatan, perempauasilikesempatan, kenapa
kita tidak mencoba, saya juga ingin memotivasi phwibu walaupun kita
hanya usaha perempuan, walaupun hanya sekolahaselsMA tidak
menutup kemungkinan bagi kita untuk bisa maju, kitga lebih tahu, kita
bisa terjun Kkepolitik atau kedalam bidang apapunenidtivasi para
perempuan misalnya ibu-ibu karena segala sesuddk tlilihat dari segi
pendidikan yang tinggi tetapi dilihat dari apakammki mau. Mau mencoba,
mau belajar, apakah kamu ingin tahu, itu yang pgréebenarnya. Tapi saya
pada saat berorganisasi itu bertemu dengan oramgrorang titelnya lebih
tinggi dari teman-teman partai saya itu dari bedbatperah, dari berbagai
Negara, kami itu organisasi Internasional. Merekmaj tidak pernah
membedakan status pendidikan, status sosial atapuapjadi istilahnya
kekuatan hati, kepercayaan diri itu timbul pada ssaya masih diorganisasi
itu. Buktinya saja saya, cuma lulusan SMA masihahisegang satu (1)
organisasi besar di Kaltim, mikirnya bisa kenal giem orang lain. Makanya
ingin juga memperlihatkan sama orang-orang bahweajkga bisa, kita juga
bisa berkiprah (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dimaksusidawva yang menjadi
daya tarik atau alasan untuk terlibat dipolitik &hsnya masuk partai politik adalah
ingin memotivasi kaum perempuan untuk terlibat biifgo ingin menjadi contoh

bahwa perempuan bisa tampil dipolitik walau tidekgendidikan tinggi.



Lebih lanjut Devie Khatarina mengungkapkan tujuannymasuk dipartai
politik dengan mengatakan:

Karena mirisnya saya melihat pendidikan, pendidilkltam artian dari

pengalaman pribadi, pendidikan sekarang itu bamyek-anak pintar yang
terbuang karena uang, jadi segala sesuatu kepiniaraisa dibeli dengan
uang, makanya saya fikir kalau saya terjun kepatéiik atau masuk ke

legislatif saya mau tahu, bagaimana sebenarnyaequossekolah itu yang
benar, kenapa anak-anak pintar itu bisa terbuamgate anak-anak yang
berkemampuan terbatas tapi mereka punya uang. &atenpengalaman

pribadi dilingkungan. Niatnya disitu, karena miganmelihat bahwa masih
banyak yang menilai tidak melihat kepintaran semggitapi melihat uang itu
yang terpenting, jadi anak-anak pintar itu banyakuang sekarang. Ketika
saya ada kesempatan dicalonkan saya tidak perdali, lawan saya hebat,
mau lawan saya yang sudah jadi anggota dewan, naalbedpendidikan

tinggi, saya tidak perduli karena saya yakin kekka punya niat yang baik,
insayaallah jalannya baik dan hasilnya juga akak kalau hasilnya memang
belum sesuai dengan yang kita harapkan bisa jadibekjaran kita

(Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dalam pertanyaan selanjutnya mengenai mengapa tebihilih masuk di
Partai Amanat Nasional (PAN) serta penilaiannyakbepernyataannya:

Memilih partai PAN karena saya diajak, karena shedikir semua partai
sama, ketika teman saya mengajak karena dia akatldr PAN maka saya
ikut, saya coba dan ketika saya lihat memang p&ail itu adalah partai
yang tidak berpihak pada satu agama. Karena say® draru saya menilai
segala sesuatu itu apa adanya walaupun istilalnygartai yang saya ikuti
juga bagus dalam artian dia memberikan kesempattak kita lebih banyak
tahu, sama halnya dengan pencalegan ini, padakgaatllihat aktif dia
memberikan kesempatan, dia juga tidak pernah metitedari segi apapun
selagi kita punya keinginan, punya kesiapan mene&mberikan kesempatan
(Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari hasil wawancara yang dipaparkan tersebut dajdettahui bahwa
tujuannya masuk dipartai adalah karena ingin mejugegkan sesuatu yang terjadi
dimasyarakat yang dirasa ada ketidaksesuain deyayansebenarnya, yaitu masalah

pendidikan. Dikatakan bahwa banyak anak-anak yamgrptidak dapat bersekolah



karena tidak mempunyai uang, tidak mampu bersaimgukndengan anak-anak yang
memiliki banyak uang. Diharapkan ketika masuk dgiapolitik bisa berlanjut
sampai menjadi anggota legislatif untuk memperjkangniatnya tersebut. Karena
PAN merupakan partai yang memberikan kesempataadikepetiap kadernya untuk
menjadi caleg sama seperti yang lainnya yang midrijalbatan dipartai.

Selanjutnya masih terkait dengan alasan terlibpolidik khususnya masuk
dipartai politik atau di PAN, Hj. Farah Flamboya8% mengatakan:

Saya awalnya masuk partai PBR, kemudian saya dértilwialam (Komisi

Politik Perempuan Indonesia (KPPI) provinsi, jadng ngumpul ini adalah
politikus perempuan semua, jadi semua dari paitai berkumpul di KPPI

itu. Sebenarnya saya tidak tertarik, saya tetapgoeavam yang tetap tidak
tahu, sampai sekarang pun saya masih belajar, tet@agalahnya sekarang
tidak banyak perempuan diluar sana punya pemahamgan belajar, selalu

yang dianggapnya sesuatu yang negatif tentangkpg@dahal mereka juga
tidak sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari mesgklang berpolitik,

merayu suaminya itu juga termasuk politik, cumakidlalam ranah partai
tetapi didalam kehidupannya, itu yang sebenarngagsorang salah, cuma
seringkali mereka tidak memanfaatkan wadah padilpitu mereka untuk

mngembangkan diri. Itu yang kadang belum sampaipah perempuan itu
ingin tahunya sebesar itu, terlalu memikirkan réndainya. PR kita tentang
perpolitikan perempuan itu luar biasa. Posisi pguemn itu pergerakannya
tidak terlalu kelihatan kompleks. Kenapa juga p&aman-teman caleg,
mencarinya ke para ibu-ibu. Itu suaranya lebih b&ngari pada laki-laki.

Sesungguhnya konsistensi itu adanya diperempuafdo §rsen itu

konsistensinya dia lebih paham secara fsikologiaswWdhcara: Jumat 14
Maret 2014).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dimaksudkanabaelenarnya dia
tidak tertarik masuk dipolitik/partai tetapi punk@inginan untuk belajar politik, tentu
hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengtethadap kaum perempuan
untuk terlibat dipolitik karena politik ini oleh pgmpuan dianggap sebagai hal yang

negatif meski sehari-harinya mereka sudah melakykditik serta perempuan juga



rata-rata tidak punya rasa percaya diri untuk egsdengan laki-laki, maka itulah
yang dicoba untuk dibangun, memberikan pemahamatarig politik terhadap
perempuan.

Lebih lanjut Hj. Farah Flamboyant, ST juga mengupian kendala selama
masuk di PAN karena awalnya beliau berasal dari B&®Ryan mengatakan:

Tidak ada, teman-teman saya waktu di PBR banyateman dari PAN,

justru mereka ingin saya hijau ingin membirukanye&Sherinteraksi dengan
teman-teman PAN dari dulu, perempuannya yang tetgdi dari dulu

teman-teman perempuan saya berawal dari perempAldnKayak tidak ada

perbedaan apa-apa karena memang berawal dari teman- PAN semua.
Kemudian dalam kolaborasi pemilihan presiden kemé&ita sama, pemilihan
pilgub kita sama, jadi saya tidak merasa asinghdédb-tengah mereka tidak
ada perbedaan yang luar biasa gitu, cuma beda&k&@&N meski berangkat
dari sama-sama partai baru tetapikan seiring beydirPAN menjadi partai

yang besar, yang bisa diperhitungkanlah, jadi kadan PBR sejak itu

merasakan sebuah partai yang besar. Semua pergaetean temen itu
semua sama, tidak ada permasalahan yang berartwai¢ara: Jumat 14
Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahadggc tersebut tidak
menghadapi kendala apapun selama masik di PAN &aejak awal mereka sudah
saling mengenal. Lebih lanjut ia mengungkapkan lpmmnya selama di PAN
dengan mengatakan:

Waktu kalau saya, temen-temen dipartai kurang bismghargai waktu,
karena waktu saya tidak banyak. Sering kali melakukegiatan yang tidak
komitmen, misalnya undangan rapat jam delapan @eka mulainya jam
sepuluh (10), bagaimana dengan saya, saya harasgpuitu yang saya
sesalkan sebenarnya. Kalau masalah keluarga sagmagkat dari organisasi
jadi dia senang saja saya masuk dibagian dia, tatkk masalah dengan
keluarga. Tetapi itu saja, sudah saya orangny& dilanyak kegiatan diluar
terus temen-teman di DPD kurang menghargai wakidi. disalnya toleransi
jamnya sedikit saja kalau misalnya sudah jamnyakiak saja walaupun siapa
yang hadir lakukan saja setalah itukan yang tidekgrkuti akan mengikuti
keputusan yang ada, kalau misalnya tidak korumkasa Mdifasilitasi



selanjutnya tapi kalau itu dilakukan orang yangkbpentingankan bisa
menghargai waktu sama-sama. Saya selalu meliheltrdiariat, teman selalu
merokok, perempuan itu tidak ramah lingkungan dignrapat dua (2) jam
siapa yang tahan didalam dengan asap rokok, itthdlayang sebenarnya
sepele, tapi membuat saya kurang nyaman, saya sadapas dari larang
suami, saya termasuk orang yang beruntung sebenatiaykung suami,
kemudian keluarga juga mendukung (Wawancara: Jlithmtaret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Farah Figambo ST dapat
diketahui bahwa kendala selama masuk di PAN tideakgalami kendala yang begitu
serius walaupun pada awalnya berasal dari pariaikiarena pada awal sebelum
masuk di PAN memang sudah akrab dengan kader-kBé& khusus kader
perempuan PAN. Tetapi ada hal-hal kecil yang mdsihggap kurang baik di PAN
yaitu seringnya PAN melakukan kegiatan rapat tidsdsuai dengan waktu
dipemberitahuan sehingga perempuan kadang tidaknedksimal karena ada urusan
lain yang wajib dikerjakanya artinya teman-teman RAN kurang menghargai
waktu. Kemudian ada hal-hal yang tidak seharusniakukan oleh teman-teman
laki-laki pada saat rapat karena merugikan bagmpuan, misalnya merokok pada
saat rapat.

Kemudian Hj. Novi Marinda Putri, SE mengungkapkdasannya terlibat
dipartai/politik serta kendalanya terlibat dipdjtdengan mengatakan:

Saya mengidolakan sekali Amien Rais, Amien Rais e&ah suatu

perkumpulan yang tak bisa lepas dari Muhammadyaya svaktu itu diajak

bergabung oleh-oleh teman-teman di barisan mudankasaya tertarik
dengan Amien Rais, sebenarnya saya waktu itu bglaham politik tapi

karena saya mengidolakan Amien Rais, saya bergatbemgan barisan muda
dan merasa nyaman dan saya keterusan karena sayiagbekerja di partai
beginilah tekanan-tekanan saya. Saya termasuk &mgkauda, muda itu kita

merasa, nanti sajalah kamu bisa apa padahal kitatdi ini bekerja kadang-
kadang kita merasa diremehkan, semoga pencalegantataun ini semoga



jadi pembuktian saya kepada orang-orang, kalag yauda pun bisa bekerja
seperti yang lebih tua. Kendalanya disitu, merekenganggap kita yang
masih terlalu muda untuk berpolitik (Wawancara: Kag0 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa sadin lsendala untuk terlibat
dipolitik karena kadang-kadang orang yang masih ankdmampuannya masih
diragukan oleh orang-orang. Kemudian Dewi Rati§0S.mengenai masalah itu juga
mengatakan:

Karena saya melihat perempuan itu rawan, masiHetiggu adat lama, kalau
ada perempuan harus ini, padahal tidak, jadi sagsukndisini karena saya
ingin memperjuangkan hak-haknya karena saya medbaayak hak-haknya
yang terabaikan, saya cuma ingin memperjuangkan geakmpuan saja.
Kendala masuk partai, waktu saja karena kita ilmatutangga (Wawancara:
Jumat 21Maret 2014).

Lebih lanjut Syarifah Zuhairiah, S.Ag mengungkapkan

Saya melihat begini, perempuan-perempuan dipart@ipem dilegislatif,

kasian juga kalau misalnya diduduki oleh orang-grgang tidak mengerti,
tidak mengambil subtansi perempuan, jadi itu yarengorong saya untuk
masuk ke partai, jadi kadang-kadang masalah admasigidak bisa, masalah
subtansi perempuan tidak tersentuh pendidikanmmgalaya, selain kesiapan
dan sebagainya itu ada perempuan dan anak, did#ék tersentuh, seperti
dana anggaran segala macam diabaikan, jadi disya sertarik. Kalau

kendala tidak ada, sekarang bagaimana perempuarsajju yang mau
bersaing, ada perempuan kalau sudah ada lakigm#i minder, tidak berani
bersuara. Kalau memang perempuan dipartai itu tekkagai hiasan bisa
berkembang secara maksimal, tapi kalau jadi hiasan jadi apa dipartai
(Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Dari hasil wawancara yang dipaparkan diatas dapatahui bahwa yang
menjadi alasan dari kader perempuan tersebut deriipolitik atau masuk dipartai
politik khususnya di PAN adalah karena melihat Kodari pendiri partai atau
pemimpin partai tersebut. Kemudian karena ingin pennangkan hak-hak

perempuan yang selama ini masih terabaikan darhnedielenggu oleh anggapan



lama yang menempatkan kodrat perempuan hanya diurSalanjutnya yang
menjadi kendala perempuan untuk terlibat dipartalah kadang perempuan ini
masih ragu untuk bersaing dengan laki-laki, maaguruntuk bersuara membela hak-
haknya, karena perempuan lebih dominan untuk caanaperempuan masih merasa
belum minder dengan kemampuannya, kemudian kentiaa adalah karena
perempuan ini sebagai ibu rumah tangga, jadi teldamanya dia bisa aktif karena
waktu, masih banyak urusan lagi yang harus dikarjakrumah.

Untuk memperkuat hasil pemaparan diatas mengemtisipasi perempuan
dalam partai PAN dapat dilihat pada data daftarirhagbat harian maupun rapat
koordinasi partai. Disitu terlihat bahwa kehadipmempuan masih relatif sedikit bila
dibandingkan dengan kehadiran laki-laki. Dari pengtn peneliti juga terlihat
bahwa caleg perempuan terlihat jarang sekali metigiepat tersebut, baru telihat
cukup banyak ketika menjelang pelaksanaan pemihgk@it keaktifan perempuan
dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselend@araleh partai relatif kurang.

Sedangkan menurut pengamatan dari peneliti selaplakokan penelitian
dan hasil peneletian di PAN, peneliti melihat batketerlibatan perempuan dipolitik
memang sudah lumayan banyak terlihat dari banyakeyampuan disetiap sayap-
sayap partai, seperti di Barisan Muda (BM) PANPWAN PAN, dan di Garda Muda
Nasional (GMN). Kebanyakan yang berasal dari PUAMreaka adalah para
perempuan-perempuan yang sudah bekerja atau bertanglga, sudah terlibat
diorganisasi luar partai dan memiliki usaha sen#iemudian yang berasal dari BM

dan GMN mereka adalah perempuan yang masih berusi@da, sebagian dari



mahasiswa dan baru selesai kuliah. Tetapi tidak utougn kemungkinan bahwa
kualitas mereka baik karena tentu mereka juga suadahiliki cukup pengetahuan
yang didapat selama kuliah dan organisasi yanglikdanpus dan diluar kampus.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan baparéisipasi perempuan
untuk terlibat dipolitik/masuk dipartai politik ksusnya PAN sudah cukup besar,
terlihat dari banyaknya kader perempuan PAN. Sakin penggerak perempuan
untuk masuk di PAN adalah karena daya tarik/khaigtari sosok pendiri PAN,
kemudian karena ingin memperjuangkan aspirasi/la&kplerempuan yang selama ini
masih terabaikan dan ingin memberdayakan kaum peram Sehingga setidaknya
ketika mereka masuk dipartai, mereka punya wadahkumemperjuangkan aspirasi

perempuan tersebut.

4.2.4.2 Partisipas Perempuan Menjadi Calon L egidatif (Caleg)

Legislatif adalah lembaga pembuat Undang-undangdablgrundang ini
dimaksudkan dalam pemaknaannya yang bersifat foberatuk hukum yang dibuat
oleh badan pembentuk undang-undang secara umurahatiahbaga perwakilan
dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang deratik di Negara yang
bersangkutan. Dengan demikian legislatif lebih kditkkan pada pemaknaan sebagai
lembaga pembuaperaturan, bukannya sebagai sebagai lembaga yang membuat
kebijakan (Wahidin, 2007:37).

Menurut Surbakti (2007: 118), partisipasi politiklatah kegiatan warga

negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatgreldksanaan kebijaksanaan



umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintalizengan demikian
keterlibatan perempuan untuk masuk diparlemen safthbentuk partisipasi politik.
Namun saat ini keterlibatan perempuan diparlemesihmaurang. Berbagai kendala
yang dihadapi perempuan untuk masuk diparlemerglnyia selama ini peran politik
dan kinerja perempuan dilembaga Negara, baik dgdasisi penting di eksekutif
maupun legislatif dirasakan belum memuaskan makgatzaik itu diposisi pejabat
setingkat dirjen, mentri hingga kepala Negara. Kaaru kinerja perempuan
diparlemen yang dinilai lebih mementingkan kelompgk sendiri daripada mewakili
kepentingan seluruh rakyat, bahkan mereka dianggtyom mewakili kepentingan
kaum perempuan itu senditlal yang sama juga sering terjadi ketika perempuan
memegang tampuk pemerintahan. Tidak mudah bagmper@n untuk mengusung
isu-isu perempuan karena isu-isu perempuan setindieanggap terlalu mengada-
ada.

Untuk mengetahui lebih jauh mengapa perempuarritedatuk melibatkan
dirinya masuk dipolitik khususnya menjadi calon gotg legislatif (caleg),
bersamaan dengan wawancara yang dilakukan sebeunumtuk itu mengenai
partisipasi perempuan menjadi caleg, berikut adadédsan-alasan para caleg
mengapa tertarik menjadi caleg. Pertama kita sipetkhyataan Devie Khatarina,
yang mengatakan:

Karena ada satu niat dan tujuan saya, saya maspkrididikan karena saya

menilai bahwa begitu banyaknya pengangguran, begityaknya anak putus

sekolah karena istilahnya keterbatasan biaya, bdganyaknya anak-anak
pintar yang terbuang karena banyaknya orang-orasgyg yoerduit atau



memaksakan diri anaknya sehingga anaknya pintarhahaseperti itu
tujuannya (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Lebih lanjut alasannya menjadi caleg juga disamgrailoleh Hj. Farah
Flamboyant, ST dengan mengatakan:

Untuk membawa kepentingan anak berkebutuhan khwsusk membawa
yang lebih tinggi, kalau sekarang saya cuma dudulembaga
kemasyarakatan tapi belum tentu selalu bergembeagah kebijakan
pemerintah, siapa yang membuat kebijakan pemersgbknarnya orangnya
perspektif, kenapa tidak orang yang berangkatldpengan untuk kemudian
berusaha, siapa tahu permasalahan dilapanganrdapdiawa wakil yang tak
terwakili (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa alasareka menjadi caleg
karena ingin memperjuangkan pendidikan dan untuknibasva kepentingan anak
berkebutuhan khusus. Kemudian Hj. Novi Marinda PuBE menyampaikan
alasannya masuk menjadi caleg dengan mengatakan:

Sekarang begini, kita ikut partai tujuannya apa, gk orang masuk dipartai
itu cuma dipartai saja mainnya, tujuan tertinggsraag dipartai itu adalah
menjadi anggota DPR untuk bisa berbuat, sementya menjadi caleg,
bagaimana caranya menjadi anggota DPR kalau tidakcateg, harus
mencaleg sesuai dengan tingkatannya, kalau perempiak berpartisipasi
menjadi caleg dipartai itu salah, berpartai ittaBasatu cara untuk menuju
kursi DPR (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui balalegdersebut benar-benar
ingin berkiprah didunia politik terbukti dengan tmga masuk dipartai politik adalah
ingin sampai ke level yang lebih tinggi yaitu mehjanggota dewan. Lebih lanjut ia
mejelaskan:

Kalau diparlemen ini, menurut saya, banyak partmgy memasang caleg

perempuan bukan dari pengkaderan jadi untuk prpebtk, pembelajaran

politik, mereka itu belum begitu siap, tapi mereéskoh, bapaknya tokoh tapi
disegi politik pembelajaran mereka belum terlalayak, nah pas diperlemen



perempuan tidak bisa bicara, belum bisa bicarajnbddisa mengungkapkan,
datang duduk diam mendengarkan tidak bicara, biedadif sedikit. Semoga
dengan banyaknya caleg perempuan itu bisa menyararakspirasi

perempuan. Sekarang kalau cuma terpilih menjadg@agDPR itu dan

duduk itu gampang, pola masyarakat kita kutif, tggmng mau berbuat dan
bekerja itu yang sedikit makanya kadang-kadang kaemmeremehkan,
misalnya mereka selalu menanyakan ke saya, apa akargkamu lakukan
dan saya selalu menjawab semaksimal mungkin. Pereggsyarakat bahwa
pekerjaan perempuan hanya dirumah sedangkan pakelgki-laki bisa

dikerjakan perempuan tetapi pekerjaan perempuanonbdkntu bisa di

lakukan oleh laki-laki, misalnya mengurus anak (V@agara: Kamis 20
Maret 2014).

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan SyarifdiaiZiah, S.Ag mengenai
alasannya menjadi caleg dengan mengatakan:

Yah itu tadi supaya bisa ikut, karena sekarang rigethekan pada sosok anak-

anak masah kurang, saya di komisi perlindungan argg itu masih kurang

porsinya jadi kalau tidak dilegislatif itu memperpgkan tidak bisa, legislatif
juga harus ikut mendorong pemerintah (WawancaratuSz2 Maret 2014).

Berbeda dengan Dewi Ratih, S.Sos mengenai alasaaneryjadi caleg beliau
mengungkapkan:
Saya sebenarnya tidak tertarik tetapi karena kepatpartai mau tidak mau

harus dijalani karena ditunjuk, awalnya saya tidak tapi lama-kelamaan
karena itu tadi jadi berminat (Wawancara: Jumat 2E¥12014).

Dari hasil wawancara dengan lima (5) orang calegebait dapat diketahui
bahwa alasan mereka menjadi caleg lebih dominarukumhemperjuangkan
aspirasi/hak-hak perempuan dan anak-anak dibidandigikan. Disamping itu ada
juga caleg yang memang dari awal masuk dipartaatu)ya adalah untuk menjadi
anggota dewan dan tetap untuk memperjuangkan Hakduam perempuan. Selain

itu pada kasus ini ada juga caleg yang pada awdldgk berminat menjadi caleg,



tetapi karena ada kebijakan partai yang dikenakdmatap dirinya maka dia harus
mengikuti kebijakan tersebut namun pada akhirnymimat juga.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengaa p#orman tersebut
mengenai profesi mereka sebelum dan saat sedastptber sebagai caleg. Dari
wawancara tersebut diperoleh informasi yang mengaméesi dari caleg tersebut,
diperoleh informasi bahwa mereka mempunyai prqiekérjaan yang berbeda.
Artinya caleg disini berasal dari berbagai kalangatapi mempunyai tujuan yang
hampir sama masuk dilegislatiffdewan. Maka dari uotuk mengetahui lebih
jelasnya mengenai pekerjaan/profesi caleg terselaui kita simak pernyataan dari
para caleg tersebut. Pertama mengenai pekerjafegproaleg tersebut, Devie
Khatarina mengatakan:

Ibu rumah tangga, wirausaha, terus saya juga Heaussaha dari pakaian,

apa saja saya coba sesuatu yang bisa membuatilsalyadan menghasilkan

uang kemudian diorganisasi (Wawancara: Kamis 13&M014).

Selanjutnya Hj. Farah Flamboyant, ST mengungkapkan:

Saya pekerjaannya ibu rumah tangga, terus kontraktelah kontraktor baru

pegang sekolah ini, jadi penanggung jawab. Sekgeahgendidik kemudian

mahasiwa, dosen juga, mahasiwa S2 juga (Wawandamaat 14 Maret

2014).

Dari kedua hasil wawancara diatas dapat diketahbiwa pekerjaan caleg
tersebut adalah sebagai ibu rumah tangga seka&hemgai pengusaha. Lebih lanjut
Hj. Novi Marinda Putri, SE juga menyampaikan pekan yang pernah digelutinya
dengan mengatakan:

Saya ini dulunya Staf di KPUD kota Samarinda, waiktusaya sudah di
partai, disayap partai, tapi saya masih belum pagaegeri, saya masuk di



KPUD terus saya pindah lagi ke Staf Anggota DPRDtilKa waktu itu
Ketuanya Bapak Suhartono Sucipto lima (5) tahurgyalu. Setelah lima (5)
tahun kemarin saya memutuskan untuk berhenti dgan rs@nikah setelah itu
saya buka usaha bersama suami yaitu penyewaakepeds sampai sekarang
(Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Kemudian Dewi Ratih, S.Sos mengatakan:

Saya dulu bergelut dibidang jurnalis selain itwakichda lagi, hanya dirumah
saja (Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Yang terakhir terkait masalah tersebut Syarifah afdih, S.Ag
mengungkapkan:

Saya pernah dikomisoner perlindungan anak di Psowvlan di Kota pernah
jadi Panwas Pilkada sekarang aktif di PAN. Kalakaseng jadi penilai
sekolah-sekolah PAUD dan penguji kompetensi gurid BAWawancara:
Sabtu 22 Maret 2014).

Berdasarkan penuturan dari para informan diatasatddiketahui bahwa
pekerjaan/profesi para caleg tersebut berasabédbagai bidang. Selain sebagai ibu
rumah tangga mereka punya profesi yang cukup bagalnya dibidang pendidikan
sebagai pengajar dan pengelola sekolah-sekolah wédusaha seperti penyewaan
peti kemas dan lain-lainnya.

Kemudian kendala mejadi Caleg juga diungkapkan delvie Khatarina
dengan mengatakan:

Kendala menjadi caleg karena masih banyaknya ke#iita terjun kelapangan
itu masih banyak orang-orang, para caleg-calegniémilai, mencari suara
dengan membayar nominal. Itu sebenarnya yang pémwesus bekerja

keras, itu sebenarnya yang harus diwaspadai kedika saya berfikir, saya
ini modal apa pada saat mencaleg ini sedangkamyanamng ada yang sudah
didewan ada yang pengusaha ada yang berlebihan Mdal@upun saya

pesimis akhirnya saya oftimis karena saya fikirtadi karena saya kembali
lagi bukan keidealis tapi saya kembali bahwa segatauatu itu ketika ada
kesempatan, kita lakukan sesuai dengan kemampuanakaaya fikir segala



sesuatunya itu semua dari atas. Karena katanypemgawasan tapi masih
tetap saja ada pelangggaran, jual-beli suara itsimada, masih cukup
banyak. Karena kita hidup sosial itu kita tidak m@enghargai sesuatu
dengan nominal uang. Seharusnya sesaui aturak attdapolitik-politik uang
seperti itu tapi itu masih berjalan (Wawancara: Kab3 Maret 2014).

Dari fenomena yang disampaikan diatas secara urnumearupakan kendala
bagi caleg yang tidak mempunyai modal yang cukwgat $hi masih banyak caleg
yang mencari suara dengan menggunakan uang, masyjak yang melakukan
politik uang. Dan diperparah lagi dengan adanya gaemasan dari pihak
penyelenggara pemilu tetapi kejadian tersebut mdmhyak terjadi, banyak
pelanggaran yang terjadi tetapi tidak ditindakuin;

Menjadi Anggota DPR/DPRD memang bukan persoalag yaudah, banyak
tugas-tugas dan tangung jawab yang harus dilakaand&n diwujudkan, apalagi
dimasa-masa kampanye para caleg sudah meluncurksin dan misinya
kemasyarakat dengan berbagai macam janji-janjignberikan program-program
kesejahteraan terhadap masyarakat baik dibidandigikan, bidang sosial, bidang
ekonomi dan lainnya sebagainya demi mendapatkapasinmasyarakat. Pemilu
legislatif di Kota Samarinda, para caleg melakukarbagai cara untuk mendapatkan
simpati masyarakat sama halnya seperti yang dikkuteh Caleg DPD PAN Kota
Samarinda. Untuk mengetahui tanggung jawab apa gemggap penting oleh para
Caleg DPD PAN Kota Samarinda ketika duduk didewu &etika sudah menjadi
anggota DPRD, mari kita simak hasil wawancara ydilaggukan oleh peneliti dengan
beberapa caleg DPD PAN Kota Samarinda. Pertama kitarisimak pernyataan

Devie Khatarina yaitu:



Yang saya anggap penting, melakukan tugas seswanamudah-mudahan
jangan sampai tergoda, mudah-mudahan niat sayaadeli sampai akhir
tidak akan berubah, jangan sampai karena hal yaempgurkan saya jadi
lupa dengan niat awal saya (Wawancara: Kamis 1&20Med14).

Selanjutnya Hj. Farah Flamboyant, ST mengungkapkan:

Tanggung jawabnya adalah harus bawa itu, semua giamganatkan harus

direalisasi karena tanggung jawab yang luar biatalah tetap memberi

manfaat bagi orang banyak jangan kemudian membenfaat bagi sebagian
orang kecil. Yang saya fikir dan tidak yakin apakalya kuat dengan tekanan
orang-orang diparlemen karena kita ini orang lapangang tidak terlalu suka
dengan kebijakan sedangkan kita harus dituntut atenigarus membuat

kebijakan tapi kita harus belajar, fase ini yangub&kita lalui (Wawancara:

Jumat 14 Maret 2014).

Lebih lanjut diungkapkan oleh Dewi Ratih, S.Sosg&énmengatakan:

Kalau kita masuk diparlemen otomatis kita harusrahaitukan jabatan jadi
harus amanah, jadi penyambung aspirasi rakyat tseggya bilang tadi
(Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Syarifahaiiah, S.Ag yang

mengatakan:

Menjaga amanah, untuk tetap konsisten dengan wialt kita harus amanah
dalam membawa aspirasi masyarakat yang sudah dikebekepada kita
kemudian menjaga konsistensi ketika kita dilegiskdirena penuh godaan
segala macam, itu yang paling berat (WawancarauSibMaret 2014).

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat dibhtva tanggung jawab
yang harus dijaga dan dijalankan oleh caleg ketskmlah didewan adalah
menjalankan apa yang sudah diniatkan dari awal,jalskan apa yang sudah
dijanjikan ke masyarakat. Menjalankan sesuatu yd@gat menguntungkan orang
banyak atau semua orang. Harus bisa menjadi pemyamhbspirasi masyarakat

dengan pemerintah.



Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab andggbta/DPRD dengan
baik dan tepat sasaran tentu mereka harus memabaitik khususnya menjadi
seorang anggota dewan. Maka dari itu seorang aagg@ivan harus memahami
politik, harus bisa memahami kebutuhan masyarakasamkini dan untuk ke
depannya. Untuk itu alangkah baiknya jika seoramggata dewan itu berasal dari
partai atau tokoh masyarakat yang mempunyai jiwaipgin. Karena didalam partai
tentu mereka sudah mendapat pembelajaran tentditig. po

Pada kesempatan ini berdasarkan hasil wawancarg gidakukan oleh
peneliti dengan caleg DPD PAN Kota Samarinda bdrlmasnghimpun sedikit
informasi terkait pengetahuan para caleg terhadalgikp dan menjadi seorang
anggota dewan/legislatif. Sebagaimana yang diurigkapleh Devie Khatarina caleg
yang pada tahun 2013 masuk di Perindo, terkait gtahgan tentang politik dan
menjadi anggota dewan/legislatif beliau mengatakan:

Setahu saya politik itu sebenarnya ribet, memusingkepala. Tapi saya

masuk karena saya mau belajar, siapa tahu pdiitiknasih bisa dimainkan

dengan akal sehat, apa lagi kita perempuan masusi& membuat politik itu
tidak lagi menjadi sesuatu yang panas, siapa tadwgah banyaknya
perempuan diberi posisi disetiap tempat dan mudadiatman 30 persen yang
dilegislatif itu memang diutamakan sesuai dengamukesan yang mereka
beri. Siapa tahu dengan masuknya perempuan masahnbeéredam hal-hal
yang memang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Mudatiahan calon-
calon perempuan yang ada ini satu tujuan satu jraamaa-sama mau supaya

orang tidak memandang politik itu kejam. Palingakidkita belajar supaya
tidak buta politik (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwaumt caleg tersebut

politik itu adalah hal yang dapat memusingkan keptapi tertarik terlibat dipolitik



karena ingin belajar tentang politik. Selanjutnyg. HWarah Flamboyant, ST
mengungkapkan:

Tidak terlalu banyak pengetahuan itu tetapi tenemmain didewan sudah
cukup banyak karena saya dikaukus KPPI jadi kaladals di KPPI cukup

banyak tahu tugas dan kewajibannya termasuk koyaisimana yang harus
dikerjakan dulu termasuk menerima proses legisiassalnya tentang

penyusunan anggaran bagaimana kemudian fosting rgmogkegiatan

semuanya diputuskan, menerima pertanggung jawabankdpala daerah
kemudian mengkritisi pemerintah, kemudian meliha&mga yang ada
dibawah, merespon dengan baik dan tepat apapunrgasgarakat keluhkan
namanya kita wakil, wakil itu membantu menyuarakabenarnya apapun
yang mereka suarakan termasuk juga persepsi miayamng salah terima,
itu pun saya juga harus meluruskan persepsi meyakg ada. Namanya
wakil harus siap mau jadi wakil siapa saja, jadggal kita saja mau mewakili
siapa (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Lebih lanjut caleg yang saat ini sebagai Wakil $&kis DPW PAN
KALTIM Hj. Novi Marinda Putri, SE mengenai penget@mnya tentang
politik/caleg mengungkapkan:

Yang saya tahu tugasnya anggota DPR itu menderayarbgtara, bukan
bicara dan mendengar, mendengar dari masyarakatamgadibutuhkan dan
segala kebutuhan masyarakat dan hasilnya nanti laé&docara diparlemen
untuk memperjuangkan apa yang dibutuhkan masyarbkéian sebaliknya
bicara dimasyarakat dan pada saat diparlemen di@ndemgarkan, itu
terbalik, jadi menjadi anggota DPR itu mendengari aaasyarakat apa
keluhan masyarakat dan berbicara dan memperjuangkpa Yyang
didengarnya dari masyarakat (Wawancara: Kamis 2@N\2914).

Kemudian dengan singkat Dewi Ratih, S.Sos meng@eaigetahuannya

tentang politik/Caleg dengan mengatakan:

Politik itu, kalau orang itu menganggap politik kotor menurut saya tidak,
politik itukan mengatur Negara. Kalau tidak adaitpokita tidak bisa ngapa-
ngapain. Anggota DPR itukan diibaratkan wakil rdkyedi tugasnya itu
menyerap aspirasi rakyat jangan mementingkan dmdisi, harus turun ke
rakyat, tanya apa yang kurang (Wawancara: Jumatgiin2014).



Syarifah Zuhairiah, S.Ag mengenai pengetahuanmyartg politik/caleg juga
mengungkapkan bahwa:
Politik itu sekarang ini tergantung orangnya yangnjalankan, politik itu
mau dimanfaatkan demi kebaikan atau tidak, itu kajecinya sejauh amanah
itu bisa dijalankan untuk kebaikan aman-aman ss@uh politik itu bisa
dijalankan dengan baik meskipun politik itu kot@di politik itu awalnya
pernah jadi sangar, seperti dipencalegkan banyg#diegesekan-gesekan,
tidak disangka malah teman tiba-tiba berubah. anigysaya lihat, saya belajar
dari pengalaman itu. Kalau disitu kita bisa mengmankan atau
memprogramkan kegiatan-kegiatan dimasyarakat sesianacara mereka,

semua bidang yang haras diperjuangkan legisltierka@ mereka inilah yang
menganggarkan (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas dajgataltli bahwa
pengetahuan caleg perempuan tentang politik atayjaatieseorang anggota dewan
atau caleg cukup beragam. Ada yang menganggap bpbltk itu sesuatu yang
ribet dan memusingkan kepala, kemudian politikdianggap sebagai suatu kegiatan
mengatur Negara meski banyak anggapan bahwa padfitikkotor. Politik itu
tergantung orang yang menjalankannya, mereka mawmpergunakan untuk
kebaikan atau sebaliknya maka kunci untuk menjalanolitik itu adalah sampai
dimana kita bisa menjalankan amanah itu. Kemudianganai caleg atau menjadi
seorang anggota dewan/parlemen juga cukup beragarnyang menganggap bahwa
menjadi anggota dewan otomatis kita menjadi wa&kyat, menyampaikan atau
menyuarakan aspirasi rakyat. Harus mengerti prieggsiasi yaitu proses pembuatan
kebijakan dan penganggaran.

Menjadi Caleg tentu punya tujuan tertentu, makaitlaketika seorang caleg

terpilih menjadi anggota legislatif tentu ingin mlketanakan apa yang sudah



dijanjikannya pada saat kampanye. Tentu antarg geEeempuan dan laki-laki punya
program yang berbeda, punya program khusus untginyai kedepan. Saat ini
dianggap masih banyak isu-isu perempuan yang t&ehabelum tersentuh karena
mayoritas diparlemen adalah laki-laki. Dan tidaknga anggota dewan tersebut
paham dengan kebutuhan perempuan. Untuk itu sebalggl perempuan pasti punya
program khusus untuk perempuan sendiri. Maka tlammtuk mengetahui program
apa yang akan dilaksanakan atau apa saja yangdiki&sanakan oleh para caleg
ketika terpilih menjadi anggota dewan peneliti rRekan wawancara dengan
beberapa caleg DPD PAN Kota Samarinda. Dalam waavangang dilakukan
dengan Devie Khatarina terkait apa saja yang akiakuttan seandainya terpilih
menjadi anggota legislatif/dewan, berikut pernyatga:
Kembali pada niat awal saya, memperbaiki sistemdigédmmn, kemudian
harapannya ke masyarakat itu saya tidak mau mdagatahwa ada orang
tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Harapan gaysm masyarakat itu
lebih pintar memilih tidak tergiur dengan uang daarapan saya untuk
masyarakat supaya nanti ketika saya terpilih sajga bmenjadi tali
penyambung apa yang mereka keluhkan. Maksudnya tsdgla fokus di
pendidikan tapi kalau saya bisa bantu masalah yaingsaya akan bantu.
Saya juga mau bahwa banyak pemuda-pemuda yangasgkgang putus
sekolah menjadi pengangguran, menjadi preman sugagadiberi kegiatan
positif. Saya juga berharap anak-anak yang tidakpuayang putus sekolah
seperti anak SD itu bisa kita bantu. Dan untuk m@rean yaitu memotivasi

para perempuan jangan cuma diam dirumah dalamm avidaupun kita cuma
ibu rumah tangga (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahetk& caleg tersebut
berhasil duduk didewan dia ingin memperbaiki sistpendidikan dan menjadi

penyambung aspirasi masyarakat ke pemerintah da lSatmarinda. Selanjutnya



masih terkait dengan topik diatas, Hj. Farah Flayabt ST menyampaikan
pendapatnya dengan mengatakan:

Banyak sekali, yang jelas begini kalau saya tidagilih saja saya udah luar
biasa sibuknya artinya ketika saya terpilih beérsaya harus mengorbankan
beberapa kegiatan sehingga mengalokasikan waktyadiewakil rakyat
khusunya kemudian waktunya pasti banyak tersitktlthnya keluarga, saya
punya keluarga kedua yaitu organisasi-organisasada saya terlibat, tujuh
belas (17) organisasi yang saya pegang, mengumeakiwsia dini, mengurusi
olahraga kemasyarakatan belum lagi tentang kepeanud&l misalnya,
belum lagi organisasi binaan saya, sekolah ini isejatli itu semua pasti
porsinya berkurang begitu saya berada dilegislatiing saya lakukan dulu
menyesuaikan diri untuk itu terutama teman-temaaldm organisasi pasti
akan memberikan kontribusi yang lebih ketika saga didewan, bukan
berarti saya mengabaikan dimana saya berangkatatea mereka mengikuti
garda depan organisasi pemuda itu yang sekarangken&urang lebih 200
orang yang saya rekrut, kali ini saya ingin membpenuda lokal disini
(Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahalagctersebut sebelum
menjadi anggota dewan pun sudah sangat sibuk, ttorketika sudah menjadi
anggota dewan waktunya akan terbagi, dia aka mekabewaktu yang lebih banyak
dilegislatif dan akan memberikan kontribusi terhadarganisasi binaannya.
Kemudian Hj. Novi Marinda Putri, SE mengungkapkan:

Kalau saya sudah menjadi anggota dewan saya ak@nabesesuatu yang
mengutamakan kepentingan kaum perempuan karena sasasa sendiri
kaum perempuan itu ada sedikit diskriminasi, sakanamenunjukkan
didepan laki-laki bahwa perempuan itu bisa beripadihg tidak sama dengan
yang dilakukan laki-laki, sekarang kita bisa mdlibhanyak perempuan yang
potensi tapi mreka tidak tahu bagaimana caranya prektikkan potensi
mereka, mereka itu tahu dasawisma-dasawisma sSeglal@angan ibu-ibu, di
Sungai Kunjang itu sangat instens, sangat baguskaemengisi waktu
ditengah-tengah kesibukan mereka sebagai ibu ruar@yga, itu yang akan
saya aspirasikan apalagi gimana cara mereka bisamuoé, Kalau kita tidak
menjadi bagian dari mereka didewan kita tidak tieebuat apa-apa, hanya
teriak-teriak saja mereka mendengarkan, tapi kdléa menjadi bagian
dibawahnya kita bisa berusaha (Wawancara: Kamid&@t 2014).



Lebih lanjut ia menjelaskan:

Kalau saya menjadi anggota DPR saya akan meweakdiath saya, daerah
Sungai Kunjang, tanggung jawab terbesar adalah mamilaerah Sungai
Kunjang ini jangan sampai ada lagi daerah tertihggekarang tahu tidak
daerah Kota Samarinda di Sungai Kunjang yang tatiklampu, saya sudah
tahu, ada daerah di Sungai Kunjang itu masih tigmkentuh pendidikan,
jalannya, listriknya. Saya mau membuat itu nantiSdimarinda tidak ada
daerah seperti itu lagi, itu bukan daerah pedalantaraspek jalannya tidak
ada, itu nama daerahnya Loa Buah, jembatan Mahldypi saya akan

memperjuangkan pendidikan. Bayangkan di Balikpapaar satu (1) tahun

sudah ada pendidikan bagi anak-anak, pendidikarernasioanal di

Balikpapan sangat gencar, di Samarinda itu tidak setelah tiga (3) tahun
nanti baru ada pendidikan. Ini pengalaman saya ya@an saya jadikan

bagaimana saya akan menjadikan sekolah Internasiorgamarinda, saya
akan mencoba membuat pendidikan usia dini, kareraurat saya anak-anak
itu usia emasnya dari satu (1) sampai lima (5)riadedangkan disini itu tidak
ada (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahetk& caleg tersebut
terpilih menjadi anggota dewan dia akan memperjkamdgkepentingan perempuan
untuk disetarakan dengan kepentingan laki-lakialean memperjuangkan daerahnya
utnuk menjadi daerah yang lebih maju. Secara strngkirait masalah tersebut Dewi
Ratih, S.Sos juga mengungkapkan:

Saya maunya memajukan perempuan dan anak-anakaj&) dibidang

pendidikan, bikin pelatihan untuk perempuan (WawaacJumat 21Maret
2014).

Dan yang terakhir terkait masalah tersebut Syarifamairiah, S.Ag
mengatakan:

Pertama untuk dapil saya, apa yang menjadi maskdipil saya utamakan
itu dulu, masalah prasarana dan sarana, pendidigalkesehatannya, sosial
dan sebagainya itu dulu. Baru secara keseluruhgmrbeSamarinda itu,
kemudian yang pasti itu ada perempuannya, sayaaséeseluruhan dulu
terutama didapil saya sesuai tanggung jawab. Peitelgpasti ada melibatkan
perempuan yang pasti kita memprioritaskan apa yamegjadi kendala



perempuan misalnya angka kematian ibu melahirkaggtikemudian apakah

pendidikan anak masih butuh pemberdayaan (Wawan&afastu 22 Maret

2014).

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dipapaticdas diketahui
bahwa secara umum para caleg perempuan seandairpiihtmenjadi anggota
dewan mereka mempunyai beragam program khusus umdskarakat dan ada pula
yang khusus untuk perempuan. Ada yang ingin menagerbistem pendidikan di
Kota Samarinda, memberikan kegiatan positif untatkaanak putus sekolah, ingin
memberdayakan pemuda-pemuda lokal di Samarinda, miemperjuangkan kaum
perempuan yang selama ini dianggap ada diskrimineminbangun daerah tertinggal
yang ada di Kota Samarinda khususnya didapilnya ldamlain. Pada dasarnya
semua program tersebut hampir sama terutama yekagttéengan kaum perempuan.

Partisipasi perempuan menjadi caleg disebabkan oleberapa alasan,
misalnya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakédahg pendidikan, sosial dan
lain-lainnya kemudian ada yang ingin membuat k&hijasesuai dengan dilapangan
sebab mereka menganggap dirinya orang lapangaen&aelama ini orang-orang
pemerintah bukan orang lapangan yang tahu kondisg ysebenarnya. Selanjutnya
ada yang dari awal memang sudah berkeinginan mecgdely, maka dari itu ikut
terlibat dipartai dan ada yang ingin memperjuangkabutuhan/hak anak-anak.
Kemudian kendala perempuan menjadi caleg adalam&ateterbatasan modal dan
waktunya lebih sedikit bila dibandingkan dengarni-laki untuk melakukan program
pemenangannya, karena harus berbagi waktu dengamard@ Menarik untuk

diketahui mengenai pengetahuan caleg DPD PAN KeataaBinda, pengetahuan



caleg tentang tugas anggota dewan sudah cukup Ibaigalnya saja proses
penyusunan anggaran, pertanggung jawaban, mempgkpia aspirasi masyarakat,
bagaimana mengatur Negara dan lain-lainnya merakahscukup paham.

Berdasarkan pengamatan/observasi peneliti dilapapggisipasi perempuan
untuk menjadi caleg sudah cukup besar, terlihab gadt kampanye besar PAN di
Kota Samarinda beberapa bulan yang lalu terlihtuiguanyak caleg perempuan.
Dan kuota 30 persen keterwakilan perempuan punhstetpenuhi disetiap dapil.
Tetapi pada caleg perempuan DPD PAN Kota Samarpatia saat wawancara
peneliti terhadap lima (5) orang caleg tersebulhaatu (1) orang yang mengetahui
jadwal kampanye mereka didapilnya yang lainnya keetelak tahu. Tentu hal ini
membuat kita bertanya-tanya bahwa apakah merekesahg untuk menjadi caleg
untuk memenuhi kuota atau memang serius ingin rdew@eg. Kemudian ketika
ditanya tentang misi mereka mencari simpati maggdrdidaerahnya empat orang
caleg menjawab tidak ada, harapan besar merekahadati organisasi yang mereka
bina serta masyarakat yang sudah melihat kontnigasiSelanjutnya satu orang caleg
memang benar-benar melakukan kunjungan kerumahawaaga saat masa-masa
kampanye itu, dia berkeliling kedaerah rumah wardsekitarnya untuk
memperkenalkan dirinya, keluarganya dan menyampgikagramnya ketika sudah
menjadi anggota dewan nanti.

Selanjutnya hasil pemaparan diatas diperkuat dekegaktifan para caleg
perempuan mengikuti rapat harian maupun koordimaehjelang pelaksanaan

pemilu, seperti pada saat rapat KPPD dengan agmrtemuan dengan bacaleg dan



koordinasi penempatan saksi, kemudian pada saat kaprdinasi dengan agenda
penjelasan dan pengumpulan laporan, pencatatamipea@ dan pengeluaran caleg
serta rapat lainnya menjelang pemilu. Disitu kefsadicaleg perempuan cukup
banyak bila dibandingkan dengan rapat harian apatdainnya sebelum menjelang
pemilu.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasipadi perempuan
untuk menjadi caleg sudah cukup besar, khususnip@ i PAN Kota Samarinda, itu
terlihat dari empat puluh lima (45) orang calegnthganya tujuh belas (17) orang
adalah caleg perempuan. Secara kualitas lumaykrké@na mereka rata-rata adalah
perempuan-perempuan yang berasal dari organisagi gakup besar yang ada di
Kaltim dan menduduki posisi yang cukup strategipadai, misalnya sebagai
sekertaris, bendahara, ketua sayap-sayap partgiumaetua di organisasi yang ada
diluar partai, serta sebagian juga berasal dari IFAM. Meski disisi lain masih ada
caleg yang dipasang tanpa keinginan diri sendgii karena kebijakan partai. Tapi
memang dinamika seperti ini cukup sulit untuk ditsin karena partai juga agak
cukup kesulitan mencari kader-kader perempuan patgnsi karena sebagian besar
kader perempuan di PAN sebagian besar masih maddalum punya pengalaman

yang cukup untuk menjadi anggota dewan.



BAB V
PENUTUP

51 Kesmpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Strategi Partai stnidasional (PAN)
dalam Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perampmlalam Daftar Calon
Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Ko&gan@rinda maka dapat diambil
kesimpulan bahwa secara keseluruhan strategi PANa K®amarinda dalam
memenuhi kouta 30 persen sudah berjalan dengardaaikukup memuaskan sesuai
dengan tuntutan Undang-Undang Pemilu tentang keielam perempuan dalam
daftar caleg yang diajukan oleh partai politik. Hatsebut tak lepas dari realisasi
program-program dari Dewan Pimpinan Daerah (DPDNR#ta Samarinda dalam
merekrut kader perempuan yang terlaksana dengasimmak Keberhasilan DPD
PAN Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 perstarkakilan perempuan
dalam daftar calegnya serta pihak-pihak yang tediapat dilihat melalui masing-
masing fokus penelitian.

Strategi DPD PAN Kota Samarinda dalam memenuhi &ku8d persen
keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya dajildtat pada kesimpulan
berikut:

1. Strategi DPD PAN Kota Samarinda dalam memenuhi &u8® persen
keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya dimilgdagan melakukan

rekrutmen kader perempuan. Pada dasarnya rekrukacer perempuan di



DPD PAN sudah berjalan dengan baik sesuai dengag yajinkan. Pola
rekrutmen kader perempuan DPD PAN dilakukan mekdyap-sayap partai
yaitu Perempuan Amanat Nasional (PUAN) PAN, Barisida (PAN) PAN,
Garda Muda Nasional (GMN) serta sampai ke cabamgrdating partai di
Kecamatan dan Kelurahan. Kemudian mekanisme relkrufdPD PAN pada
umumnya menggunakan metode pengkaderan formal unelaambaga
Pengkaderan yang didalamnya ada Latihan Kader Aimaasar (LKAD),
setiap kader wajib mengikuti LKAD jika ingin menjaklader formal dan
mendapatkan sertifikat.

. Strategi DPD PAN Kota Samarinda dalam memenuhi &kugd persen
keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya padeapt selanjutnya
melalui program pendidikan dan pelatihan kader kboga kader perempuan.
Pendidikan dan pelatihan kader di DPD PAN sebadiasar ada dalam
program LKAD. Tujuan dari program tersebut adalatiuk menciptakan
kader yang berkualitas yang paham dengan poliiik fartai politik maupun
pemerintah. Khusus untuk pelatihan di DPD PAN adktfhan caleg dan
Saksi. Pelaksanaan LKAD sudah berjalan dengan tesélpi secara teknis
waktu pelaksanaannya masih bertentangan dengantkegan perempuan.

. Strategi DPD PAN Kota Samarinda dalam memenuhi &kugd persen
keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya gikeia dalam mekanisme
penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS) diinteraghipdan pada tahap

penetapan caleg tetap di Komisi Pemilihan Umum (KRiOta Samarinda.



Mekanisme penetapan caleg di DPD PAN dijalankanldsarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang pemilu yaitu demganggunakan sistem
zipper yaitu dalam setiap dapil dari nomor urut satusdmpai (3) harus ada
perempuan sampai seterusnya. Kemudian ada bebpepgaratan yang

harus dipenuhi untuk menjadi caleg, misalnya hangsniliki kartu tanda

anggota parpol, memiliki sertifikat LKAD. Selanjypemberian nomor urut
menggunakan sistem skoring yang dilakukan oleh kimsus dari Komisi

Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD). Pada tahap mei@psnetapan caleg
di DPD PAN masih ditemukan adanya caleg perempeaagai pelengkap
serta belum mengetahui mekanisme penetapannya. d@ampada proses
penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) di KPUD Kota &amda hanya

dilakukan proses verifikasi dan administrasi dataSDyang diberikan oleh
partai.

. Faktor keberhasilan strategi DPD PAN Kota Samariddeam memenuhi

kuota 30 persen perempuan dalam daftar calegnylahatarena besarnya
partisipasi perempuan untuk terlibat dalam polditususnya masuk dipartai
politik dan menjadi caleg. Beberapa perempuan mdsuktai PAN karena

melihat sosok/kharisma pendiri partainya kemudiareka ideologinya yang
nasional religius, adanya ajakan dari teman-teneata $eberapa dari orang-
orang yang punya kepentingan yang ingin menjadpamai sebagai wadah
untuk menyalurkan aspirasi. Keterbukaan PAN dalararekrut kader

perempuan juga cukup baik terbukti dengan diberkbeberapa sayap



partai sebagai sarana untuk merekrut kader dabiagar kalangan serta ada
juga khusus untuk perempuan. Selanjutnya partisipasempuan untuk
menjadi caleg juga cukup besar dan didukung olebrikekaan DPD PAN
untuk menerima calon caleg serta kader menjadrifasoutama. Ketertarikan
perempuan untuk menjadi caleg karena mereka ingamperjuangkan

aspirasi/hak-hak perempuan dan anak-anak yang aetamasih terabaikan.

52  Saran

Berdasarkan pembahasan dan pengamatan langsungandiga tentang
strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenkiota 30 persen
keterwakilan perempuan dalam daftar calon legfsfsida pemilihan umum tahun
2014 di Kota Samarinda, maka peneliti menyampaiaran-saran yang kiranya
dapat bermanfaat bagi pihak terkait adalah selmegyaiut:

1. Dalam merekrut kader khususnya kader perempuan, [FHFAD Kota
Samarinda lebih ditingkatkan lagi, baik melalui ayagayap partai maupun
pengurus inti. DPD PAN harus aktif mensosialisasigarogram partai
kemasyarakat dan rekrutmen kader dilakukan jauhelseb pemilu.
Selanjutnya dalam kepengurusan sebaiknya peremgiban jabatan yang
strategis serta perempuan sesekali diberi kesenigapercayaan untuk
menjalankan program/kegiatan partai. Pada tahaamn&ke rekrutmen, DPD
PAN harus mewajibkan kadernya mengikuti kegiatanggaderan yaitu,

Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD), bagi yang sudadsuk tetapi belum



pernah mengikuti, diwajibkan ikut pada pelaksanbaankutnya. Kemudian
pihak penyelenggara pengkaderan harus bersifatpemdien dan lebih
berkomitmen untuk melaksanakannya secara rutirakTimbleh ada tindakan
diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam halpapaserta PAN harus
mampu menciptakan politik ramah keluarga.

. DPD PAN Kota Samarinda, pengurus inti maupun sagg@pnya harus lebih
giat lagi membuat/melakukan kegiatan yang bersi@ndidikan dan
pelatihan. Khusus untuk perempuan, partai harugh lglat melaksanakan
kegiatan untuk perempuan yang bersifat pemberdagaanyang bersifat
pengetahuan tentang politik. Kemudian lebih ak&nsosialisasikan kegiatan
partai yang bersifat pengembangan kualitas kadeus#s untuk Perempuan
Amanat Nasional (PUAN) DPD PAN harus lebih aktiflaksanakan kegiatan
untuk kaum perempuan.

. Pada tahap penetapan caleg dipartai, DPD PAN KataaBnda sebelum
menetapkan harus menghadirkan semua pihak-pihaky ymarsangkutan
dalam rapat. Terkait kebijakan DPD PAN tentang piukan pihak
penyelenggara atau pelaksana harus bersifat indepatan komitmen untuk
menjalankan kebijakan tersebut. Kemudian caleg yApasang harus benar-
benar kader yang berkualitas bukan caleg pelendd®@ PAN juga harus
memberikan perlakuan khusus untuk kader perempualtamd hal
pencalegkan. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) K&amarinda pada

tahap proses verifikasi data administrasi KPUD sianemberikan toleransi



waktu terhadap caleg perempuan kemudian aturaarayang dibuat KPUD
jangan yang bersifat sepele dan rumit yang dapanhyuatigkan caleg
khususnya caleg perempuan.

. Dengan semakin banyaknya isu-isu tentang peremmaupun anak-anak,
perempuan harus terlibat dan lebih aktif dalam tigobaik dalam partai
maupun pemerintah. Perempuan harus bisa bersamgauldaki-laki untuk
mendapatkan jabatan strategis. Perempuan harus imangmbawa dan
memperjuangkan aspirasi masyarakat dan perempues aktif dan terlibat
disetiap penyelenggaraan pemilihan umum baik sébpgserta maupun

sebagai pemilih.
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LAMPIRAN




PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disesuaikan dengan fokuslifggmeyang penulis

pilih, yaitu:

1

Proses Rekrutmen Kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai
Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

A. Pola-Pola Rekrutmen Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kota

Samarinda

Untuk DPD PAN Kota Samarinda:

1.

Apakah ada strategi yang dilakukan oleh DPD PANaK®&amarinda untuk
merekrut kader perempuan? Jika ada, bagaimana?

. Apa yang menarik dari strategi tersebut dan bagzankeberhasilan strategi

tersebut?

Apa saja syarat-syarat/kriteria-kriteria yang hadigenuhi untuk menjadi
kader/masuk di DPD PAN Kota Samarinda?

Bagaimana pola-pola pelaksanaann rekrutmen kadempean dan laki-laki
di DPD PAN Kota Samarinda?

Bagaimana cara DPD PAN Kota Samarinda mensosigsasstrategi
tersebut ke masyarakat?

Apa saja kendala yang dihadapi oleh DPD PAN Kotan&ada dalam
menjalankan strategi tersebut?

Untuk Caleg Perempuan DPD PAN Kota Samarinda:

1.
2.

Mengapa anda tertarik untuk masuk di DPD PAN Kam&inda?
Bagaimana pendapat anda tentang sistem rekrutmrmgndjmksanakan DPD
PAN Kota Samarinda?

Apa harapan anda masuk di DPD PAN Kota Samarinda?

Mekanisme Rekrutmen Kader Perempuan dalam Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Untuk DPD PAN Kota Samarinda:

1.
2.

Bagaimana proses/mekanisme rekrutmen di DPD PAlM Bamarinda?

Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukungkumejalankan
strategi tersebut?

Apakah ada komitmen dari DPD PAN Kota Samarindaikimempengaruhi
jumlah perempuan untuk terpilih atau masuk di paeie?



. Dalam merekrut kader perempuan, target apa yang idigapai? Apakah

memang dipersiapkan untuk pemilu dalam memenuhalkuo
Dalam merekrut kader perempuan, apakah melaluigb@mén ideologi partai
yang dianut?

Untuk Caleg Perempuan DPD PAN Kota Samarinda:

1.

w

Menurut anda bagaimana mekanisme rekrutmen kadesmpean yang
dilaksanakan oleh DPD PAN Kota Samarinda?

Apa yang anda dapatkan dari proses rekrutmen t#fseb

Apakah sebelumnya anda pernah bergabung dengain lpar?

Apa kendala anda dalam mengikuti proses rekruterselbut?

Pendidikan dan Pelatihan Kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai
Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Untuk DPD PAN :

1.

Apakah ada program pendidikan dan pelatihan yabgritean DPD PAN
Kota Samarinda? Jika ada, pendidikan dan pelatbparti apa?

Apakah ada program khusus untuk perempuan dalagngsmopendidikan dan
pelatihan?

Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksgmagram tersebut?

Untuk Caleg Perempuan :

1.

Pendidikan dan pelatihan apa saja yang pernah dequitkan di DPD PAN
Kota Samarinda?

Bagaimana pendapat anda program tersebut? Apampénga bagi anda?
apakah ada kendala yang anda hadapi ketika ingingikgi program
tersebut? Kendala apa saja?

Mekanisme Penetapan Calon Perempuan dalam Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)

Untuk DPD PAN Kota Samarinda:
Bagaimana mekanisme penetapan caleg perempuan Di BPAN Kota
Samarinda?

. Bagamana pola/sistem penentuan nomor urut dan hdaelibhan terhadap

caleg perempuan di DPD PAN Kota Samarinda?



Apa saja kendala yang dihadapi oleh DPD PAN Kotan&ada dalam
penentuan nomor urut dan daerah pilihan tersebut?

. Apakah ada caleg yang bukan Kader DPD PAN Kota 8ada? Jika ada,

seperti apa kriterianya?

Untuk Caleg DPD PAN Kota Samarinda:

1.

2.

Apakah anda sudah mengetahui mekanisme penetafemn merempuan di
DPD PAN Kota Samarinda?

Menurut pendapat anda bagaimana mekanisme penetgbam legislatif
perempuan di DPD PAN Kota Samarinda?

Apakah anda puas dan menerima keputusan dari DAY KR&a samarinda
terkait dengan peneteapan nomor urut dan daeralampinda?

Mekanisme Penetapan Calon Perempuan dalam Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) di Komisi Pemilihan
Umum KPU

Untuk KPUD Kota Samarinda:

1.

5.
6.

Apa saja wewenang KPUD terkait pemilu yang berhgbundengan caleg
perempuan?

Bagaimana mekanisme penetapan daftar calon tetap)(iersebut?

Apakah saja kendala yang dihadapi oleh KPU dalametgpan DCT
tersebut?

. Dari DCT yang ditetapkan oleh KPUD, dapatkah pihgdetai meminta

toleransi ke KPU terkait caleg perempuan yang masibm lengkap?
Berapa lama verifikasi caleg ini dilaksanakan?
Sejauh mana UU Pemilu dan Peraturan KPU sudahsditekan oleh KPU?

Untuk caleg perempuan DPD PAN Kota Samarinda:

1.

Selama daftar caleg diverifikasi oleh KPUD, perntelsan apa saja yang anda
hadapi? Mengapa demikian?

Menurut pendapat anda bagaimana kinerja KPUD pedulini?

Apakah anda puas dengan hasil verifikasi yang dikak oleh KPUD?

Partisipasi Perempuan Dalam Politik
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Dalam Partai Politik

Apa yang menarik anda untuk terlibat dalam politikususnya masuk dalam
partai politik?

Apa tujuan anda masuk Partai Politik?

Mengapa anda memilih partai PAN ?

Apa yang menjadi kendala anda untuk terlibat diti@l

Apa saja yang memotivasi anda untuk masuk terlijaolitik, apakah ada

dukungan dari dalam dan dari luar?

Selama di DPD PAN Kota Samarinda pernahkah anderjsettau mendapat
tekanan? Jika iya, bagaimana anda menyikapinya?

Dalam Parlemen (legislatif)

Mengapa anda tertarik untuk menjadi caleg?

Profesi apa saja yang pernah anda jalani?

Apa tujuan anda menjadi anggota legislatif?

Apa saja kendala anda untuk menjadi caleg?

Tanggung jawab seperti apa yang anda anggap pentitigk masuk
diparlemen?

Apa yang anda ketahui tentang politik dan menjadgata legislatif?
Seandainya anda terpilih menjadi anggota legislajifa yang ingin anda
lakukan/berikan terhadap masyarakat khususnya keuempuan?



Lampiran 4: Dokumentasi/Foto-Foto

Gambar 1. Foto Rapat Harian DPD PAN Kota Samarinda




Gambar 3. Foto Kegiatan LKAD Tahun 2012
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Gambar 5. Foto Kegiatan Tanam Pohon di Loa Jairasalli peserta LKAD 2011




Gambar 7. Foto Makan Bersama Setelah Rapat
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Gambarl0. Foto Kegiatan Kampanye Akbar PAN di G@RBilS
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Gambarll. Foto Wawancara di KPUD Kota Samarinda




Gambar 12. Foto Wawancara dengan Ketua DPD PAN Samaarinda
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Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Memenuhi Kuota 30 Persen
K eterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legidatif Pada Pemilihan
Umum Tahun 2014 di Kota Samarinda

Zainuddin!

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui strategi
Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan
perempuan dalam daftar calon legidatif pemilu 2014 Kota Samarinda yang
difokuskan pada proses rekrutmen kader perempuan, pendidikan dan pelatihan
kader perempuan, mekanisme/syarat penetapan calon legidatif (Caleg)
perempuan, Partisipasi perempuan menjadi calon legidatif (Caleg) di Partai
Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda Provins Kalimantan
Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung
dengan informan dan arsip serta dokumentas yang berkaitan dengan penelitian.
Narasumber terdiri dari Ketua DPD PAN Kota Samarinda, Sekertaris dan Staf
KPUD Kota Samarinda, caleg perempuan serta staf DPD PAN Kota Samarinda.
Data-data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan analisis data
interaktif Miles dan Huberman.

Srategi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dalam
memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya sudah
berjalan dengan baik meski masih ada ditemukan caleg perempuan yang
dipasang sebagai pelengkap. PAN Kota Samarinda dalam mewujudkan strategi
tersebut dilakukan dengan perbaikan sistem rekrutmen kader dan sistem
pendidikan dan pelatihan kader. Kemudian untuk memasang caleg yang
berkualitas dilakukan perbaikan pada mekanisme penetapan caleg. Partisipas
perempuan untuk menjadi caleg di PAN Kota Samarinda cukup banyak. Secara
garis besar PAN Kota Samarinda sudah berhasil memenuhi kuota 30 persen
keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya sesuai dengan undang-undang
pemilu dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kata Kunci : Srategi Partai Amanat Nasional memenuhi kuota 30 persen
keterwakilan perempuan di Kota Samarinda.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) sekaligus adalah ajang jigxah politik bagi
rakyat. Rakyat harus selalu dan semakin berdayandainerespon semua
fenomena yang ada. Kepekaan rakyat dalam dunitikpakan menjadi modal
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besar bagi sistem politik demokratis untuk memlmeainfaat langsung kepada
rakyat banyak. Landasan Yuridis Formal tentang Ream Umum Anggota
Legislatif adalah Undang-Undang Republik Indone@mor 08 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanygglOewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. KemuHKiamisi Pemilihan
Umum (KPU) dengan peraturan-peraturannya diharapilapat mengawal
implementasi dari undang-undang pemilu tersebut sadgkronisasi dan dapat
meningkatkan kinerja KPU yang berkualitas sebagaiblaga penyelenggara
pemilu yang bebas, bersih, jujur dan mandiri.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDta
Samarinda periode 2009-2014 ada 45 orang dan ladtdaw perempuan hanya
12 persen dari jumlah tersebut. Ini menunjukkanwaahumlah perempuan
diparlemen Kota Samarinda sangat jauh dari yangralkan dalam undang-
undang pemilu yaitu 30 persen. Untuk itu Komisi Héan Umum (KPU) harus
berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan ketkifan perempuan
diparlemen pada pemilu legislatif tahun 2014 neBdilah satu upaya KPU untuk
melibatkan kaum perempuan dalam dunia politik ad&BU dengan tegas akan
menjalankan undang-undang pemilu dan peraturan KPU.

Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut gieia(8) sebagai
peserta Pemilihan Umum (pemilu) 2014, optimis mekdarget pemenangan
pemilu legislatif 2014 paling tidak meraih doublgit alias diatas 10 persen.
Target tersebut berdasarkan dari catatan hasilkatjgoemilu sebelumnya yaitu
pada pemilu 1999 meraup 7,36 persen suara, kempdampemilu 2004 melorot
menjadi 6,7 persen suara dan menukik lagi padalpeerakhir 2009 yang cuma
memperoleh 6.01 persen suara. Namun dalam mentzapat tersebut tentu tak
semudah yang kita bayangkan melihat ketatnya peyaai dalam kompetisi
pemilu 2014. Maka dari itu, untuk meraih targettpebuhan jumlah perolehan
suara pada pemilu 2014, PAN melakukan percepatdamdanembangun
infrastruktur dan rekrutmen politik, tak terkecukider perempuan, kemudian
setelah itu partai berkonsentrasi menjalankan progisosialisasi. Beberapa
strategi tersebut misalnya, melakukan konsolidasiek dan struktur hingga ke
tingkat Kecamatan di Barisan Muda (BM) Partai AntaNasional. Kemudian
ditingkat Provinsi (Dewan Pimpinan Wilayah) menggdlatihan Kader Amanat
Madya (LKAM). Serta strategi selanjutnya adalahinditat kabupaten/kota,
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Samarinda melag Latihan Kader
Amanat Dasar (LKAD). PAN memberlakukan LKAD ini ssjai salah satu
syarat untuk menjadi calon anggota legislatif sgf@n tujuan utama LKAD
adalah sebagai upaya mencetak kader partai yamtgnrdian berkarakter menuju
pemilu 2014 (Hidayat, 2012: 7-19).

Dalam dunia politik, perempuan banyak sekali medghapermasalahan,
baik itu dari individu seperti kapasitas perempuaesih dianggap rendah, dan
ditambah dengan jumlah perempuan yang aktif dipgditik sangat minim
maupun dari luar individu seperti rendahnya dukangaasyarakat, pandangan
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masyarakat bahwa politik bukanlah urusan perempkarena politik dianggap
sebagai dunia laki-laki, sehingga sulit sekali pgrean untuk masuk ke dalam
politik yang dianggap bukan wilayah mereka sertdagaan perempuan dalam
dunia politik sehingga sangat mempengaruhi keteitarakya dipolitik atau
dalam parlemen. Kegagalan PAN menempatkan perwakierempuan
diparlemen terbukti di Kota Samarinda, PAN hanyamma menempatkan 4
(orang) perwakilannya dan semuanya adalah laki-laki

Dari uraian tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPBitaP Amanat
Nasional (PAN) kota Samarinda, dengan strategiesirgang telah direncanakan
maupun yang sudah terlaksana, DPD PAN Kota Sansrimdmpu memenuhi
kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam dafiéon legislatif pada
pemilu 2014, dan tentu hal itu membutuhkan wakngyeukup lama, usaha yang
berat, serta di perlukan rencana dan persiapan yetgng serta komitmen dari
awal kepengurusan partai. Dengan adanya sitsagerti demikian, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian terkait strattgN dalam memenuhi kuota
30 persen keterwakilan perempuan tersebut sehib§gaPAN Kota Samarinda
dapat ikut bersaing pada pemilu 2014 untuk penrildyaggota legislatiffDPRD.

KERANGKA DASAR TEORI
Pengertian Strategi

Menurut Mahardika (2006) strategi merupakan prpsgsapaian tujuan.
Melalui strategi yang tepat dan didukung komitmemg kuat, maka kepastian
terhadap pencapaian tujuan tinggal bergantung lpagi&ah-langkah politik yang
dilakukan. Kemudian strategi menurut Arnold Stengbgalam Efrisa (2006:196),
adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan saelakn strategi
mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi padaykh
Strategi Politik

Menurut Peter Schorder strategi politik itu sendigrupakan strategi atau
tehknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu @ttpolitik. Strategi politik
sangat penting untuk sebuah partai politik, tanganga strategi politik,
perubahan jangka panjang sama sekali tidak akaat dapujudkan. Perencanaan
strategi suatu proses dan perubahan politik meeupakalisis yang gamblang
dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yangnetegenai tujuan akhir yang
ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mexidauan (Ari Barata.Strategi
Politik. http:/ari-barata.blogspot.conm/2010/11/strategi-politik.html, diakses 29 N
ovember 2013).
Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2009: 403), partai pdiitiadalah suatu
kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotamgmpunyai orientasi,
nilai-nilai, dan cita-cita yang sama . Sedangkanunat Sigmund Neuman dalam
Silahudin (2011: 69-70), partai politik adalah aorgasi artikulatif yang terdiri
dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyata yaitu mereka yang
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memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaerip@han dan yang
bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengdoerbpa kelompok lain
yang mempunyai pandangan yang berbeda.
Fungs Partai Politik

Fungsi partai politik disetiap negara demokrasiugugenting. Terutama
jika dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingdemen masyarakat yang
mereka bawakan. Partai politik menerjemahkan képgam tersebut ke dalam
kebijakan pemerintah. Fungsi utama partai politidalah mencari dan
mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan progmgnapn yang disusun
berdasarkan ideologi tertentu. Ketika melaksandlagsi itu partai politik dalam
sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiataeliputi seleksi calon-calon,
kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahasldgfgeksekutif (Surbakti,
2007:116). Sedangkan menurut Surbakti (2007: Xwui@ysi partai politik adalah
sebagai berikut: sosialisasi politik, rekrutmenitgql partisipasi politik, pemadu
kepentingan, komunikasi politik, pengendali kontli&n kontrol politik.
Sosialisas Poalitik dan Rekrutmen Politik

Menurut Surbakti (2007: 177), Sosialisasi politikalah proses
pembentukan sikaf dan orientasi politik para atggoasyarakat. Melalui proses
sosialisasi politik inilah para anggota masyarakamperoleh sikaf dan orientasi
terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalaasyarakat.Sedangkan
rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan aseleksi dan pengangkatan
seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanad@man dalam sistem
politik pada umumnya dan pemerintah pada khususiymgsi rekrutmen
merupakan merupakan kelanjutan dari fungsi mendan menpertahankan
kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politikgegirpenting bagi kelangsungan
sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksam peranannya,
kelangsungan hidup sistem politik akan terancambi, 2007: 118).
Partisipas Politik

Menurut Surbakti (2007: 118), partisipasi polititagah kegiatan warga
negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan pdtaksanaan
kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimppmerintahan.
Kegiatan yang dimaksud, antara lain mengajukanutanf membayar pajak,
melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan kor@as pelaksanaan suatu
kebijakan umum, dan mendukung atau menentang gaéonimpin tertentu,
mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih walakyat dalam pemilihan
umum.
Komunikas Palitik dan Pendidikan Politik

Menurut Astrid dalam Rochajat dan Sumarno (2006: kdmunikasi
politik adalah komunikasi diarahkan kepada peneapasuatu pengaruh
sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahagesiehkegiatan komunikasi
ini dapat mengikat semua warganya melalui suatikssayang ditentukan
bersama oleh lembaga-lembaga politik. Sedangkan uMeénRochajat dan
Sumarno (2006: 92-95) pada umumnya pendidikan ipoféing dilaksanakan
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suatu negara dalam sistem apapun bentuknya adadatujuban untuk:
Mempersiapkan generasi penerus sebagai penerimagpelanjut sistem nilai
(sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya),nyimakan sistem berpikir
tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktsvitehidupan bernegara, dan
Memantapkan sikap jiwa didalam melaksanakan sisteitai sekaligus
membangun hasrat melestarikannya.
Pemilihan Umum
Menurut Lijphart dalam Gaffar (2004: 255) pemililhamum diartikan
sebagai satu kumpulan metode atau cara warga raayanemilih para wakil
mereka. Sedangkan menurut Andrew Reynolds dalanri B2811: 125),
menyatakan bahwa pemilihan umum adalah metode diastjamnya suara-suara
yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan dald&uwrsi-kursi yang
dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dadiklat.
Sistem Pemilihan Umum
Dieter Nolhen dalam Basri (2011:125) mendefinisilsgstem pemilihan
umum dalam dua definisi, dalam arti luas dan daatinsempit. Dalam arti luas,
sistem pemilu adalah segala proses yang berhubudgagan hak npilih,
administrasi pemilihan dan prilaku pemilih. Leb#njut Nolhen menyebutkan
pengertian sempit sistem pemilu adalah cara merddilam mengekspresikan
pilihan politiknya melalui pemberian suara, dimangsuara tersebut
ditransformasikan menjadi kursi diparlemen ataalpaj publik.
Pertimbangan Sistem Pemilihan Umum
Donald L. Horowiwitz dalam Basri (2011: 126-128).emyatakan
pemilihan sistem pemilu harus mempertimbangkathbbtersebut:
Perbandingan kursi dengan jumlah suara
Akuntabilitasnya bagi konsituen (pemilih)
Memungkinkan pemerintah dapat bertahan
Menghasilkan pemenang mayoritas
Membuat koalisi antaretnis dan antaragama
Minoritas dapat duduk di jabatan publik.
Pertimbangan yang diberikan Horowitz menekankanapaspek hasil
pada suatu pemilihan umum. Hal yang menarik adaddiwa sistem pemilu yang
baik mampu membuat koalisi antaretnis dan antaragsenta minoritas dapat
duduk dijabatan publik.
Jenis Sistem Pemilihan Umum
Andrew Reynolds dalam Basri (2011) mengklasifikariladanya empat
sistem pemilihan umum yang umum dipakai oleh negagara didunia, yaitu:
1. Mayoritas/Pluralitas adalah penekanan pada sudrangak (mayoritas)
dan mayoritas berasal dari aneka kekuatan (plaslit
2. Proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkageparan suara
pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kuesig ada di legislatif.

oukwpnpE
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3. Sistem Campuran/Mixed Sistem adalah sistem campegnjuan untuk
memadukan cirri-ciri  positif yang berasal dari m@tgs/pluralitas
maupun proporsional.

4. Sistem Lainnya/Other Sistem adalah sistem lain yadgk termasuk
dalam kategori yang sudah disebutkan diantarangdaladSingle Non
Transferable Vote (SNTV), Limited Vote (LV), dan 8@ Count (BC).

Aktor-Aktor Pemilu
Sebagai sebuah kompetisi politik, pemilu melibatls@jumlah aktor di
dalamnya. Masing-masing aktor memiliki posisi dangsi tersendiri yang secara
bersama-sama memiliki kewajiban untuk menyuksesgamilu, aktor-aktor
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Aktor Utama Pemilu : Pemilih, Penyelenggara Pendan Peserta Pemilu
2) Aktor Pendukung Pemilu : Pemerintah, Lembaga Keamahembaga
Penegak Hukum, dan Pemantau Pemilu ( Sardini, 20:248).

Legidatif

Konsep Latum diambil dari bahasa latin yang artinya (membuatu at
mengeluarkan).Leges juga berasal dari bahasa yang sama artinya Undang-
undang. Undang-undang ini dimaksudkan dalam penasya yang bersifat
formal bentuk hukum yang dibuat oleh badan pemlkenhdang-undang secara
umum adalah lembaga perwakilan dipilih melalui nme&ae pemilihan umum
yang demokratis di Negara yang bersangkutan. Dedgamkian legislatif lebih
ditekankan pada pemaknaan sebagai lembaga penpbraitran, bukannya
sebagai sebagai lembaga yang memkelajakan (Wahidin, 2007:37).

Keterwakilan Politik

Mekanisme perwakilan di Indonesia, sama halnya alengegara lain
lebih cenderung sebagai perwakilan politik. Melahgkanisme politik dipandang
efektif untuk dijadikan sebagai dasar mengakomadasikepentingan orang-
orang yang menyerahkan keterwakilannya kepada waki§ duduk dilembaga
perwakilan. Mekanisme ini dalam sistem ketatanegatadonesia direfleksikan
pada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai represertéss,pDewan Perwakilan
Daerah sebagai representasi kekhususan daerah kgalugnya bergabung di
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga aderggoritas khusus
(Wahidin, 2007: 40-44).

Teori Keterwakilan Politik Perempuan dan Affirmative Action

Demokrasi bukanlah sekedar sistem pemerintahalajmkan juga sistem
pemilu yang menempatkan kesetaraan hak antardakikilan perempuan dalam
keterwakilan politik terutama dalam pemerintaharupuen parlemen. Sehingga
kebijakan publik terkait dengan kepentingan politikntuk semua dan
kemaslahatan publik dapat tercapai. Adapun yangaksudaffirmative action
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dalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dileemaja kepada kelompok
tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaanmd&kasus-kasus tertentu
guna mencapai representasi yang lebih proporsgalam beragam institusi dan
okupasi. la merupakan diskriminasi positif yangakiilkan untuk mempercepat
tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satanasaterpenting untuk
menerapakannya adalah hukum, dimana jaminan pelaksaya harus ada dalam
konstitusi dan undang-undang (Baswir, dkk: 2009:118).
Urgens dan Tantangan Keterwakilan Politik Perempuan
Menurut Purwanti (2008) adapun tentang piliharkangominal 30 persen
keterwakilan politik perempuan diparlemen adalBértama, masalah kuota 30
persen hanyalah salah satu upaya dari tindakanughssmentara (TKS) atau
temporary special measure yang harus dilakukan suatu negara, jika dalam
masyarakatnya perlu dilakukan tindakan-tindakan skbu untuk kelompok-
kelompok khususKedua, jika hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam
struktur kekuasaan dan proses pengambilan kepytosda terjadilah semacam
a deficit of democracy, danKetiga, mengapa meski memberi perlakuan khusus
untuk perempuan. Untuk alasan keadilan (perempuaru pmemiliki hak
keterwakilan), alasan kepentingan (perempuan deddki punya kepentingan
berbeda dan tidak selalu harus sama), alasan skr{perempuan akan tertarik
pada politik, jika ada contoh) dan alasan demokiaterwakilan yang seimbang
antara perempuan dan lelaki akan dapat memperktatpemerintahan yang
demokratis) (Baswir, dkk: 2009: 120-123).
Definisi Konsepsional
Dari beberapa teori dan konsep yang dipaparkaagjiahaka definisi
konsepsional yang penulis rumuskan dalam penulgamelitian ini adalah
serangkaian kegiatan/usaha dan cara/metode vyarkukiin oleh Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PKN)a Samarinda dalam
memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuamnddhftar calon legislatif
pada pemilu tahun 2014 sebagai syarat untuk memamithtan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rleaml Umum anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah [dawan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Fokus Penelitian
Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini abal
1. Rekrutmen kader perempuan Partai Amanat Nasioad Y P
2. Pendidikan dan pelatihan kader perempuan Partai naAmélasional
(PAN)
3. Mekanisme/syarat penetapan calon legislatif (Cajggempuan Partai
Amanat Nasional (PAN)
4. Partisipasi perempuan menjadi calon legislatif égalPartai Amanat
Nasional (PAN).
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Sumber Data

Dalam penelitian ini penentuan responden menggmsdknikPurposive
Sampling. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam piselini dapat
dilakukan dengan wawancara yang mendalam, obsea@si dokumentasi.
Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan katg-kang biasa disusun dalam
teks yang diperluas. Kemudian yang menjadi inforndatam penelitian ini
adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai ran&lasional (PAN)
Kota Samarinda, lima (5) orang Calon Legislatif @@puan Partai Amanat
Nasional (PAN), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUpand subjek yang
memiliki informasi yang akan di teliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pola-Pola Rekrutmen Kader Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota
Samarinda

Pola atau strategi rekrutmen kader khususnya kpdezmpuan yang
dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiaAat Nasional (PAN)
Kota Samarinda untuk persiapan pemilu cukup beragaP®D PAN melakukan
perekrutan kader perempuan melalui beberapa catsbagpignya yang memang
bergerak dibidang perempuan. Ada pendekatan-petadek@ng agak berbeda
yang dilakukan jika dibandingkan dengan laki-laréna perempuan ini punya
basis tertentu dan sudah melekat pada dirinya,Imysgerempuan itu diidentik
dengan “pekerja rumahan” sehingga perlu pendekdtasus untuk merekrutnya.
Kemudian kesadaran perempuan terhadap dunia pdldgikggap masih kurang,
itu dapat kita lihat tingkat keterwakilan politikegmpuan diparpol maupun
dipemerintahan khususnya diparlemen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan olellgedi DPD PAN

Kota Samarinda dapat diketahui bahwa dalam prosgskmut kader, DPD PAN
Kota Samarinda sangat terbuka untuk umum tanpadedk adalah perempuan
serta menciptakan sayap-sayap partai sebagai gitrgde Tetapi berdasarkan
pengamatan/observasi peneliti, bahwa sebagian lmdag-caleg DPD PAN
berasal dari sayap Perempuan Amanat Nasional (PUAMhg menjadi
pertanyaan adalah kemana kader-kader perempuarbgaasal dari sayap-sayap
yang lainnya seperti dari BM PAN, Garda Muda Naalodan yang lainnya.
Mengapa demikian, apakah kualitas SDMnya masihateretau memang tidak
ada yang berminat untuk menjadi caleg atau bahk&hlsaingan dengan kader-
kader yang ada di PUAN. Caleg perempuan ada jugg parasal dari DPW
PAN, selain itu beberapa kader yang masuk dalamgysas juga ikut
berpartisipasi menjadi caleg serta ada juga yartglsenya sudah menjadi
anggota dewan dan kader DPC PAN juga cukup begséisipasinya menjadi
caleg. Pada akhirnya hanya ada satu sayap sajanyamgnjol, yaitu PUAN PAN
dan cukup memberikan kontribusi dalam pemenuhataks@ persen perempuan
dalam daftar caleg DPD PAN Kota Samarinda.
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Mekanisme Rekrutmen Kader Perempuan dalam Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penkétiwa Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)a Samarinda dapat
diketahui bahwa mekanisme rekrutmen kader khusukaglar perempuan yang
mereka gunakan masih seperti yang dahulu, yaitaps&bder harus menjalani
kegiatan khusus untuk kader yang dibuat oleh palaai kader-kader perempuan
yang berasal dari cabang atau ranting partai dikaii untuk mengikuti kegiatan
tersebut sebagai tanda kelegalan sebagai kadar. part

Dari serangkaian penjelasan Ketua DPD PAN Kota $ade serta
beberapa Caleg dari DPD PAN Kota samarinda mengaakanisme rekrutmen
kader, khususnya kader perempuan dapat diketathwebai DPD PAN ada
proses rekrutmen kader formal atau kader yang mantnendapatkan sertifikat
setelah selesai mengikuti kegiatan yang dilaksanakeh DPD PAN. Kemudian
ada rekrutmen kader dari cabang/sayap partai yargjban untuk menambah
simpatisan, prosesnya mereka harus merakyat, tdgngsung kelapangan
dengan membuat kegiatan untuk masyarakat sesuagawmehondisi dan
kebutuhannya saat itu. Selanjutnya Latihan Kaderawah Dasar (LKAD)
menjadi program pengkaderan yang dianggap paliqusaan cocok untuk
pengembangan kualitas kader dan perkenalan ideglagiai. Pada tahap
mekanisme rekrutmen kader ini, DPD PAN Kota Sandarisudah berusaha
dengan semaksimal mungkin melakukan kegiatan pelegak tanpa terkecuali
adalah kader perempuan.
Pendidikan dan Pelatihan Kader Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN)

Sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) kepengurusawaD Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samda periode 2010-
2015 dan dua (2) tahun menjelang penyelenggaraaiiypBPD PAN mulai giat
menjalankan program-program pendidikan dan pelatkepada kadernya untuk
persiapan pencalegan pada saat pemilu agar menuhkeg-caleg yang
berkualitas sehingga dapat menarik simpati masgarak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan perddigat diketahui
bahwa dalam program pendidikan dan pelatihan uk&der perempuan masih
bertumpu pada program LKAD dan kegiatan yang ddak&an oleh PUAN
PAN. Dalam program tersebut pelatihan kepemimpiogtuk setiap kader
menjadi prioritas utama untuk perkembangan paediasperkenalan ideologi,
flatfrom partai, visi dan misi partai juga sanganpng. Meski realitanya masih
ada kelemahan-kelemahan dalam teknik pelaksaaatkediersebut, yaitu sering
kali bertentangan dengan kepentingan perempuan.téds¢but menyebabkan
banyak kader-kader perempuan yang jarang aktif iketngkegiatan yang
diselenggarakan.

Pada tahap mekanisme pendidikan dan pelatihan kedgama untuk
perempuan masih banyak yang perlu di evaluasi @&D PAN. Karena
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perempuan pada saat ini seiring dengan adanya natyemg mengatur
kepentingan-kepentingan perempuan dan banyaknysusientang perempuan,
berada dalam posisi yang sangat dibutuhkan olehipaaupun di pemerintahan.
Mekanisme Penetapan Calon Legidatif Perempuan Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)

Dalam proses rekrutmen caleg Dewan Pimpinan Da@p&D) Partai
Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dibentuklahumen-instrumen kunci
yaitu kepanitiaan seleksi Calon legislatif (Calgghg dilaksanakan oleh Komite
Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD), dalam selek&rigiri dari 3 bagian yaitu,
Bidang Rekrutmen dan Evaluasi Caleg, bidang Vex#ikdan Klarifikasi Data
Bacaleg, dan Tim Monitoring dan Evaluasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terkaiekanisme
penetapan caleg perempuan di DPD PAN Kota Samarmaiah ada dinamika
yang terjadi, misalnya masih adanya caleg yangnbehengetahui mekanisme
penetapan caleg tersebut, adanya caleg yang bekannienerima keputusan
secara iklas terhadap apa yang didapatkannya, ginaiknya teknis penilain dari
tim skoring, adanya caleg yang pindah ke pertai karena adanya kekecewaan
terhadap partai.

Dalam mekanisme penetapan caleg ada dua (2) agandacukup rumit
dan harus diselesaikan, yaitu penetapan nomoidarupenentuan daerah pilihan.
Penetapan nomor urut didasarkan pada tim verifi#asi keputusan dalam rapat
harian, begitu pula dengan penetapan daerah pilifetapi penetapan nomor urut
lebih rumit, karena tentu semua caleg mengingimkamor urut pertama (kecil)
dimana disitu ada beberapa hal yang sangat benpdng#an lebih besar
peluangnya mendapatkan nomor urut tersebut sentas haula dibenturkan
dengan peraturan KPU. Berdasarkan pendapat daerdyg narasumber yang
telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa mekanipereetapan caleg DPD
PAN Kota Samarinda sudah diatur dalam peraturaangrpencalegkan.

Mekanisme Penetapan Calon Legidatif Perempuan Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) di Komis Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Kota Samarinda

Tugas KPUD Kota Samarinda dalam penetapan DaftdonCéetap
(DCT) adalah memverifikasi data para Daftar Cal@meéntara (DCS) yang
diajukan oleh partai politik. Ketika ada data ydittak sesuai dengan ketentuan
yang dibuat oleh KPU, maka KPU akan menindaklarpetimasalahan tersebut
ke partai yang bersangkutan. Terkait dengan DCS) yhAajukan oleh Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PA}a Samarinda ada
beberapa caleg yang mengalami masalah terkait detaga pribadi mereka. Dan
oleh KPUD Samarinda, mereka diberi waktu untuk menogiki dan melengkapi
berkas-berkas yang bermasalah tersebut baru kemi&BD melakukan proses
penetapan menjadi DCT.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan perddigat diketahui
bahwa para caleg mengaku merasa agak kesulitanalaekgn aturan-aturan
yang terapkan oleh KPUD Kota Samarinda. Dikatakamia ada permasalahan
yang seharusnya tidak terlalu prinsip tapi dipeafssan juga terutama saat
proses verifikasi data/berkas-berkas caleg. Tetaski begitu para caleg tetap
berusaha menjalankan aturan tersebut dan semusdabelgncar. Sehingga dari
hasil wawancara dari beberapa informan terselpatddisimpulkan mekanisme
penetapan calon legislatif (Caleg) perempuan di BPWota Samarinda
mengikuti anjuran yang Undang-Undang Pemilu ya#tekvakilan perempuan
dalam daftar caleg dari setiap partai dan setiggl darus mencapai 30 persen.
Kemudian seleksi administaratif untuk setiap calgadikan prioritas utama dan
sudah dilaksanakan dengan baik.

Partisipasi Perempuan Masuk dalam Partai Politik (Partai Amanat Nasional)

Hingga pada saat ini ada permasalahan dalam suegar&l yang tak
kunjung selesai yaitu terkait keterlibatan perempdalam politik. Dalam hal ini
keterlibatan perempuan dalam partai masih dianggegng. Dapat dilihat ketika
menjelang pemilu partai politik agak sedikit kewea untuk memenuhi aturan-
aturan yang dibuat oleh peyelenggara pemilu.

Kemudian melirik ke Partai Amanat Nasional (PANukbhsnya Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Samarinda terlihamiki cukup banyak
kader perempuan tetapi dari segi kualitas masibrtiipyakan. Beragam alasan
mengapa mereka memilih DPD PAN Kota Samarinda. Basil wawancara yang
dilakukan penulis dapat diketahui bahwa yang mengdsan dari kader
perempuan tersebut terlibat dipolitik atau masytadai politik khususnya di
PAN adalah karena melihat sosok dari pendiri paataiu pemimpin partai
tersebut. Kemudian karena ingin memperjuangkan ha&k-perempuan yang
selama ini masih terabaikan dan masih terbelendgln anggapan lama yang
menempatkan kodrat perempuan hanya dirumah. Seigajuyang menjadi
kendala perempuan untuk terlibat dipartai adalatekg perempuan ini masih
ragu untuk bersaing dengan laki-laki, masih ragtukitbersuara membela hak-
haknya, karena perempuan lebih dominan untuk cadna perempuan masih
merasa belum minder dengan kemampuannya.

Berdasarkan pengamatan dari peneliti selama medakpkenelitian dan
hasil peneletian di PAN, peneliti melihat bahwaeki@batan perempuan dipolitik
memang sudah lumayan banyak terlihat dari banyalpg@mpuan disetiap
sayap-sayap partai, seperti di Barisan Muda (BMNP& PUAN PAN, dan di
Garda Muda Nasional (GMN). Dapat disimpulkan balpagisipasi perempuan
untuk terlibat dipolitik/masuk dipartai politik ksusnya PAN sudah cukup besar,
terlihat dari banyaknya kader perempuan PAN. Ss#dh penggerak perempuan
untuk masuk di PAN adalah karena daya tarik/khaisiari sosok pendiri PAN,
kemudian karena ingin memperjuangkan aspirasi/laék-perempuan yang
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selama ini masih terabaikan dan ingin memberdayakamm perempuan.
Sehingga setidaknya ketika mereka masuk dipartaieka punya wadah untuk
memperjuangkan aspirasi perempuan tersebut.

Partisipasi Perempuan Menjadi Calon Legidatif (Caleg)

Saat ini keterlibatan perempuan diparlemen masitanigs Berbagai
kendala yang dihadapi perempuan untuk masuk diparie misalnya selama ini
peran politik dan kinerja perempuan dilembaga Needaaiik dalam posisi penting
di eksekutif maupun legislatif dirasakan belum maskan masyarakat baik itu
diposisi pejabat setingkat dirjen, mentri hinggpda Negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan perddigat diketahui
bahwa pengetahuan caleg perempuan tentang poliéik eenjadi seorang
anggota dewan atau caleg cukup beragam. Ada yanganggap bahwa politik
itu sesuatu yang ribet dan memusingkan kepala, #@mupolitik itu dianggap
sebagai suatu kegiatan mengatur Negara meski bamgdapan bahwa politik
itu kotor. Politik itu tergantung orang yang meajdtannya, mereka mau
mempergunakan untuk kebaikan atau sebaliknya makei kintuk menjalankan
politik itu adalah sampai dimana kita bisa menjtanamanabh itu

Partisipasi perempuan menjadi caleg disebabkan loédierapa alasan,
misalnya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakadahg pendidikan, sosial
dan lain-lainnya kemudian ada yang ingin membudtij&ean sesuai dengan
dilapangan sebab mereka menganggap dirinya orgagdan, karena selama ini
orang-orang pemerintah bukan orang lapangan yarmg teondisi yang
sebenarnya.

PENUTUP
Kesimpulan

Secara umum strategi Dewan Pimpinan Daerah (DRiDjaiPAmanat
Nasional (PAN) Kota Samarinda untuk menghadapi [deam umum tahun 2014
sudah berjalan dengan baik, yaitu pemenuhan kuOtpe3sen keterwakilan
perempuan dalam daftar calon legislatif (calegsetiap daerah pilihan (dapil).
Keberhasilan DPD PAN Kota Samarinda dalam menjalanstartegi tersebut
dapat mengantarkan para kader-kader dan simpagsamiuk mengikuti pesta
demokrasi yaitu pemilihan umum anggota legislabta&Samarinda. Secara garis
besar ada empat (4) hal yang dilakukan dalam giréésebut, yaitupertama
adalah proses rekrutmen kader perempuan, pada tahdpPD PAN Kota
Samarinda berhasil merekrut kader-kader perempudalunsayap-sayap/cabang
yang diciptakannyaKedua adalah pada tahap program pendidikan dan pelatihan
yang diberikan terhadap kader-kader yang telatkuiteersebut, baik laki-laki
dan perempuan. Pada tahap ini program pendidikag gavajibkan untuk setiap
kader adalah Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD). Kedmn yangketiga
adalah tahap penetapan calon anggota legislatifediial partai dan di Komisi
Pemilihan Umum Kota Samarinda. Di internal partdgaldikan verifikasi data
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caleg untuk penetapan nomor urut dan daerah pemiliSedangkan di KPUD
Kota Samarinda dilakukan tahap verifikasi data galaetuk penetapan Daftar
Caleg Tetap (DCT). Dan yang terakhir adalah padisi perempuan untuk
terlibat dipolitik/partai politik dan untuk menjadtalon anggota legislatif.
Ketertarikan perempuan masuk dipartai politik adalatuk belajar politik serta
karena pengaruh pemimpin partai kemudian ketegarigerempuan menjadi
calon anggota legislatif adalah karena ingin mempagkan aspirasi dan hak-
hak kaum perempuan dan anak-anak yang selama dak tiersentuh oleh
pemerintah.

Saran

Dalam merekrut kader khususnya kader perempuan, BRN Kota
Samarinda lebih ditingkatkan lagi, baik melalui s&aygayap partai maupun
pengurus inti. DPD PAN harus aktif mensosialisasikprogram partai
kemasyarakat dan rekrutmen kader dilakukan jauklgebpemilu. Selanjutnya
dalam kepengurusan sebaiknya perempuan diberiag@abging strategis serta
harus menciptakan politik yang ramah keluarga.

DPD PAN/Perempuan Amanat Nasional (PUAN) DPD PANt&Ko
Samarinda, pengurus inti maupun sayap-sayapnyas h&hbih giat lagi
membuat/melakukan kegiatan yang bersifat pendiditan pelatihan. Khusus
untuk perempuan, partai harus lebih giat melaksamé&kgiatan untuk perempuan
yang bersifat pemberdayaan dan yang bersifat paimgan tentang politik.

Pada tahap penetapan caleg dipartai, DPD PAN KataaBnda sebelum
menetapkan harus menghadirkan semua pihak-pihay parsangkutan dalam
rapat. Kemudian caleg yang dipasang harus benarbeder yang berkualitas
bukan caleg pelengkap. DPD PAN juga harus memberpexlakuan khusus
untuk kader perempuan dalam hal pencalegkan. Utukisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Samarinda pada tahap proses verifikasa cadministrasi KPUD
harus memberikan toleransi waktu terhadap calegnpmawan kemudian aturan-
aturan yang dibuat KPUD jangan yang bersifat sepele rumit yang dapat
menyulitkan caleg khususnya caleg perempuan.

Dengan semakin banyaknya isu-isu tentang perempuaupun anak-
anak, perempuan harus terlibat dan lebih aktif dapenlitik baik dalam partai
maupun pemerintah. Perempuan harus bisa bersaingamlelaki-laki untuk
mendapatkan jabatan strategis. Perempuan harus umamgmbawa dan
memperjuangkan aspirasi masyarakat dan perempuas laktif dan terlibat
disetiap penyelenggaraan pemilihan umum baik selpsgerta maupun sebagai
pemilih.
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